PROSIDING
SIMPOSIUM NASIONAL
_ HASIL RISET EKONOMI DAN BISNIS -
| ASOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK (APTIK) 2008 -

- _' MEMBANGUN KEMAMPUAN DASAR UNTUK MENCAPAI ‘_ :
: KEUNGGULAN BERKELANJUTAN” |

Editor :
Y. Sri Susilo _
Fandy Tjiptono

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA



ii

Prosiding SIMPOSIUM NASIONAL HASIL RISET EKONOMI DAN BISNIS
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK (APTIK) 2008

"MEMBANGUN KEMAMPUAN DASAR UNTUK MENCAPAI KEUN GGULAN -
BERKELANJU TAN”

Hak Cipta © 2008, pada penulis/Penerbit

HakPubhkas1 padaPenerb1tUmvers1tasAtma JayaYogyakaJ“[a"~ -

C Dllarang memperbanyak memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk

apapun, tanpa 1zin tertuhs dari penerbit.

Cetakan ke- 05 04 03 02 01
Tahun - 12 11 10 09 08

Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
' J1. Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta
Telpon (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525 .
" Website: penerbit.uajy.ac.id -
E-mail: penerbit@mail.uajy.ac.id

No. Buku. 429.FE.26.06.08.

ISBN. 978-979-1317-99-3

Tim Editor :
Y. Sri Susilo
Fandy Tjiptono

Lay Outer: "
. Joki Hartono Tri Nugroho



KATA PENGANTAR

Melalui proses yang cukup membutuhkan energi maka Prosiding Simposium Nasional Hasil Rlset :
Ekonomi dan Bisnis Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) 2008, dapat diselesaikan dengan

~ baik. Prosiding ini terdiri dari 38 makalah dari bidang Ekonomika, Manajemen dan Akuntansi. Makalah- -

makalah tersebut hasil seleksi dari 56 makalah yang masuk ke panitia simposium. Proses seleksi makalah

* mielalui 2 tahapan, yaitu seleksi abstraks/intisari dan seleksi makalah. Pada tahap pertama, pé.r_litia

menerima 82 abstrak/intisari dari hasil riset dan dari jumlah tersebut lolos sejumlah 62 abstrak. Dari

: _ abstrak yang lolos seleksi, kemudian terkumpul 56 makalah hasil riset. Selanjutnya melalui proses

seleksi oleh reviewer terpilih 40 makalah, dan yang memberikan konﬁrmas1 untuk hadir sebanyak 38.

- pemakalah.

Makalah yang disajikan dalam prosiding ini sangat beragam baik dari topik maupun metode riset
yang digunakan. Setiap makalah tentu mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Terlepas dari hal tersebut,

‘panitia mempunyai keyakinan bahwa makalah-makalah dalam pros1dmg mempunyai manfaat bagl'
* pembacanya.

Dalam penyusunan Pr051dmg ini tentu tidak terlepas part151pas1 berbagal pihak. Untuk itu Panitia
Simposium mengucapkan terima kasih kepada:
1) Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma dan
Fakultas Ekonomi Universitas Atma J aya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan teknis dan -
~ finansial untuk penyelenggaraan Simposium Nasional, termasuk penerbitan buku prosiding.
2) Dosen/peneliti dari berbagai perguruaan tinggi dan lembaga riset yang telah berpartisipasi dalam
”Call for Papers” yang diselenggarakan oleh Panitia Slmposmm sehingga terpilih 38 makalah
" yang disajikan dalam prosiding. :

3) Segenap reviewer yang telah bersedia dengan tenggat Waktu yang pendek untuk melakukan seleks1

" makalah.
4) Kolegay.Sri Sus1lo Drs., M Si dan Fandy Tjiptono, SE, M.Com yang telah bersedia menj jadi
editor dalam penyusunan buku prosiding ini.

._ 'A 5) Penerbit Universitas Atma JayaYogyakarta khususnya saudara F. Joki Hartono TN. SE, yang

‘telah membantu dalam proses penerbitan, sehingga prosiding memlhkl ISBN dan memiliki cover
dan lay-out yang cukup menarik.

Untuk kesemuanya Panitia Simposium sekali lagi mengucapkan tenma ka51h dankontnbus1 tersebut

- lebih memberikan “warna” dan “’kualitas’ pada buku prosiding ini.

Akhirnya panitia berharap semoga penerbitan buku prosiding memberikan manfaat yang si gnlﬂkan
untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Ekonomika, Manajemen, dan Akuntansi. _
Semoga Allah yang Maha Baik, selalu memberikan berkah yang melimpah terhadap usaha kita bersama.

. . ' .

Yogyakarta, Juni 2008

Dr. D. Wahyu Ariani, SE, MT
Ketua Panitia '
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DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

8 IN INDONESIA: ARE ECONOMIC GROWTH AND GOVERNMENT |

INTERVENTION IMPORTANT FOR THEIR LONG-TERM
SURVIVAL"

Oleh: ]
Tulus Tambunan
Pusat Studi Industri dan UKM
Universitas Trisakti, Jakarta
Email: sjahrir@rad.net.id

Abstract

. Di dalant literatur mengenai perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di negara-negara

berkembang masih berlangsung berdebatan mengenai dua isu: kemampuan UKM untuk bertahan
di dalam proses pembangunan ekonomi dan pentingnya program-program pengembangan UKM -
dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua isu tersebut dengan menggunakan.

- data UKM Indonesia. Untuk itu, dtkembangkan dan diuji sejumlah htpoteszs Hasilnya menunjukkan

bahwa produk domestik bruto per capita maupun pengeluaran pemerintah untuk pembangunan
(yang sebagian digunakan untuk membiayai program-program UKM) mempunyai dampak positif
terhadap pertumbuhan UKM. Dengan penemuan ini, penelitian ini menegaskan bahwa UKM bisa

. bertahan dan bahkan berkembang dalam periode jangka panjang dengan tiga alasan utama: (a)

mereka punya pasar sendiri; (b) mereka berfungsi sebagai sumber pendapatan/pekerjaan bagi

' masyarakat miskin; dan (c) keterkaitan produksi antara UKM dan UB (usaha besar) terutama

lewat sistem subkontrakting semakin penting sehingga UKM akan zkut tumbuh bersama -sama - |

- dengan pertumbuhan UB.

Keywords . SMEs, LEs, real GDP per capita, government development expenditure,

I INTRODUCTION

The development of small and medium enterprises (SMEs) and changes over time in thelr structure
(e.g. employment and output shares, output composition, market orientation, and location) are usually-

) thought to be related to many factors including the level of economic development and govemment

promotion programs. :
The main objective of this research is to examine empirically the effects of those two factors on the

. ‘gfowth of SMEs. Specifically, it aims to answer two research questions: (1) whether in the long-run as

economic development proceeds, SMEs will die out and the economy will be dominated by large
enterprises (LEs), or these enterprises will survive and even grow along with LEs, and (2) are govern-
ment promotion programs important for the growth of SMEs? For this purpose, it develops a set of
hypotheses and employs Generalized Least Square to test them. :

Tn Indonesia, there are several definitions of SMEs, depending on which agency prov1des the

" definition. The State Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises (Menegkop & UKM)
promulgated the Law on Small Enterprises Number 9 of 1995, which deﬁnes asmall enterprise (SE),

Dosen Fakultas Ekonomi dan Dircktur Pusat Studi Industri dan UKM Unwcrsntas Trlsaktl Jakarta. Dr dalam bldang :
~ ckonomi. Bidang konsentrasi: Usaha Kccil dan Menengah, Kemlskman Perekonomian Indonesia.
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including microenterprise (MIE) as a business unit with total initial assets of up to Rp 200 million, not

- including land and buildings, or with an annual value of sales of a maximum of Rp 1 billion, and a.

medium enterprise (ME) as a business unit with an annual value of sales of more than Rp 1 billionbut.
- less than Rp 50 billion. The National Agency for Statistics (BPS), which regularly conducted surveys
of SMEs, uses the number of workers as the basis for determining the size of an enterprise. In its
definition, MIEs, SEs and MEs are business units with, respectively, 1-4, 5-19, and 20-99 workers,
and LEs are units with 100 or more workers. The Ministry of Industry (MoI) defines enterprises by size
in its sector also according to number of workers as the BPS definition. This study uses the SME
~ definition adopted by the National Agency for Statistics (BPS).

~Nextsection deals with main theories on the links between SME growth and those two factors. |
This is followed by the importance of SMEs in less developed countries (LDCs) and Indonesia, re-
spectively, in Sections Il and IV. Section V examines government-sponsored SME development pro- ..

.grams. Methodology and results and discussion are given, respectively, in the next two sections. Finally, .

- concludmg remarks of this study are presented in Section VIII.

L ECONOMIC DEVELOPMENT, GOVERNMENT SUPPORTS, AND SME GROWTH _
2.1. ‘Classical’ Paradigm '

" Indiscussing the role of SMEs and their pattern of development in LDCs, attention usually focuses _
on 'seminal articles by Hoselitz (1959), Staley and Morse (1965), and Anderson (1982), among some
- others; Their works often classified as the classical’ theories on SMEs’ development. Started firstby

- Hoselitz in his study (1959) on industrialization in Germany, which indicates that in the “early” stage of . -
development the manufacturing sector in the country was predominated by artisans or craftsmen and as
the process proceeded many of them grew into larger sized and more modern establishments of indus-
try; while smaller and traditional units of production die out. Following Hoselitz’s work, Parker (1979)
‘and Anderson (1982) had developed general growth phase typologies based on the experience of the
industrialized countries to explain changes in the size structure of industry by region and over time in
. LDCs. According to this approach, in the course of economic development, the composition of manu- -
" facturing activities, if classified according to scale, appears to pass through three phases. In phase one,

at the “early” stage of industrial development which may be characteristic of predominantly agrarian

economies, household and artisanal activities (MIEs) in manufacturing industry are predominant in
“terms of their total number of production units and share in total manufacturing employment. Thisisa
~ stage of industrialization in which a large number of MIEs (mainly in rural areas), coexist with a quite -
~ limited number of larger-scale (mainly foreign or state-owned firms located in urban areas or large
cities). In this stage, MIEs are predominant in activities such as garment-making, smithy, footwear,
handicrafts, masons, industries making simple building materials and various crop-processing indus- -
tries. They closely related to agricultural production, as providers of rudimentary inputs to and of
prdcessing services for output from agriculture, and of the non-food needs of the rural population.

In phase two, in more developed regions with higher incomes per capita, SMEs emerge and

. incfeasc at a comparatively rapid rate, and act to displace MIEs in several sub-sectors of manufactur-" - '

ing. There are some factors which might explain the expansion of these industries in this particular stage
of development. Steel (1979), for instance, emphasizes the importance of a growing cash market for
the expansion of SMEs: Increased urbanization and expanding cash markets give rise to a shift
from traditional household activities to complete specialization of the entrepreneur in small
scale production and increased use of apprentice and hired labor (p.9). '
_ . In phase three, at the “later” stage of development, large factories (LEs) become predominant, -
* displacing the remaining SMEs in some activities. According to Anderson (1982) this phaseispartlya
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~ product of phase two, since the recorded growth of output and employment in LEs can be divided into:
a) the growth of once small firms through the size structure, and b) the expansion of already
large domestic and foreign concerns (p.914). However, the expansion of LEs in this stage may also
- becaused,toa certam extent, by new large-scale entrants, which is not explicitly taken into account by
Anderson. : -

In this final phase, the use of economies of scale with respect to plant, management, marketing and
distribution (depending on types of products and flexibility in production); superior technical and man-
agement efficiency; better productive coordination and access to supporting infrastructure services and
external finance; and concessionary finance along with investment incentives, tariff structures, and gov- -

o ernment subsidies are all powerful causes or incentives for firms to grow larger. In practice it is often

found that these factors are more favourable for large or modern industries than for small and traditional
_ ones and so they may explain the eventual better performance of larger enterprises than small ones in
advanced stages of industrialization. :
- BothHoselitz (1959) and Anderson (1982), among some others in this ‘classical’ thesis of SME
development, predict that advantages of SMEs will diminish over time and LEs will eventually pre-
dominate. They believe that in the course of economic development, reflected by the increase of per
. capita real income/gross domestic product (GDP)), the ‘economic’ share of SMEs (i.. their shares in
. GDp, employment, sectoral output, and number of enterprises), will decline steadily. Given this predic--
~ tion, hypothesis 1a is then: the growth in SMEs is negatively related to the level of income per capita.

2.2, “‘Modern’ Thesis

In the 1980s, a new issue, called ‘flexible specialisation’ emerged and many research or seminar
papers, articles in journals and books on this issue have been published since then. The born of this new
issue was theresult of a long debate over how to interpret the new global pattern of production caused
by globalisation forces and industrial restructuring. These have changed the way in which production
and labour are organised. Some authors argued that global productlon has been undergoing a transfor-
mation from Fordist (or mass production) to non-fordist productlon The concept of flexible special- '
 ization has been closely associated with Piore and Sabel’s (1984) semmal work on the ‘second indus-
trial divide’ in which they discussed the re-emergence of craft based regions in some countries in West
. Europe, i.e. Italy, Austria and Germany Piore and Sabel argued that SMEs located in these regions
* have become the new dominant form of industrial organisation. These industries are characterized as
 industries with high and multi-skilled workers, “flexible’ machinery which embodies the latest technol-
ogy and small batch production of a range of specialised products manufactured for the global market.

- The main argument of the flexible specialisation thesis is that SMEs can grow fast or éven faster
- than LEs with the process of development. In many West countries, including Yapan, Sweden and U.S,
SMEs in some subsectors, €.g. electronics and automotive, have been found to be very significant as
sources of invention, innovation and efficiency, and these enterprises are also capable to stand the
competition with LEs, and even to improve their relative position these days in several instances. -

- Many studies support this thesis. Liedholm (2002), for instance, investigated the determinants of
- survival and growth of SMEs in Africa and Latin America. Location was found to be an important
factor: SMEs located in urban and commercial areas are more likely to survive or even to grow than
those located in rural areas. Urban and commercial location is also associated with faster income

See for instance, Piore and Sabel (1983, 1984), Harvey (1990) and Scott (1988).

In their interpretation, the first industrial divide occurred during the nineteenth century with the emergence of mass produc-
. tion, and the second industrial divide has occurred in the late twentieth century with the re-emergence of craft industries

(Piore and Sabel, 1984).
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growth Thus this study suggests a posmve relatlonshlp between the increase in income and the growth :
- of SMEs. -
‘Thus, in contrast to the ‘classical’ paradigm, the flexible spemahzatlon literature, which canbe clas- -
sified asthe ‘modem’ paradigm on SMEs development, suggests that as income per capita increases in.
~ the course of economic development, the ‘economic’ share of SMEs would increase; although the

assumed positive correlation will vary among countries due to differences in many internal factors, =

including level and pattern of economic development and basic economic conditions. So, from this
‘modem thesis’, hypothesis 1b is then: the growth in SME is positively related to the level of income per
caplta :

2, 3 ‘Pro-SME Pollcy Thesis

o The pro-SME policy advocates argue that SMEs enhance competition and entrepreneurship and

hence they have external benefits on economy-wide efficiency, innovation, and aggregate productivity
growth. From this perspective, government supports for SMEs will help countries exploit the social
~ benefits from greater competition and entrepreneurship (World Bank, 1994, 2002, 2004). This sug- _
. gests that govemnment development expenditures have positive effects on the growth of SMEs, and the
effects are both indirect (i.e. public services and infrastructure) and direct (e.g. government sponsored
: spemal credit schemes and training programs for SMEs). Given this, hypothesis 2 is then: the growth in
SME is posmvely related to govemment development expenditures.

II1. THE IMPORTANCE OF SMES IN LDCS

- Ttiswidely stated in the literature that the 1mportance of SMEsin LDCsi is because of their charac- :
' terlstlcs which include the followmgs -
1) Their number is huge, and especially SEs and MIEs are scattered w1de1y throughout the rural areas
“and therefore they may have a special “local” significance for the rural economy.
2) Asbeing populated largely by firms that have considerable employment growth potential, their
~ ~development or growth can be included as an important element of policy to create employment
~ and to generate income. This awareness may also explain the growing emphasis on the role of these
- enterprises inrural development in developing countries. The agricultural sector has shownnotto
be able to absorb the increasing population in the rural areas. As a result, rural migration increased. -
dramatically, causing high unemployment rates and its related socio-economic problems in the
urban areas. Therefore, non-farm activities in rural areas, especially rural industries being a poten- - -
tially quite dynamic part of the rural economy have often been looked at their potential to create -
rural employment, and in this respect, SMEs can play an important role. _ _
3) - Not only that the majority of SMEs in developing countries are located in rural areas, they are also
-mainly agriculturally based activities. Therefore, government efforts to support SMEs are also an
_indirect way to support development in agriculture. }
4) SMEs use technologies that are in a general sense more “appropriate” as compared to modern
-~ technologies used by LEs to factor proportions and local conditions in developing countries, i.e.
_ many raw materials are locally available but capital, including human capital, is very limited.
5) 'M'any'SMEs may expand significantly, while the great majority of MIEs tend to grow little and. -
" hence do not graduate from that size category. Therefore, SMEs, especially MEs are regarded
| enterprises having the “seedbed LEs” function.

For more discussions on this, see for example, Tambunan (1994), Liedholm and Mead (1999), and Berry et al. (2001)
MIEs are the smallest size categories of firms, mainly self-employment units, and they are the most traditional units within
the group of SMEs. That is why in the literature and official reports MIEs are dlscussed/presented separately, not included
- in deﬁnmg SMEs. :
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~6) Although in general people in rural areas are poor, existing evidence shows the ability of poor
villagers to save a small amount of capital and invest it; they are willing to take risks by doing so. In-
this respect, SMEs provide thus a good starting point for the mobilization of both the villagers’
talents as entrepreneurs and their capital; while, at the same time, rural SMEs can functionasan

~* important sector providing an avenue for the testing and development of entrepreneurial ability.

- 7) SMEs, especially SEs and MIEs finance their operations overwhelmingly by personal savings of

- the owners, supplemented by gifts or loans from relatives or from local informal moneylenders,
traders, input suppliers, and payments in advance from consumers. These enterprises can therefore
play another important role, namely as a means to allocate rural savings that otherwise would be
used for unproductive purposes. In other words, if productive activities are not available locally (in
the rural areas), rural or farm households having money surplus might keep or save their money -

~ without any interest revenue inside their home because in most rural areas there is a lack of banking
system. Or, they use their wealth to buy lands, cars, motorcycles or houses and other unnecessary
luxury consumption goods which these items are often considered by the villagers as a matter of

| prestige. ' _
8) Although many goods produced by SMEs are also bought by consumers from the rmddle and h1 gh-

~ income groups, itis generally evident that the primary market for SMEs’ products is overwhelm-

. ingly simple consumer goods, such as clothing, furniture and other articles from wood, leather
products, including footwear, household items made from bamboo and rattan, and metal products.
These goods cater to the needs of local low income consumers. SMEs are also important for'
'securing the basic needs goods for this group of the population. However, there are also many
SMEs engaged in the production of simple tools, equipments, and machines for the demands of _'

- farmers and producers in the industrial, trade, construction, and transport sectors. :

. '9) Aspartof their dynamism, SMEs often achieve rising productivity over time through both invest-

- ment and technological change; although different countries within the group of developing coun-
tries may have different experiences with this, depending on various factors. The factors may in-
clude the level of economic development in general and that of related sectors in particular; ac-
cessibility to main important determinant factors of productivity, particularly capital, technology and
skilled manpower; and government policies that support development of production linkages be-

~ tween SMEs and LEs as well as with foreign direct investment (FDI) or multinational compames

. (MN Cs) '

10) One advantage of SMEs is their flexibility, relatlve to their larger competitors. In Berry etal.

(2001), there enterprises are construed as being especially important in industries or economies
~ that face rapidly changing market conditions, such as the sharp macroeconomic downturns that

have bedeviled many developing countries over the past few years.

In developing Asian countries, SMEs have made significant contributions over the years measured

~ interms of their shares especially in: (a) number of enterprises; (b) employment; (¢) production and-

~ value added; (d) gross domestic product (GDP); (¢) enterprises set up by women entrepreneurs; and

(f) regional dispersal of industry. The contributions of these enterprises are vital in as much as they, by -

and large: (2) make up 80-90% of all enterprises; (b) provide over 60% of the private sector jobs; (c)

. generate 50-80% of total employment; (d) contribute about 50% of sales or VA; (¢) share about 30%
of direct total exports (Narain, 2003). :

In developing countries, LEs achieve productivity increases to a great part by borrowing from the shelf of technologies
available in the world. Processes such as FDI, technology licensing, joint ventures, and access to engineering and other
advances provide productivity increases for LEs. This is not evident for the majority of SMEs (Berry, ef al., 2001).
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- IV. TI-IE IMPORTANCE OF SMES IN THE INDONESIAECONOMY

In Indones1a SME:s have historically been the main player in domestic economic activities, espe- -
c1ally asa large provider of employment opportunities, and hence a generator of primary or secondary
sources of income for many households. For low income or poor farm households in rural areas, SE -
_ units of fewer than 20 workers in non-farm activities are especially important. These enterprises have:

also béen an important engine for the development of local economies and communities. However,. _
- compared with many other more developed Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) economies,
Indonesian SMEs are not yet contributing significant value added to the national economy. Instead,
they have been more important as the locus of most employment (Tambunan, 2006).

-SMEs have also been reco gmzed as having another important role in Indonesia as an engine for
development and the growth of exports of non-oil and gas, particularly in manufacturing. This is in lme
with evidence in East and Southeast Asian in countries like South Korea, Taiwan, Hong Kong, and _
~ Singapore, showing that the most successful cases of SMEs development have directly contributed to
trade and the adoption of export-oriented strategies. The experiences of these countries indicate that
_ SMEs can compete effectively in both the domestic and intemational marketplace. :

Most enterprises from the SME category are actually very small, employing less than ﬁve 5

“people, called as MIEs. Even many of this smallest and the most traditional type of SMEs are units
without hired workers, often called as self-employment units. MIEs are mostly found in rural areas. '
- Different characteristics between MIEs, SEs and MEs in Indonesia are summarized in Table 1.

~ Typically, SMEs in Indonesia account for more than 90% of all firms outside the agricultural sector, -
and thus they are the biggest source of’ employment providing livelihood for over 90% ofthe country’s
workforce, especially women and the young. The majority of SMEs, especially SEs (including MIEs),
- are scattered widely throughout the rural area and therefore they may play an important role as a:
starting point for development of villagers’ talénts as entrepreneurs, especially women. Especially MIEs.
are dominated by self-employment enterprises without hired paid workers. Most of them are tradi-
tional enterprises, generally with low levels of productivity, poor quality products, and serving small,
localized markets. There is little or no technological dynamism in this. group. The majority of these
enterprises eke out bare subsistence. Some of them are economically viable over the long-term, but a
large portion is not. Many MIEs or SEs face closure or very difficult upgrading, especially with import
liberalization changing technology, and the growing demand for higher quality modem products. How-
~ ever, the existence or growth of this type of enterprise can be seen as an early phase of entrepreneur- '
sh1p development.
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Table"1: Characteristics of MIEs, SEs and MEs in Indonesia
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According to BPS data, SEs (including MIEs) in 1997 accounted for more than 39.7 million units,
or about 99.8% of the total number of enterprises in the country in that year, and increased to more than -
48 million units in 2006 (Table 2). Generally speaking, this table _may‘indicate that every year new
entrepreneurs have been bor in the country. Unfortunately, there are no data that can show whether
. the transformation process or size upgrading has happened within SMEs, with SEs becoming MEs,
and MEs being transformed into LEs. This transformation process of firms by size may show a better
picture of long-term entrepreneurshlp development.

Table 2: Total Units of Enterprises by Size Category: 1997-2006 (000 units)

Size 9 (1998 1999 | 3000 | 2001 3003 W04 2005 3006 |
Cm%my 1 L . .
SEx 39.704.7 | 36,761.7 | 378085 | 39705.2 |  30883.1 | 433729 | 44,6844 | 47,0060 | 48,8229 |
[MEs 605 | 18] S8 788 097 | 874 0304|959 1067
7y TEUT1E % 57 S5 65 67| 68 77|
Total 30,7673 | 36154 | 37858.1 | 307807 | A006H.093 | 419668 | 44,784.14 | 47.100.68 | 450968,
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Distribution by shows that SMEs are concentrated in agriculture, followed by trade; hoteland .
restaurants as the second and manufacturing industry as the third largest sector. In this latter sector, they

- are involved mainly in simple traditional manufacturing activities such as wood products, including fur-

niture, textiles, garments, footwear, and food and beverages. Only a small portion of total SMEs are -
engaged in production of machinery, production tools and automotive components. This is generally
carried out through subcontracting systems with several multinational car companies such as Toyota .

~ and Honda. This structure of industry reflects the current technological capability of Indonesian SMEs,:

whichare not yet as strong in producing sophisticated technology-embodied products as their counter-. -

‘parts in other countries such as South Korea, Japan, and Taiwan.

In terms of output, SMEs performed relatively well. SEs and MEs grew at, respectively, 3 96%
and 4.59% in 2001 and higher at 5.38% and 5.44% in 2006. While, LEs experienced a growth rate of -
3.04% and 5.60%, respectively, during the same period. Even, in terms of GDP contribution, SMEs
performed better than their larger counterparts as they accounted for more than 50% of GDP during
that period. SMEs’ output contribution to the annual growth rate of GDP was also higher than that of

" LEs. On average, the GDP growth share of SMEs was above 2%; whereas that of LEs was under 2%. .

Within SMEs, SEs’ GDP growth share was higher than that of MEs.

V. SMES DEVELOPMENT PROGRAMS

While it is impossible to itemize all government programs, The SMERU Research Instltute has
been able to map most important existing SME assistance programs provided by government and non-

* government institutions during the period 1997-2003. Table 3 shows that there were 64 institutions

categorized into six groups, whose assistance programs to strengthen SMEs were successfully mapped.
A total of 594 programs were identified, and most of them were provided by the government (65%).
Other programs were conducted by NGOs (18%), donor agencies (8%), banking institutions (5%),

_ private companies (2%), and other institutions. The scale of each assistance program varied greatly:
. based on the amount of funds, time frame and geographical scope. Hence, one program cannotbe. -

' dlrectly compared with another.

Table 4 shows that the type of assistance activities varied. The number of activities w1thln each
program also varied, but generally ranged between one and three. Of the 594 assistance programs,
there were 1,044 types of activities. In total, the most common types of activities were the provision of
training (22.9%), capital assistance/credit (1 7.3%), facilitation (16.1%), and the dissemination/ intro-

ductlon of new technology (15.2%).

In Indonesia, numerous government promotion programs for SMEs have been created nation- '-
wide, including: Small Enterprise Development (generally known as the KIK/KMKP subsidized credit
program for SMEs); the Small Enterprise Credit (KUK) scheme; the credit program for village units -
(KUPEDES); small rural development banks (BKD); human resource development training programs -

(such as in production techniques, general management (MS/MUK), management quality systems

(ISO-9000), quality control methods, entrepreneurship (CEFE, AMT), and extension services); Co-

* operatives of Small-Scale Industries (KOPINKRA) in clusters; small-scale industrial estates (LIK),

the Foster Father scheme; Small Business Consultancy Clinics (KKB); the Export Support Board of "
Indonesia (DPE), common service facilities (UPT) in clusters; and an incubator system for promoting
the development of new entrepreneurs. S

For more detailcd information about each program from each institution, including the name of the program, type of
assistance, program executor, timeframe, fund used, area, beneficiaries, status, problems and potential, see SMERU at
© www.smeru.or.id. ’
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- Table 3: Number of Institutions and Assistance Programs to Strengthen SMEs, 1997-2603

Institutions : Number of Number of assistance programs.
' institutions Total Still cammumg ,
: , e . Total : Y
&) Government 13 388 , 127 327
institutions ' . . S
b} Banking institutions 7 31 25 - 80,7
¢} Private companies 10 12 12 100.0
" d) Donor agencies 8 46 15 32.6 .
- | €Y NGOs 20 : 109 _ T _ 725
1 ) Others . .6 8 g 1060
| Total : a4 594 - 266 44,8

Source: SMERU (2004).

Table 4: The Proportlon of Assistance Programs to Strengthen SMEs based on Type of
Activities and Implementing Institutions

A¥* B C D e F | Total

Capital assistance 53 52.9 25.0 | 21.0 | 29.6 |28.6] 17.3
Training . 21.1 13.7 22.2 19.0 | 29.0 | 21.4 | 229
Facilitation ' | 113 9.8 19.4 7.6 287 | 0.0 | 16.1
Information ' 1.9 7.8 28 | 3.8 1.6 | 214 2.6
Facilities _ 16.2 2.0 5.6 86 | 1.0 | 00 | 9.7
Promotion ' 3.0 3.9 13.9 6.7 1.0 7.1 33
Dlssemlnatlon/mtroductlon 27.9 0.0 00 | 6.7 1.3 0.0 | 152

of new technology ' ' ' R

| Guidelines 4.3 0.0 0.0 0.0 07 | 00 | 24
.| Others 9.0 9.8 11.1 26.7 7.2 |21.4] 10.5

| Types of activities 531 - 51 36 105 | 307 14 | 1044

Note: * see Table 3
Source: SMERU, 2004,

, Aturning point in SME policy was the year 2000 with the establishment of the National Develop-
- ment Plan (PROPENAS) 2000-2004. In particular, this national plan addressed the need for SME

promotion. As aresult, the Mid-Term Action Plan (MTAP) for SME development 2002-2004 fol- -

lowed subsequently. The MTAP emphasized the strategic role of SMEs in the Indonesian economy.
- The MTAP was designed to primarily strengthen market-oriented SMEs. It highlighted major issues .
and recommended ways to develop viable SMEs to enhance competitiveness and productivity.
Recently, the GOI made SME development a priority objective in its National Medium-Term
Development Plan (RPTMN) 2004 - 2009 for achieving social welfare and economic growth. In June
2007, further development on SME policy could be seen with the Instruction of Prcsiderit (Inpres)
Number 6 of 2007, concerning the policies to accelerate development of the real sector and empow-
erment of SMEs (including MIEs) to promote/accelerate economic growth and to alleviate unemploy-
ment and poverty. Inpres Number 6 includes four elements: (a) investment climate improvement; (b) -
financial sector reform; (c) acceleration of infrastructure development; and (d) empowerment of SMEs. -
The fourth element is an expansion of several programs accommodated in the Investment Climate
- Improvement Policy Package in 2006. The main objectives of the SMEs empowerment policy are to
enhance the productivity of these enterprises, to promote the improvement and effectiveness of pro-
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. grams and activities, and to highlight the importance of a joint commitment to support SMEs. The ..
‘SMEs empowerment policy package covers four areas: (a) enhancement of SMEs access to financing .
- sources; (b) development of entrepreneurship and human Iesources; (c) enhancement of pos51b1e mar-

ket for SMEs products; and (d) regulatory reform.’ :

- Now the important question: are all these government efforts effective? To assess the eﬂ'ectlveness
of SMEs development programs, SMERU (2004) conducted a field study on 172 respondents in six -
Districts/Towns (including Kabupaten Sukabumi, Bantul and Kebumen, and Kota Padang, Surabaya
and Makassar) consisting of SMEs in trade, industry, and services. These were informal, non-legal -
entities whose turnover and number employees fluctuated, and which operated with only simple tech-:

| nology. Because a large number of assistance programs recorded in the field were capital assistance. _
- programs, the impact on respondents was generally economic. The finding shows that a majority of the

SMEs did claim that their business had improved because of the assistance programs.

VI. METHODOLOGY

6. 1. Sample and sources of data

" Thisstudy used annual data on SMEs from the National Agency for Statistics (BPS) forthe penod ,
1993-2006. BPS started to publish time series data on SMEs in Indonesia only since 1993 covering
limited range of aspects, namely number of units, total workers employed and output value. Information
onreal gross domestic product (GDP) per capita and government development expenditure was also -

from BPS. This study used Generalized Least Square to test all the hypotheses.

" 6.2. Variables

To analyze the relationships between SME growth and real income per capita and geVemment
development expenditure, the dependent variable is the ratio of SME’s value added in GDP (i.e. the -
SME’s share in GDP), and the only two independent variables in this analysis are real GDP per capita
and the ratio of government development expenditures to GDP. Since there are no time series data on

: gOVerI_lment development programs for SMEs, government development expenditure is used instead. :

Control variables to account for other factors known in the literature to affect SME performance such' -

‘asR&D expenditure as a percentage of total sales, skilled workers employed etc. are not included in

the model since no data are available.

VII. RESULTS AND DISCUSSIONS ,
- Table 5 presents the descriptive statistics and a correlation matrix for the variables. The correlation

" matrix reveals that the correlation between SME’s share in GDP and government development - -
* expenditure’s share in GDP is higher than that between the first and real GDP per capita. The regression

results are presented in Table 6, which show that both regression coefficients of the two independent

* variables are positive and significant at 5 percent (for one-tailed test).

*  This information was obtained from Anika Kaufmann while writing her PhD disscrtation in Hamburg, Germany.

10
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Table 5: Descriptive Statistics and Correlation:

No | Variable ‘Mean S.D - Correlation

’ ' | 2 3 '
1 | SME-GDP | 54.19286 | 1.395853 0.501317 0.606921
2 GDPp.c 3.98E+08 2.8’7E+08 : - §.191200
3 | G/GDP | 10.24628 | 3.837041

Table 6: Generalized Least Square Regression of SME growth, 1993-2006 ‘

[ Independent variables _ A SME-GDP

| Intercept . B 51.44069 (0.865679)* (59.42239Y**  (0.0000)%**
GDPp.c 1.95E-09 (1.03E-09)* (1.8837B0)**  (0.0863)***
G/GDP ' : 0.192973 (D.077225)* (2.498848)*% (0.02096)++*
Observations - l4

| R-squared ' : 0.522421
Durbin-Watson statistic ; 0.853842
F-statistic 16016415

Notes: * = std. error; ** = t-statistic; *** = probability

The above results have important implications for the debate mentioned earlier in this paper. With :
~respect to the survival of SMEs overtime, the result rejects the ‘classical’ paradigm suggesting that
SMEs will disappear in the course of economic development as real income per capita increases. At
least for Indonesia, there are two main supporting arguments for this finding. F irst, the majority of
- SMEs produces a variety of simple and cheap consumption goods, mostly for local markets_and con-
. sumed by poor or low income households. They survive and grow in competition with LEs and im- '
ported goods because they differentiate their products by nature or acquire. With that, they create a
niche market for themselves, which are outside the competitive area of similar but more sophisticated
items produced with modern machines by LEs. In such circumstances the SMEs have a better chance
* tosurvive and hence to grow. They will probably be out priced in the market if they try to compete with
LEs for exactly the same products when the economies of scale prescribe a large scale production and
it depends on modern technologies. Moreover, although real income per capita in Indonesia increases
- annually, the majority of the population in the country still earn low income, and this means that local
 markets for SMEs’ cheap products are still large. ' :
Second, the growth of SMEs, particularly SEs, in Indonesia is also partly related to the country’s
blabour market condition. Many SE activities are undertaken by low income or poor households, e;ther -
as a primary or a secondary source of income, as a means for them to survive. In other words, SE
_ activities act as a “last resort” for the poor. That is why the booming of SEs in Indonesia is often seen not -
asa sign of entrepreneurship development but merely asa symptom of distress (Tambunan 2007).
’ Third, it is observed in recent years that the production linkages between SMEs and LEs in terms
of subcontracting in Indonesia have become increasingly important because of the trend towards, what
- Richard (1996) called “diverticalization”. LEs, in order to remain competitive, increasingly focus on
core competence and buy in other products and services. So, these SMEs will grow along w1th the'
growth of LEs in the course of economic development.
With respect to the important of government supports to SMEs, the result supports the pro-SME -
policy advocates which have three core arguments (World Bank, 1994, 2002, 2004). First, SMEs
- enhance competition and entrepreneurship and hence have external benefits on economy-wide effi-
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" ciency, innovation, and aggregate productivity growth. From this perspective, government develop- -
ment programs specially designed to support SMEs will help countries exploit the social benefits from
~ greater competition and entrepreneurship. Second, SMEs, at least in ma.riy cases, are generally more - -
productive than LEs but financial market and other institutional failures impede SME development. -
.- Thus, pending financial and institutional improvements, government financial supports for SMEs can at
last boost economic growth and development. Finally, SME expansion boosts employment more than
~ LEs growth because SMEs are more labor intensive. From this perspective, supporting SMEs may
represent a poverty alleviation tool. In Indonesia the main motivation behind the SME policy is mdeed }
- to generate employment and hence to reduce poverty. '
Of course, this does not say that direct interventions are more important than indirect ones for -
 the growth of SMEs. Even, in many cases public policies or government development expenditures on:
such as infrastructure yield more results than direct supports for business development, including SMEs.. .
- Forinstant, based on their finding from a wood furniture SME cluster in Jepara (Central Java), Sandee
et al (2000) conclude that SME development programs combined with public interventions are likely to
have contributed to the success of this cluster. Acomprehensive development package, including tech-
nical upgrading through the provision ofa common service facility for wood drying; export training, and
support for participation in trade fairs; and investment in improvement of the regional infrastructure
(container facilitics, roads, telephone), helped the cluster to gradually develop export markets. From
" their cross country study, Acs and Szerb (2007) also argued that public policies focusing onsuch as -
increasing human capital, upgrading technology availability, labor market reform and deregulation of
ﬁnancial markets are important to support growth of SMEs. '

' ‘VIII CONCLUDING REMARKS

. " Before drawing any conclusion, it should be noted that this study has some 11m1tat10ns The most
notable one is the fact that the empirical results were derived from a sample of Indonesian SMEs and
hence the concern that the findings might be country-specific. Future studies could use samples of firms -
from other countries in different pattern or level of development to test and extend the generalizability of
these findings. In addition, with respect to the link between SME growth and income per capita, it
- would be ideal to use time series data on the same firms, to get better picture on SMEs dynamics. With

- respect to the link between SMEs and government supports the picture would also be much betterif =~

data on total expenditures of SME development programs were used instead. Unfortunately such data
were not available. For future research, this kind of macro-level research should be supplemented with
micro-level studies. For instance, to observe more closely the impact of government supports on SME
growth, a field survey should be conducted on two groups of enterprises in the same sector (and much
better if they are in the same areas): the ones whlch received government supports and the other ones
~ whichnot. -
" Regardless of these limitations, this study has made two important contributions to the literatures -
on SMEs development in LDCs in particular and theories of firm growth in general. First, it supports
~ the ‘modern’ thesis that SME do not disappear in the course of income increases. Instead, they will .
“grow along with LEs. As shown before, SMEs in Indonesia grew annually not only in output (see Figure
- lorFigure2) butalso in number of unit (see Table 1). At least in this Indonesian case, there are three o
~ conditions which make SMEs able to stay in business or even to grow. Creating a niche market is the
first most important one. Thus, they do not compete directly with LEs. In other words, differentiated -
products are their key to survive. The second condition is the fact that SME activities are very impor-. -

tant sotirce of income for a large portion of the population. This suggests that as long as poverty is there, _ N

' _eyén that income per capita is high, SMEs will survive. The third one is that since the 1980s the business
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N  links, instead of competing with each other, in various forms including subcontractmg between SMEs -
- and LEs have become increasingly important. ' '

As the second contribution of this study, it highlights the i unportance of government supports on

- SME growth. This does not say, however, that direct interventions (for instance, special designed SME f
~ credit schemes) are more important than indirect ones (for instance in terms of development of infra-

structure and creating business friendly environment) for the growth of SMEs. Even in many cases
subsidized credit accompanied with appropriate public policies which make SMEs easier to distribute

- and market their output and to buy their raw materials are much more effectlve than mtroducmg too
- many special supporting schemes for SME within a distorted market. '
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Abstract

The variance of spending is a common figure in any public sectors or even private sectors. In one
hand, budget is a statement of performance estimation to be achieved in term of money. On the
other hand, the budget realization is an actual achievement report. Consequently, they could be -
different from each other because of the pragmatic changes in many factors. Furthermore, the
- 'dzﬁ’erence of those magnitutes indicates asymmetric information among stakeholders. :

This paper aims at analyzing the variance of expenditure in the case of dedicated program con-

ducted by Jakarta province over the period of 2004-2000. Based on the statistical analysis, we

conclude that the comparative theory clearly holded. As the richest country in Indonesia, Jakarta

tended to set spending dedicated program budget differently across years. When we conducted F-

test with the null-hypotheses there was no significant difference between the budget and its realiza-
* tion, Jakarta also tend to set overestimate budget spending. Those findings above could be asso-
ciated with the classical problem in coordination of functions, planmng programs, actlvztzes and

S nancmg

-Key_words: Variansi Anggaran, Program Unggulan, Teori Komparatif, Asimetri Informéz_si

L PENDAHULUAN

Secara teknis, perkiraan keadaan yang akan terjadi di masa mendatang menjadi pertlmbangan
penting dalam penyusunan anggaran. Keadaan internal yang berada di bawah kendali semestinya bisa-
_d_iako'fnodasikan dengan baik. Persoalan yang muncul adalah perubahan-perubahan eksternal yang
berada di luar kendali sehingga sulit diperkirakan. Kemampuan melihat jauh ke depan semacamini .
yang akan menentukan ketepatan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dengan
. ‘realisasinya, oleh karenanya, menjadi indikator “keberhasilan” penyusunan anggaran. Sebagal
* konsekuensinya, penyusun cenderung selalu bersikap mencari aman dengan menetapkan anggaran
pada angka yang relatif rendah dengan harapan agar dapat dengan mudah dicapai realisasinya.
 Dalam pemahaman akuntansi, masalah selisih anggaran ini erat berkaitan dengan besaran kandungan
. informasi laporan keuangan. Besaran (kebergunaan) kandungan informasi dapat diketahui dengan
mengamati apakah informasi akuntansi memiliki kandungan informasi. Kandungan informasi tersebut -

- sekaligus menunjukkan keberlakuan teori komparatif. Teori komparatif menyatakan bahwa daerah

yang miskin cenderung untuk menetapkan anggaran pendapatan yang terlalu tinggi (overestimate rev- -

~ enue) dibandingkan dengan daerah yang relatif lebih kaya (Halim, 2002). Sebaliknya, anggaran belanja

- ditetapkan terlalu rendah (underestimate spending): :
Dari aspek teori keagenan, pemunculan selisih anggaran sekali gus menunjukkan terj jadinya asxmetn
' informasi pada laporan keuangan tersebut. Pihak pemerintah daerah (sebagai agen) memiliki informasi

lebih (berupa perubahan-perubahan yang terjadi) atas anggaran dan laporan keuangannya. Masyarakat

15



Prdsiding Simposium Masiona! Hasil Riset Ekonomi dan Bisnis

" . Alosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) 2008

‘umum (sebagai prinsipal), di sisi lain, hanya memiliki informasi atas laporan keuangan sebagaimana
yang terpublikasi sungguhipun laporan anggaran perubahan telah diumumbkan pula. Pihak yang berlebih
informasi dapat meraih keuntungan atas kekurangtahuan pihak lain sehingga ia memiliki dis-insentif
untuk mengungkapkan kelebihan informasinya. Kesemuanya ini membawa konsekuensi pada
ketidakefisienan bagi semua pihak (Stiglitz, 1988). :
~ Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi tersebut diawali dengan

* mengukur perbandingan antara yang akan dituju (anggaran) dengan yang telah dicapai (laporan perhitungan
anggaran). Paper ini berupaya mengamati variansi besaran selisih anggaran belanja dengan realisasinya
dengan mengambil kasus pada belanja program unggulan (dedicated program) pemerintah daerah
provinsi DKI Jakarta. Untuk sampai kepada target tersebut, penulisan paper ini akan dimulai dengan -

~ tinjauan literatur dan empirik yang pemah dilakukan sebelumnya. Bagian berikutnya memaparkan metode -

analisis dan data. Hasil dan pembahasan ditampilkan setelahnya Akhlmya paper ini ditutup dengan
| beberapa catatan akhir.

II TINJAUAN LITERATUR
2. 1. Landasan Teori
Masalah insentif (incentive problem) dan informasi asimetri di sektor publik telah lama d11dent1ﬁkas1

olehj para ekonom. Dua pihak yang bersinggungan adalah birokrat dan masyarakat umum. Teori pahn_g =

awal mengenai hal ini dikembangkan dalam kerangka kerja model Niskanen (1968). Menurut Niskanen,
seseorang ketika belum terpilih menjadi birokrat akan berupaya untuk memaksimumkan fungsi
kesejahteraannya sebagai anggota masyarakat. Namun, kctika ia sudah terpilih menjadi birokrat,
preferensinya menjadi berbeda. Fungsi kesejahteraan birokrat bergantung pada seperangkat variabel,
seperti gaji, keuntungan dan manfaat atas posisi politik yang spesifik diembannya, reputasi, dan
kekuasaan. Kesemua faktor ini adalah dependen pada besarnya anggaran pemerintah. '
' Lebih lanjut, dalam pandangan Niskanen, pihak yang lebih kuat (decisive) dalam anggaran daerah
bukannya masyarakat melainkan birokrat. Niskanen mengasumsikan bahwa para birokrat berperilaku

" memaksimisasi anggaran (budget maximization) sebagai proksi atas kekuasaannya. Model birokratik
ini menegaskan bahwa selisih anggaran sebagai hasil dari perilaku birokrat (atau politisi lokal) dalam
memaksimisasi anggaran yang lebih leluasa menggunakan anggaran, McGuire (1973) mengistilahkan
_ per'ilaku’tersebut sebagai model ketamakan para politisi lokal (a greedy politician s model). Grossman
(1989; 1990) melukiskannya sebagai perilaku para politisi lokal dengan cakrawala pandang yang
- menyempit (myopic behavior). '

Argumen di atas merupakan tahapan model birokratik yang paling sed erhana dalam menj elaskan . |

selisih anggaran. Dalam literatur Ekonomi Publik Lokal ada sejumlah penjelasan lain yang dJkembangkan .
o dafi model birokratik ini. Romer dan Rosenthal (1979a), misalnya, menyatakan bahwa perbedaan
- anggaran dacrah merupakan akibat dari ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat dengan birokrat -
daerah dalam pengambilan keputusan-keputusan publik. Romer dan Rosenthal mengistilahkan hal ini

sebagai “tingkat pembalikan” (reversion level).

‘Model di atas didasarkan pada pemungutan suara langsung terhadap pengeluaran pemenntah akan
barang dan jasa publik tertentu. Menurut Romer dan Rosenthal (1979a), dengan superioritas mforrna81
yang dimiliki, birokrat pemerintah daerah akan mampu mempengaruhi suara mayoritas hasil akhir dari
- pengambilan keputusan-keputusan publik melalui agenda kontrol. Lebih lanjut, Romer dan Rosenthal * -
~ (1979b, 1980) dengan tajam menunjukkan bahwa apabila agenda anggaran publik telah didominasi
oleh agen-agen politik maka hasil (outcome) dari anggaran pengeluaran tersebut akan ditentukan dengan _

' taktlk ancaman (threat).

16



Variansi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja: Kasus Program Unggulan Pem_erintah'...
Haryo Kuncoro

Dougan dan Kenyon (1988) menolak pendapat bahwa efek stimulatif yang mengakibatkan selisih

anggaran merupakan hasil lobi atas tekanan kelompok-kelompok politik lokal. Menurut Dougan dan

- Kenyon, kondisi sebagaimana yang dimaksud oleh Romer dan Rosenthal (1979b, 1980) tersebut lebih

merefleksikan perubahan relatif posisi kesejahteraan (welfare) dari berbagai kelompok yang
berkepentingan. Dalam hal ini, Romer dan Rosenthal serta Dougan dan Kenyon tampaknya hendak

- menggunakan pendekatan i mstltum politik yang berkembang di masyarakat dalam menjelaskan proses

terjadinya selisih anggaran.

Masuknya faktor institusi politik ke dalam analisis di atas memang memberikan nuansa tersendm
- Sungguhpun demikian, analisis dengan memasukkan pendekatan institusi politik, dalam praktiknya,
- sulitdimodelkan secara empirik. Dalam hubungan ini, Holtz-Eakin (1992) mengembangkan model
.. -analisis yang mampu meliput perilaku politisi (yang terpilih dalam pemilihan wmum) dalam menghadapi
ket1dakp astian. Politisi di daerah diasumsikan tetap akan memaksimumkan kekuasannya melalm
" penyusunan agenda anggaran yang mampu memaksimumkan utilitas pemilihnya.
' Dalam analisis Holtz-Eakin masyarakat (konstituen) akan membandingkan antara paket kombmas1 .
. pajak dan pengeluaran yang ideal dengan paket yang disediakan oleh politisi pilihannya. Ketika perbedaan
antara keduanya berada di bawah level tertentu yang dapat ditoleransi, masyarakat akan mengalihkan
suaranya pada kandidat politisi yang lain. Situasi ini identik dengan “tingkat pembalikan” sepertiyang
.dimaksudkan oleh Romer dan Rosenthal (1979a). Ketidakpastian dalam memperoleh dukungan suara
- inilah yang menyebabkan p011t1s1 yang sedang berkuasa cenderung untuk meningkatkan anggarannya

(Duncombe, 1996). '

| Qates (dalam King, 1984) menyatakan bahwa fenomena se11s1h anggaran dapat dijelaskan dengan
ilusi fiskal. Bagi Oates, selisih anggaran merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat mengenai
anggaran itu sendiri. Dalam cakupan yang lebih besar, ilusi fiskal —sebuah konsep yang diperkenalkan .

- oleh Puviani pada awal tahun 1903 — dapat diartikan sebagai kesalahan persepsi masyarakat baik

mengenai aspek pembiayaan maupun pengalokasian anggaran. Ironisnya, keputusan mengenai aspek
pembiayaan dan pengalokasian anggaran tersebut d1has1]kan justru dari kesalahan persepsi semacam

- ini(Schawallie, 1989).

~ Dalam perkembangannya, penjelasan model ilusi ﬁskal ini terus berlanjut ke dalam berbagal
- variasinya. Dalam pemahaman yang lebih luas, ilusi fiskal dimengerti sebagai ketidaktahuan masyarakat
atas beroperasinya sektor publik (Turnbull, 1993). Fenomena ilusi fiskal juga dapat dipandang sebagai
sebuah elemen dari teori yang lebih luas, yaitu teori yang memasukkan pilihan (choice) individu yang
 ditransformasikan menjadi keputusan kolektif (Heyndels dan Smolders, 1994). Pilihan individu secara
. kolektiftermanifestasi dalam pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang yang bersifat kolektif
(barang dan jasa publik lokal) dan biaya kolektif dari penyediaan barang dan jasa publik lokal tersebut
adalah tarif pajak. Oleh karena itu, ilusi fiskal dapat terjadi dan bersumber dari kompleksitas 1nforma51
.atas kedua unsur tersebut. :

Variasi ilusi fiskal yang pertama berasal dari distorsi pada sisi pengeluaran yang berakar dari
ketidakseimbangan informasi antara kebijakan pengeluaran dengan kenaikan pajak yang otomatis.
Pemikiran ini diajukan pada awalnya oleh Buchanan (1967). Menurut Buchanan, apabila perubahan
sistern penerimaan diketahui (langsung atau tidak langsung) oleh masyarakat maka kenaikan pajak

" - merupakan konsekuensi otomatis terhadap kegiatan perekonomian. K enaikan pajak ini selanjutnya
- akan menciptakan “seretan fiskal” (fiscal drag) sehingga sistem fiskal akan sangat responsif terhadap

tingkat inflasi yang pada akhimya akan berakibat pada kecilnya selisih anggaran, _
Dalam praktiknya, kenaikan beban pajak yang riil bagi masyarakat sangat ditentukan oleh s1fat dan

- struktur pajaknya. Pembayar pajak bisa jadi mengalami kebingungan mengenai jumlah pajak yang.

~ harus dibayar jika struktur pajak sangat kompleks. Dengan demikian, sistem penerimaan pajak yang

- semakin sederhana diharapkan akan berjalan seiring dengan pengeluaran pemerintah yang semakin
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rendah. Proposisi ini dalam banyak literatur Ekonomi Publik disebut sebagai hipotesis kompleksitas

penerimaan (revenue-complexity hypothesis) dan hipotesis elastisitas penerimaan (revenue-elastic-- .
ity hypothesis). Oleh karena itu, hipotesis ilusi fiskal yang berkembang adalah bahwa upaya untuk
. menghilangkan distorsi tersebut akan menjadi determinan penting dalam menetukan besar-kecilnya

selisth anggaran.
‘Variasi ilusi fiskal yang keduaberasal dari dlStOI'Sl informasi pada sisi pengeluaran pemerintah daerah
yang dalam banyak literatur Ekonomi Publik disebut sebagai hipotesis ilusi rente (renter illusion hy-

~ pothesis) (Pommerehne dan Schneider, 1978; dan Vasquez, 1983). Misalkan ada kenaikan pajak -
* daerah, katakan pajak kekayaan (property). Kenaikan pajak daerah ini akan menjadi tambahan beban

penuhbagi pemiliknya. Bagi penyewa (renter) atas suatu kekayaan, kenaikan pajak tersebut bisa jadi
bukan merupakan kenaikan beban yang senyatanya ia hadapi. Atas ketidakakuratan informasi mengenai
kenaikan pajak yang senyatanya ia hadapi ini, para penyewa — yang pada umumnya diasumsikan -

‘bukan sebagai penduduk setempat — akan menuntut pengeluaran pemerintah setempat yang lebih
 tinggi sebagai imbalannya (Goetz, 1977). Dengan demikian, internalisasi dampak fiskal antardaerah

semacam ini akan berbias pada realisasi kenaikan belanja pemerintah daerah. _

“Model birokratik dan ilusi fiskal pada prinsipnya menawarkan penjelasan mengenai sebab dan -
kronologi terjadinya selisih anggaran. Perbedaan yang paling mendasar antara model birokratik dan
model ilusi fiskal adalah terletak pada sudut pandang analisisnya. Model birokratik, di satu sisi, menelaah

- terjadinya perbedaan anggaran dengan mengambil sudut pandang dari perilaku para birokrat di daerah,

sedangkan model ilusi fiskal, di sisi yang lain, mendasarkan kajiannya dari sudut pandang perilaku:
masyarakat setempat dalam menyikapi keterbatasan informasi tethadap anggaran pemerintah daerah.

| 2.2 Rlset Sebelumnya

Riset tentang variansi anggaran dapat dlkategonkan ke dalam dua kelompok besar. Kategori pertama
berada pada area pemunculan variansi anggaran dengan titik berat pembahasan pada proses internal

~ penganggarannya, seperti masalah partisipasi, kesenjangan anggaran, sistem, perilaku, dan kinerja. -

Beberapa penelitian anggaran di bidang sektor publik telah dilakukan antara lain oleh Johnson (1982)
yang menggunakan pendekatan etnometodologi dalam penelitian perilaku anggaran. Gordon dan Sell- '
ers (1984) membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi sejalan dengan sistem penganggaran o
‘organisasi. '
Untuk kasus pemerintah daerah di Indonesia, Suryani (2004) menunjukkan bahwa filosofi budaya -

~ setempat sangat baik digunakan untuk pedoman penyusunan anggaran daerah di Sumba Timur. Munawar

(2006) menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku
dan'sikap aparat daerah. Rahayu, Ludigdo, dan Affandy (2007) mengamati penyusunan anggaran pada -

salah satu SKPD di provinsi Jambi. Studi mereka bercirikan sangat fenomenologis dalam mengungkap '.

bcfbagai hambatan dalam penyusunan anggaran dari beberapa aspek sehingga terjadi kesenjangan

I anggaran. Falikhatun (2007) menelaah kesenjangan anggaran di organisasi publik nir laba dari sisi

partlslpas1 Ia menyimpulkan variabel informasi asimetri dan kekompakan kolektif (group cohesive-". -

' | ~ ness) merupakan variabel yang dapat memperkuat pengaruh partlslpa51 penganggaran terhadap
- kesenjangan anggaran (budgetary slack).

Secara umum, pendekatan yang digunakan oleh para peneliti di atas leb1h bersifat kualitatif dengan
cakupan yang lebih mikro bahkan studi kasus. Oleh karena itu, simpulan-simpulan yang dihasilkan
kurang dapat digeneralisasikan. Di sisi lain, kelompok kedua memposisikan diri pada area variansi
anggaran sebagai hasil sebagaimana yang terjadi. Kategori ini lebih sering menggunakan pendekatan - -

* positivisme. Analisis paham positivisme beranjak dari hasil baru kemudian mengkaji lebih jauh sebab-

miusababnya secara eksternal. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok ini adalah lebih bersifat
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kuantitatif dengan cakupan yang lebih makro. Konsekuensinya, simpulan-simpulan yang dlhasﬂkan

lebih dapat digeneralisasikan.

Segaris dengan paham positivisme, kajian pada level pemerintah daerah di negara- negara maju
telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, seperti Rubin (1987), Sutter dan Wilson (1990),
Staple dan Rubin (1997), serta Dougherty et.al. (2000) (lihat Halim, 2001). Kajian mereka tentang
selisih anggaran dikaitkan dengan fenomena ekonomi atau politik sebagai sumber terjadinya tekanan
fiskal (fiscal stress). Hasil beberapa studi di atas menyimpulkan bahwa faktor eksternal yang berada di

. luarkendali pemerintah daerah sangat dominan dalam menentukan besaran selisih anggaran.

- Untuk kasus di negara berkembang, analisis tentang anggaran pemerintah daerah dikaitkan dengan
transfer karena lemahnya kondisi keuangan daerah. Slack dan Bird (1983), misalnya, memperoleh

- bukti adanya efek substitusi antara penerimaan transfer dengan penenmaan lokal di Kolumbia. Mereka
menunjukkan bahwa pemerintah daerah membelanjakan anggaran dalam jumlah lebih sedikit daripada
- transfer yang didapatkan sehingga mengurangi penerimaan pajak lokal. Atas dasar ini, Slack dan Bird

menyimpulkan kecilnya selisih anggaran, dalam arti pemerintah daerah menganggarkan pengeluaran
yang lebih kecil daripada transfer yang diterima dan kemudian mengurangi penggunaan sumber keuangan

" lokal dalam membiayai anggaran pengeluarannya. Temuan ini selaras dengan hasil studi Gallagher (1 999)
. untuk kasus El Salvador.

Untuk kasus di negara sedang berkembang lainnya, Naganathan dan Sivagnanam (1999) meneliti
pengaruh transfer pada upaya pengumpulan pajak di daerah. Menurut Naganathan dan Sivagnanam, -

studi mengenai pengaruh transfer yang dilakukan di negara maju lebih berorientasi pada pengeluaran
" dan jarang yang memperhatikan pengaruhnya pada aspek penerimaan. Berdasarkan pengamatan atas
. data di India selama periode 1969-1984, mereka menemukan bahwa aliran transfer yang telah

direncanakan sebelumnya memberikan pengaruh negatif pada upaya pengumpulan pajak di tingkat

lokal. Sebaliknya, aliran transfer yang tidak direncanakan sebelumnya memberikan pen garuh positif

pada upaya pengumpulan pajak di tingkat lokal. ,
Kajian tentang selisih anggaran di Indonesia lebih banyak dihubungkan fenomena d1spar1tas

| Wuryanto (1996), misalnya, menelaah kondisi keuangan daerah pada pertengahan tahun 1980-an -

bersamaan dengan kebijakan penyesuaian struktural dan stabilisasi yang diimplementasikan pemerintah.

= Sejalan dengan langkah-langkah di atas, kebijakan dalam bidang anggaran ditempuh melalui pengurangan
- secara substansial ragam pengeluaran pemerintah pusat dan reformasi perpajakan. Wuryanto
- menyimpulkan pengurangan anggaran belanja pemerintah ternyata tidak diikuti dengan kebijakan

ekonomi regional yang komprehensif sehmgga semakin memperburuk d1spar1tas antarwﬂayah antara
pertengahan tahun 1980-an.
Terkait dengan aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah ini, Maj idi

. (1997) dan Nurmanaf'(1999) menunjukkan perbedaan anggaran belanja daerah ini sejalan dengan

sebaran PDRB. Lebih lanjut, perbedaan belanja dan PDRB terkait pula dengan konfigurasi perbedaan -
anggaran penerimaannya (Nazara, 1997). Studi-studi di atas memperlihatkan daerah yang lebih maju

‘memiliki kemampuan lebih dalam meredam perubahan struktural yang terjadi atas anggaran penenmaan
" danbelanjanya schingga selisih anggarannya tidak mengalami perubahan yang drastis. '

Halim (2001) mengamati tekanan fiskal pemerintah daerah provinsi akibat pemberlakuan UU No.

18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Halim, UU tersebut membawa

akibat pada labilnya sektor penerimaan daerah yang selanjutnya membawa konsekuensi rendahnya
tingkat kepastian besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. Tingkat kepastian penerimaan yang .

. _ rendah tersebut menyebabkan kemungkinan adanya pergeseran-pergeseran pada komponen pendapatan

dan belanja akan menjadi lebih besar. Melalui pengujian statistika beda rerata antara titik waktu 1996/
97 dengan 1998/99, Halim sampai pada simpulan bahwa pemberlakuan UU No. 18 tahun 1997 ini

- berpengaruh hanya pada penerimaan retribusi daerah (bukan pada penerimaan pajak daerah).

19



_ Prosiding ‘Si‘mposium Nasional Hasil Riset Ekonomi dan Bisnis
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) 2008

Halim (2002) lebih mendalam lagi mengkaji variansi PAD kota dan kabupaten di Indonesia.
Fenomena perubahan struktural yang dimasukkan adalah krisis ekonomi 1997. Hasil ttmuannya adalah
terjadi variansi anggaran yang besar atas PAD kota dan kabupaten antara sebelum dan sesudah krisis.

__Temuanmenanklamnyaadalanterdapathubungannegatlfantaraderegadotonorm daerahdenganbesamn“. -

variansi anggaran terutama di Jawa-Bali dengan di luar Jawa-Bali. Sayangnya, Halim dalam analisisnya
tidak menunjukkan apakah tekanan fiskal yang terjadi lebih disebabkan oleh pemberlakuan UU tersebut
atau karena krisis ekonomi yang secara kebetulan bermula pada waktu yang bersamaan. _
‘Kuncoro (2005) menelaah perbedaan pendapatan dan belanja pemerintah daerah kota dan
kabupaten. Ia membedakan tidak hanya antara sebelum dan sesudah krisis tetapi juga antara periode
~ sebelum dan sesudah otonomi daerah. Melalui estimasi persamaan sistem, ia menyimpulkan terjadi - -
* perubahan anggaran yang signifikan masing-masing pada kedua perbedaan spektrum waktu tersebut.
Secara lebih spesifik, Kuncoro menyimpulkan perbedaan anggaran yang cukup besar bukan hanya
* penerimaan tetapi juga pada belanja, transfer, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan o
_regional antarkota dan kabupaten. '
' Studi-studi di atas menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, besaran variansi anggaran secara -
- umum berasosiasi dengan kondisi-kondisi yang bersifat eksogen, seperti perubahan kondisi _ekononu
politik, dan kebijakan pemerintah pusat. Kedua, besaran variansi anggaran berbeda-beda tergantung -
pada kemampuan ekonomi daerah dalam merespon perubahan eksogen tesebut. Ketiga, besaran variansi -
- anggaran sangat berkorelasi dengan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah. Beberapa poindi
atas memberi inspirasi untuk melakukan sedikit inovasi. -
Studi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal. Pertama, kasus yang diambil

- ‘adalah provinsi DKI Jakarta. Sebagai daerah terkaya di Indonesia, analisis variansi anggaran pemerintah - - '

daerah provinsi DKI akan menunjukkan keberlakuan teori komparatif secara lebih kentara. Kedua,
rentang waktu yang diambil adalah periode 2004-2006. Periode ini dipilih sehubungkan dengan relatif
tidak adanya perubahan-perubahan yang bersifat struktural baik di bidang ekonomi maupun politik.
Ketiga, variansi anggaran yang dianalisis mencakup data bulanan dan mengamati lebih jauh antarpos
anggaran. Atas dasar ketiga hal tersebut, analisis variansi anggaran akan bisa lebih fokus kepada faktor-
faktor internal. :

III. METODE PENELITIAN _
' Paper ini lebih menempatkan diri pada aliran positivisme. Oleh karena itu, aspek-aspek lain yang |
~ berkaitan dengan masalah kebocoran belanja tidak dibahas dalam penelitian ini. Demikian pula, nuansa
masalah efisiensi dan efektivitas belanja juga tidak dibicarakan sama sekali. Penjelasan di atas dltegaskan -
 secara eksp11s1t untuk memperkuat basis analisis teori komparatif. :
Metode analisis untuk mengamati ketepatan anggaran belanja dipergunakan statistika deduktlf Wi
" rerata. Uji ini merupakan perangkat statistika untuk pengujian hipotesis. Tujuan analisis uji rerata adalah -
untuk memeriksa apakah realisasi belanja sesuai dengan anggarannya. Dengan hipotesis awal (Ho)
~ realisasi telah sesuai dengan anggarannya untuk tiap-tiap periode penganggaran, uji statistik inferensial. |
* yang relevan adalah -
S h-H .
t-hitung= ~—m——— ¢))
- [a/Jn] '
dengan p adalah nilai rerata sebagai hipotesis alternatif bahwa realisasi tidak sama dengan anggaran, s
adalah deviasi standard, dan & adalah cacah sampel.
Pengujian di atas hanya merupakan 'rabaan’ kasar schubungan dengan perhatiannya yang terfokus
- hanya pada tiap-tiap periode. Metode analisis untuk mengamati besaran selisih anggaran belanja -
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, antafpcridde adalah uji beda rerata. Uji ini juga merupakan perangkat statistika untuk pengujian hipotesis.
* Tujuan analisis uji beda rerata adalah untuk memeriksa adanya beda rerata dari dua kelompok populasi.

Mengingat subjek anggaran dan proyek kegiatannya tidak selalu sama lintas periode, uji bedarerata -

yang sesuai adalah uji beda rerata sampel tak berpasangan.

Untuk bisa melakukan uji beda rerata tak berpasangan, masing-masing unsur populasi (dengan

| anggota sampel sebanyak n dan n ) dilakukan perhitungan masing-masing nilai reratanya (u danp ).

Saat menghitung kedua n11a1 rerata tersebut, dengan sendirinya, deviasi standard (& dan OL ) dapat
dlperoleh Perhitungan teknis uji beda rerata tak berpasangan kemudlan adalah
k) :
t-hitung = )
(OL / n + OL ’/n. ) '

Hasﬂ perhitungan di atas akan menglkutl dlstnbu51 t dengan hipotesis awal tidak ada perbedaan sehsﬂl

" anggaran yang signifikan antara dua periode yang diperbandingkan.

- Lebih lanjut, metode analisis untuk mengamati besaran selisih anggaran belanja lintas waktu dan |

- pos anggaran adalah analisis variansi (analysis of variance/ Anova). Tujuan analisis variansi adalah

untuk memeriksa adanya beda rerata dari tiga kelompok populasi atau lebih. Dalam konteks
antarperiode, anova yang digunakan adalah anova satu jalur (one way anova). Dalam hal data yang

 hendak dianalisis mengetengahkan dua faktor (lintas waktu dan hntas pos anggaran), anova yang sesuai .
- adalah anova dua jalur (fwo way anovay).

Analisis variansi bertitik tolak dari variansi. Variansi merupakan penjumlahan atas perbedaan kuadrat
antara semua nilai dengan reratanya. Variansi dapat berasal dari perbedaan atas rerata total dan atas
reratakolom (baris). Variansi yang disebut pertama disebut variansi total (SST, sum of square total)

 Variansi yang terakhir disebut adalah variansi kolom (SSC, sum of square column), serta variansi

baris (SSR, sum of. square row).
Kesemua perangkat statistika di atas akan diterapkan pada data Laporan Perhitungan Anggaran

. Dedchted Program selama periode 2004-2006. Selisih anggaran belanja dinyatakan ke dalam bentuk
. relatif Bentuk ini lebih realistik daripada bentuk absolut jika selisih anggaran yang hendak diperbandingkan :
. adalah lintas pos-pos anggaran. Selisih anggaran dalam bentuk relatif dapat dinyatakan sebagal

Realisasi _
Variansi= —F— x 100 _ S )
Target ' o
~ Atas dasar formula tersebut, ketepatan panganggaran dmm1 ukkan dengan skor variansi anggaran

~ sebesar 100. Realisasi anggaran yang tidak tercapai ditunjukkan dengan skor variansi anggaran sebesar

kurang dari 100. Realisasi yang melebihi anggaran dinyatakan dengan angka variansi sebesar lebih dari

| ) 100 . Atas dasar spesifikasi ini, pos belanja yang ada realisasinya tetapi tidak dianggarkan sebelumnya

tidak diikutsertakan ke dalam analisis. Keseluruhan data mentah didapatkan dari Laporan Perhitungan .
Anggaran yang dikelola oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi DK
Jakarta. Semua data telah terekam ke dalam format microsoft excel sehmgga memudahkan pengolahan
selanj utnya.

’ Cara perhitungan variansi anggaran ini berbeda dengan Halim (2002) yang menggunakan formula:
Anggaran - Realisasi
Variansi = ' x 100
Anggaran )
Rumusini memungkmkan variansi bertanda positif dan negatif. Cara di atas kurang sesuai digunakan dalam uji beda rerata dan
_anova yang berbasis pada rerata hitung (arithmethic mean).
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN -

| 4.1, Ketepatan Anggaran

Tabel 1 mendiskripsikan perbedaan antara realisasi dengan anggarannya. Selama penode analisis,

' ferata selisih anggaran belanja memperlihatkan penurunan yang berarti. Secaratotahtas selisth anggaran

belanja langsung tidak mencapai 100 persen. Artinya, dalam satu tahun secara umum target yang
ditetapkan baru dapat dicapai setidak-tidaknya 80 hingga 90-an persennya. Selisih realisasi belanja

- program unggulan yang semakin jauh terhadap target di atas disebabkan oleh semakin besarnya anggaran ' '
- yang dikelola. Tabel 1 memperlihatkan besaran anggaran yang selalu meningkat berasosiasi dengan" '

variansi anggaran yang semakin menurun.

Tabel 1 : Gambaran Umum Selisih Anggaran Belanja Program Unggulan
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2004-2006

- Tahun
Keterangan 2004 ‘ 2005 2006
* Anggaran (juta rupiah) 241212 2.229.264 3.158.722
Pertumbuhan (persen) ' - 824,19 724,49
. Realisasi (juta rupiah) - 225.829 1.861.930 2.537.575
Pertumbuhan (persen) ' - 41,69 36,29
Variansi o 93,72 83,52 80,34

Sumber : Data (diolah)

Lebih lanjut, Tabel 2 menyajikan statistik diskriptif selisih anggaran belanja program unggulan.

o Rerata besaran selisih anggaran belanja program unggulan menunjukkan kecenderungan yang stagnan
dalam kurun waktu tiga tahun. Kendati demikian, menilik pada simpangan bakunya, nilai selisih realisasi: =

dengan anggaran selama tiga tahun menunjukkan perbaikan. Hal ini didukung oleh koefisien variasi
(ras1o antara simpangan baku dengan nilai rerata) yang semakin menurun.

Tabel 2 juga menyajikan statistik induktif khususnya uji hipotesis terhadap besaran selisih anggaran
Melalui perhitungan uji hipotesis t-tes, pengujian untuk masing-masing tahun menunjukkan selisih anggaran
berbeda dari 1 (satu) secara signifikan pada risiko kesalahan 5 bahkan 1 persen. Pada tahun 2004,

| ~ misalnya, pengujian atas 34 program kegiatan memberikan kesimpulan bahwa hipotesis nol yang . -

menyatakan ketepatan anggaran dengan realisasinya ditolak. Nilai uji t-hltung leblh besar dari t-tabel
2,0345..
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Tabel 2: Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Selisih Anggaran Belanja Program Unggulan '
Pemermtah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2004-2006

Variansi Anggaran 2004 2005 2006

No.
1 | Rerata . ' 79,07 . 89,58 81,80
2 | Deviasi Standard 33,81 2547 1850
3 ‘Koefisien Variasi 0,4275 0,2842 0,2261
4 |n ' 34 2,330 360 -
5 | ttest ' -3,6091 -19,7434 -18,6638
6 | t-test (beda rerata 2004-2005) 0,79857 -
7 t-test (beda rerata 2005-2006) -2,07092
-8 t-test (beda rerata 2004-2006) - 0,20176

* Sumber : Data (diolah)

Masih mengacu pada Tabel 2, pengujian antara dua periode yang diperbandingkan juga tidak
menampakkan perbedaan hasil. Nilai rerata selisih anggaran pada tahun 2004, misalnya, secara statistik
tidak berbeda besarnya dengan nilai rerata yang sama pada tahun 2005. Demikian pula, nilai rerata

* sclisih anggaran pada tahun 2005 secara statistik juga tidak berbeda besamya dengan nilai rerata yang
. sama pada tahun 2006. Temuan ini memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan yang 31fatnya struktural A
dalam penganggaran program unggulan. .
- Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan terkait dengan perubahan-perubahan struktural d1 :
;atas adalah perbedaan lama waktu pelaksanaan suatu program kegiatan. Faktor ini semakin jelasjika
. contoh yang diambil adalah pembangunan banjir kanal timur. Kegiatan ini bersifat berkelanjutan dari
tahun ke tahun (multi-year activities) namun penganggarannya ditetapkan pada sebelum pro gram'
 tahun pertama dilaksanakan. Konsekuensinya, perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terus
berkembang tidak dapat diakomodasikan secara sempurna. Dengan demikian, variansi anggarannya '
dari waktu ke waktu semakin membesar. _
Faktor kedua adalah tidak jelasnya definisi suatu kegiatan. Contoh yang dapat d1amb11 dalam

| kasus ini adalah Program Penguatan Kelurahan dan Kecamatan. Program ini mensyaratkan peningkatan -

kapabilitas sumber daya manusia di level yang laing depan. Iromsnya, realisasi anggaran untuk pendidikan

o dan pelatihan petugas justru tidak terealisasi anggarannya.

 Faktorketiga adalah beragamnya rincian obj ek/item belanja terkait dengan kelompok target yang |
. berbeda-beda pula. Konsekuensinya, indikator efektivitas output kegiatan juga menjadi kompleks.
Contoh yang dapat diambil dalam kasus ini adalah Program Pendidikan. Program ini merentang dengan
cakupan sarana fisik hingga non fisik. Dengan tingkat keragaman yang tinggi, kemampuan peng-

" anggarannya dituntut lebih cermat dan saat pelaksanaannya mensyaratkan evaluasi yang tinggi pula.

4, 2 VanansnAntarperlode dan Antarpos Anggaran

.. Tabel 3 menyajikan ringkasan hasil uji anova satu jalur lintas tahun atas belanja program unggulan

Nilai F-hitung yang didapatkan lebih kecil daripada nilai F-tabel pada derajad kepercayaan sebesar 5 -

. persen. Hasil ini memperlihatkan bahwa selisih anggaran dengan realisasi anggaran belanja program
- unggulan pada pemermtah daerah provinsi DKI berbeda secarasi gmﬁkan untuk setiap tahunnya.
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Tabel 3 : Ringka'sén Hasil Anova Satu Jalur Lintas Periode
. Belanja Program Unggulan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 2004-2006

Variansi ‘Nilai Simpulan

. Anggaran F-hitung F-Tabel :

- 2004-2007 0.105946 2.99903 Tidak ada perbedaan selisih -
(tahunan) anggaran antartahun

Sumber: Data (diolah)

. Tabel 4 menyajikan masing-masing ringkasan hasil uji anova dua jalur lintas bulan dan lintas pos

~ anggaran yang diuji masing-masing untuk tahun 2004 dan 2005. Nilai F-hitung pada umumnya lebih .

- kecil daripada nilai F-tabel pada derajad kepercayaan sebesar 5 persen. Hasil ini memperlihatkan- -
bahwa selisih anggaran dengan realisasi anggaran program unggulan yang didisain oleh pemerintah
daerah provinsi DKI tidak berbeda untuk setiap unitnya. o

Hasil tersebut mengungkapkan tingkat realisasi anggaran untuk belanjaprogram unggulan memang

' sama untuk bulan pertama, bulan kedua, dan bulan-bulan berikutnya. Realisasi anggaran cenderung -
sesuai atau bahkan lebih melampaui target baru pada triwulan terakhir pada masing-masing tahun.

" Kemungkinan penjelasan yang dapat diajukan sebagai penyebab adalah kurangnya keterpaduan antara

perencanaan dengan penganggaran dalam rerangka waktu (fime frame) yang panjang. Konsekuensinya, -

relevansi program/kegiatan menjadi kurang responsif dengan permasalahan yang dihadapi serta kurang
relevan dengan peluang yang ada. Kesemuanya ini menjadikan konsistensi dan sinkronisasi program
. masih relatif lemah, baik secara vertikal maupun horizontal. :

- Tabel 4 : Ringkaisan Hasil Anova Dua Jalur Lintas Periode & Pos Anggaran
Belanja Program Unggulan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 2004-2005

Variansi Nilai ANOVA Simpulan
Anggaran | F-hitung (1) | F-hitung (2) . .
2004 0.102471 .0.024252 Tidak ada perbedaan selisih
.(Bulanan) ' anggaran antarbulan di tiap
F-Tabel 1.856172 1.789168 tahun dan antarpos anggaran
- 2005 0.148169 0.019562 | Tidak ada perbedaan selisih
(Bulanan) : anggaran antarbulan di tiap- -
- -F-Tabel 1.799656 1.29253 tahun dan antarpos anggaran

_Sumber: Data (diolah)

" Hasil statistik di atas menglndlka51kan bahwa tiap kegiatan pada tiap bulan kurang bervariasi dalam

menetapkan anggaran belanja yang hendak dicapai sebagai sasarannya masing-masing, Mengingat di - N
masing-masing periode dari uji sebelumnya realisasi berbeda dengan anggarannya, simpulan umumnya

adalah tidak terjadi perubahan yang signifikan atas kinerja anggaran.

B Beberapa aspek yang bisa diajukan sebagai faktor pendorongnya adalah program/kegiatan saling’
tunipang tindih antara satu dengan yang lain dan bahkan saling meniadakan. Pengamatan di lapangan.
‘menunjukkan pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan

- penggunaan dana. Hal demikian dapat terjadi paling tidak, sebelum PP No. 8 tahun 2006 ditetapkan,

keterpaduan Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja masih belum jelas.
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* Dalam konteks pelaporannya itu sendiri, spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif
" lemah. Bahkan pada beberapa kasus, penetapan besar belanja tidak didasarkan pada target kinerja
- keluaran (outpur) atau hasil (outcome). Cara penetapan semacam ini mengakibatkan volume output
berubah, tetapi total belanja tidak berubah. Dalam konteks pembagian fungsi dan kegiatannya, indikator
kinerja untuk belanja yang bersifat administrasi dan belanja yang bersifat operasional masih tetap belum
jelas. Hal ini secara nyata ditunjukkan dengan adanya Belanja Pegawai (honor) pada tiap kegiatan.
" Secara keseluruhan, kelemahan manajemen keuangan pemerintah daerah pada umumnya dibuktikan
dengan fakta bahwa penetapan anggaran seringkali terlambat dan perubahan anggaran seringkali di
 akhirtahun anggaran. -

V. PENUTUP

. Makalah ini mengamati selisih anggaran belanja program unggulan yang terjadi pada pemermtah
daerah provinsi DKI Jakarta selama periode 2004-2006. Basis teori yang digunakan sebagai pijakan
adalah teori keagenan dan teori komparatif. Berdasarkan uji bedarerata dan anova dua jalur lintas
* semester dan lintas pos anggaran terhadap belanja program unggulan, simpulan yang dapat diperoleh
~ adalah terjadi perbedaan selisih anggaran belanja yang secara statistik signifikan. ' ' '
Bukti di atas menunjukkan ketidakberlakuan teori komparatif. Sudah menjadi pengetahuan umum,
pemerintah daerah yang secara finansial miskin cenderung selalu menganggarkan penerimaan lebih
tinggi dan menetapkan anggaran belanja lebih rendah dari tingkat “kewajaran”. Paper ini menyajikan
* fakta empirik bahwa — pada sisi pengeluaran — daerah yang secara finansial kaya (seperti DKI
- Jakarta) ternyata juga cénderung menganggarkan belanja secara (relatif) lebih tinggi dari kemampuan
sedemikian rupa sehingga perbedaan anggaran dengan realisasi belanjanya jauh berbeda. =~~~ -
Simpulan di atas memberi implikasi bahwa laporan resmi APBD kurang memuat kandunganinformasi
.yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Hal ini sangat beralasan mengingat ada perbedaan yang
s gnifikan antara informasi anggaran dengan informasi realisasinya. Lebih lanj ut, hal ini menunjukkan
pula eksistensi fenomena asimetri informasi antara pihak-pihak yang berkepenhngan terutama birokrat
pemerintah daerah dan masyarakat.
Sejalan dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terus berkembang di Indone81a
temuan atas kasus di DK Jakarta ini dapat dijadikan contoh betapa lemahnya pengelolaan keuangan .

~ . daerah. Beriringan dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah di Indonesia

sepatutnya juga mengembangkan transparansi dan akuntabilitas operasi pemerintahannya. Satu indikator .
pentingnya adalah melalui laporan keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat diuji
- kebenarannya sekaligus mencerminkan kinerjanya melalui keterpaduan sistem antara perencanaan, |
penganggaran, dan pelaksanaan serta pelaporannya. Sejalan dengan itu, keterlibatan partisipasi
- masyarakat dalam DPRD dalam sistem tersebut juga merupakan satu faktor pentmg yang tidak blsa
dlkesampmgkan
Paper ini masih sebatas pada kajian selisih anggaran pada aspek hasil (ex post) belum menyentuh

 pada penyebab terjadinya (ex ante). Studi lanjutan dengan topik yang sama masih terbuka dilakukan_
- dengan memperhatikan beberapa faktor yang disebut terakhir. Sejauh tersedia, hasil pengamatan dengan
spektrum data bulanan tentu akan lebih menjanjikan. Hal ini potensial ditempuh dengan memasukkan
. faktor likuiditas (cash flow) pemerintah daerah sebagai determinan selisih anggaran. Fakta yang sering

terjadi realisasi anggaran belanja meleset akibat dana segar tidak tersedia pada saat yang tepat. '
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Abstract

-+ The objective of the study is to analyze the impact of raising oil price in October 2005 on the
economy and welfare. Specifically, the study focuses on the fundamental variables and the welfare
of three main sectors namely transportation, fishery and microenterprises. The approach of the
study consists of quantitative and qualitative methods. Linear regression models are employed to
analyses the impact of raising international oil price on the economy and Logit model is applied to

. analyze the impact oil raising domestic oil price on the welfare. Descriptive analysis method is

used to examine the impact of raising oil price on the sectoral activities of fishery, transportation
and microenterprises. Data employed for the study are retrieved from 200 respondents from three

. cities-outside and inside Java- namely Cilacap, Semarang and Bengkulu: The results of the study

© show that the impact of increasing of international oil price on the economy was not significant.’
~ However, the raising of domestic oil price affected the welfare and sectoral activities significantly
and subsequently decrease the welfare. The results suggests the policy alternatives to prevent
. decreasing welfare when the government had to increase the domestic ozl price durzng the recent
- depressed budget.

; Keywbrds: oil price, oil subsidy, Indonesian economy.

1. LATAR BELAKANG

Kenaikan harga BBM yang telah mencapai tingkat kristis USD 100 memberikan permasalahan
yang serius bagi perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga menerapkan
kebijakan subsidi atas harga berbagai produk minyak mendapat pukulan telak dari kenaikan harga
minyak dunia. Hal ini dikarenakan oleh dua hal: Pertama, sejak tahun 2002, Indonesia sudah melakukan
- impor mmyak mentah seperti dari Aljazair dan Nigeria. Hal ini terkait dengan tingkat produksi minyak
~dalam negeri yang mengalami penurunan. Kedua, asumsi harga minyak dalam APBN yang juga

~ merupakan patokan harga minyak dari pemerintah kepada PT. Pertamina, temyata sudah tidak realistis .

lagi. Upaya untuk meningkatkan asumsi harga minyak akan berdampak pada semakin besamyabeban -

~ subsidi pemeritah. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi keberlanjutan kemampuan fiskal pemerintah. -

: Akan tetapi, kenaikan harga BBM internasional belum banyak disesuaikan didalam negeri mengingat

responsifnyakebijakan kenaikan harga BBM dalam negeri. Kenaikan harga BBM dalam negeri terakhir
pada Oktober 2005 yang secara rata-rata mencapai 126% menyebabkan efek lanjutan kepada kenaikan
harga barang-barang dan pada gilirannya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik
- - melaporkan laju inflasi di bulan Oktober 2005 mencapai 8,7% atau sebagai rekor inflasi bulan yang
~ paling tinggi akibat kenaikan harga BBM. Guna mengurangi dampak yang lebih buruk dari kenaikan
 tersebut bagi kelompok berpendapatan rendah, pemerintah memberikan bantuan tunai langsung kepada

.* Studi ini adalah intisari dari laporan hasil penelitian P2E-LIPI, tentang “Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Perkonomlan
dan Kesejahteraan Masyarakat”, 2007. . : : :
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~ sekitar 15,5 juta orang yang tergolong sebagai kelompok masyarakat sangat miskin. Program BLT . -
- merupakan salah satu dari program bantuan kompensasi BBM.

Penelitian ini akan difokuskan pada jenis BBM tertentu yaitu, minyak tanah, premium, solar. Ana11s1s

_ kenaikan harga BBM dibatasi pada kenaikan harga BBM pada Oktober 2005, yaitu kenaikan harga

‘BBM terakhir yang membawa kontroversi paling luas karena kenaikan rata-rata 126%. '

' Dari aspek unit analisis maka penelitian ini akan difokuskan pada duasisi yaitu rumah tangga dan
perusahaan. Rumah tangga dalam penelitian ini didefinisikan sebagai rumah tangga yang tergolong
berpenghasilan menengah ke bawah termasuk mereka yang dikatakan sebagai kolompok paling miskin
menurut standar yang dipergunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelompok masyarakat
menengah yang tidak mendapatkan BLT. Kelompok masyarakat yang terakhir ini dianggap perlu
mendapatkan perhatian karena, berbeda dari masyarakat miskin yang mendapat bantuan, kelompok
- ini tidak memiliki suspensi dari kenaikan harga BBM namun mendapatkan dampak dari kenaikan harga‘
secara umum. Artinya, sangat mun gkm kelompok masyarakat ini Justru mengalami penurunan- .
kese_l ahteraan paling besar.

- Lebih lanjut, untuk sektor usaha yang menjadi fokus penelitian adalah sektor usaha kecil. Sektor
usaha kecil yang menjadi perhatian meliputi tiga sektor usaha, yaitu nelayan yang diasumsikan banyak
menggunakan solar dalam pekerjaannya, sektor jasa yang direpresentasikan dengan jasa transportasi
yaity pengemudi angkutan umum, dan jasa industri rumah tangga yaitu industri makanan dan minuman.

" IL STUDILITERATUR
2.1. Kebijakan Energi di Indonesia

Secara umum, kebijakan energi di Indonesia terbagi dalam 5 penode waktu, sejak tahun 1981
sampai dengan tahun 2003, Menurut Utami (2005), pada intinya terdapat tiga kebijakan energi nasional
yaitu intensifikasi, diversifikasi dan konservasi yang mendasari kebijakan utama energi disamping
~ kebijakan penunjang. Kebijakan penunjang meliputi kebijakan pada industri energi dan upaya untuk
mendorong diversifikasi energi. Sejak tahun 1998, kebijakan penunjang lebih difokuskan padaupaya.
untuk pengembangan infrastruktur dan perbaikian iklim investasi energi. Ditahun 2003, substansi kebijakan
energi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu penetapan mekanisme harga keekonomian energi. .
Harga keekonomian ditentukan atas dasar positif ekonomi yaitu harga pasar minyak internasional dan :

' normatif ekonomi yaitu standar hidup masyarakat Indonesia.

Kenyataan bahwa Indonesia saat ini merupakan salah satu negara net-importer BBM menyebabkan =

pemerintah terdesak untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap BBM. Hal ini terkait dengan
beban fiskal yang semakin berat, dan kenyatan bahwa kebijakan subsidi BBM banyak menguntungkan
masyarakat menengah keatas, dengan kata lain tidak tepat sasaran. Astuti (2001) menunjukkan bahwa
subsidi minyak tanah banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah keatas melalui konsumsi
minyak tanah yang jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga miskin. Sejalan dengan hal ini, Tim
- Sosialisasi PKPS BBM (2003) juga menunjukkan bahwa 60% subsidi BBM dinikmati masyarakat -
' menehgah keatas. Atas dasar hal tersebut, maka kebijakan energi, terutama BBM saat ini banyak
diarahkan pada upaya efisiensi penggunaan energi atas dasar harga keekonomian yang diharapkan N
~ dapat menurunkan permintaan BBM. Dalam jangka panjang, kebij akan energi diarahkan pada upaya
- untuk pemb angunan berkelanj utan dan pelestarian lingkungan (Utami 2005)

2.2 Dampak Kenaikan Harga Energi terhadap Perekonomlan

Selama dua dekade terakhir, banyak studi yang mengeksplorasi bagalmana hubungan antara harga - |
minyak dunia dengan perekonomian. Lestari (2003) menyimpulkan bahwasannya kenaikan harga energi
memiliki dampak negatif dan positif, Dampak negatif diasosiasikan dengan melambatnya perekonomian
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| ~ akibat kenaikan harga BBM. Mengingat BBM adalah komoditas strategis, kenaikan harga BBM
cenderung membawa inflationary effects bagi besaran-besaran makro, seperti kenaikan inflasi dan
penurunan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kenaikan harga BBM dipandang memiliki dampak
. positif terutama dalam jangka panjang terkait dengan melepaskan ketergantungan akan minyak,
pengurangan subsidi BBM yang membebani APBN dan sustainable development. ' ‘
.. Korelasi negatif antara perubahan harga BBM dengan output nasional memiliki efek asimetris.
Kenaikan harga BBM akan menurunkan output nasional secara signifikan akan tetapi penurunan harga
BBM tidak membawa dampak hebat bagi perekonomian (Hamilton 2001, IMF 2001, dan Penn 2'006).
- Dampak negatif kenaikan harga minyak berjalan melalui peningkatan harga-harga yang pada gilirannya
. menurunkan daya beli masyarakat. Sejalan dengan menurunnya penurunan pendapatan riil tingkat '
kesejahteraan masyarakat pun akan menurun. Dari sisi produsen, kenaikan harga-harga umum akan
menyebabkan kenaikan biaya produksi yang dapat direspon dari penurunan produksi atau kenaikan
'hargaoutput. Kombinasi antara penurunan dayabeli dan kenaikan harga, mendorong perusahaan untuk
" menurunkan produksi yang secara makro akan menurunkan output nasional. Sejauh ini, dampak
inflasioner akibat kenaikan harga BBM cenderung bersifat sementara, yang akan kembali pada kond151
semula dalam satu kuartal kedepan, kecuali untuk kasus-kasus ekstrim (IMF 2000). ‘
Hubungan positif antara kenaikan harga minyak dengan kinerja perekonomian ditekankan oleh
- Geveretal. (1991). Harga minyak yang meningkat akan mendorong sector industri dan rumah tangga

. untuk mengefisienkan konsumsi energinya. Selain itu, kenaikan harga minyak akan mendorong
berkembangnya energi alternatif baik yang terbarukan maupun tidak. Oleh karena itu, kenaikanharga -

minyak akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dampak kenaikan harga energi lebih parah dirasakan negara-negara net-importer d1band1ngkan _
negara-negara net exporter. Beberapa tahun terkhir ini, harga minyak telah meningkat tajam dari-
- USD40 perbarrel di tahun 2004, menjadi USD 70.85 per barrel pada bulan Agustus 2006, Kenaikan
hargaminyak ini dipicu oleh kombinasi peningkatan permintaan minyak terutama yang datang dari Cina
sebagai bagian dari proses industrialisasinya dan faktor geopolitis yang memberikan kontribusi langsung

* bagifluktuasi dan ketidakpastian harga minyak dunia. Akibatnya, negara-negara net imiporter minyak
- terutamanegara maju yang tergabung dalam OECD tidak terlepas dari dampak kenaikan harga minyak.
Penn (2006) menggunakan model dinamis untuk menganalisis dampak kenaikan harga minyak dunia
terhadap perekonomian Amerika, dan menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak memiliki pengaruh -
Jlebih besar terhadap perekonomian negara bagian yang memiliki ketergantungan akan minyak.
. Sebaliknya, negara pengekspor minyak justru menikmati keuntungan dari meningkatnya harga energi,
seperti yang dialami negara timur tengah (Moneef 2006). Meskipun demikian, negara-negara ini
* menyadari pentingnya meningkatkan industri energi mereka dengan banyak melakukan pembenahan
terutama dalam bidang investasi dan infrastruktur. '
Meskipun dalam konteks per negara, kenaikan harga BBM memberikan dampak signifikan, namun

. dalamtataran global kenaikan harga minyak tidak mempengaruhi kinerja ekonomi dunia secara signifikan.

IMF (2001) menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga minyak akan berpengaruh jika dilihat dari
analisis per negara, namun secara global akibat adanya transfer income dari negara pengkonsumsi
- minyak pada negara produsen minyak, maka kenaikan harga tidak membawa pengaruh. _
" Dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian Indonesia dapat dikatakan tidak terlalu "
: '-sigmﬁkan atau cukup mederat. Lestari (2003) menggunakan analisis Input-Output untuk menunjukkan
bahwa kenaikan harga BBM 5% akan membawa kontraksi pertumubuhan sebesar 0.05%, dan .
peningkatan inflasi rata-rata sebesar 0.05%. Lebih lanjut, Hartono dan Resosudarmo (2006)
" menekankan pentingnya efisiensi energi bagi industri dan bukan rumah tangga. Dampak kenaikan harga
- BBM dan kompensasi BBM dianalisis oleh Nugroho (2003) yang menunjukkan bahwa kenaikan 'harg_a'
BBM membawa penurunan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan pendapatan riil dengan asumsi
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‘masyarakat tidak mendapatkan bantuan seperti raskin dan BLT. Namun, penyaluran kedua bantuan
tersebut cukup meredam dampak penurunan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, dampak kenaikan
~ hargaBBM sangat dirasakan industri kecil yang menyebabkan peningkatan biaya produksi dan penurunan
- keuntungan. Mekanisme penyaluran bantuan kepada UKM seperti pemberian kredit dipandang tidak -
tepat dan tidak membawa pengaruh, karena mekanisme penyalurannya yang sulit dan pengenaan bunga

- yang cukup tinggi (Zamrom 2003), :

- IIL METODOLOGI
3.1.Data

~ Datayang digunakan dalam penehtlan ini terbagi atas data sekundér dan data primer. Data sekunder o
digunakan untuk menganalisis dampak kenaikan harga BBM 2005 terhadap besaran-besaran ekonomi -

ma;kro,' sedangkan dampak kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan .

- data primer. Fokus penelitian adalah rumah tangga dan usaha kecil, dimana data yang akan diambil
-~ sebanyak 200 responden dari tiga kota yaitu Bengkulu, Cilacap dan Semarang. Dasar pertimbangan'

pemilihan kedua propinsi ini yaitu jarak terdekat dan terjauh dengan kilang minyak dan jalur d1str1bus1 o

Di sampmg itu propinsi Jawa Tengah memiliki angka kemiskinan yang relatif tmgg1

3 2. ModelAnahsls

Model ekonometrik yaitu regresi berganda akan digunakan untuk mengana11s1s dampak kenalkan
harga BBM terhadap perekonomian makro yang diwakili oleh beberap variabel seperti inflasi,
_- pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. '

INICP, =B, +B,IM, SR (1)
. D' ' . N - ) s
InICP = natural log dari harga minyak internasional (ICP)
~ IM  =terdiri dari beberapa variabel, yaitu pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, dan SBI
t - .

| Sedangkan untuk melihat dampak kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan masyarékat akan o
menggunakan model regresi dengan menggunakan variabel-variabel proxy dari kesejahteraan -
masyarakat. .

Yn ﬁ Bo +Byxy +Boxy + Baxy +Puxy _ ) _ _ @
Fiz = Bo + By + Baxy + By +Px, : . '(3)"
Dimana:

Y = proporsipendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi beras
Y' = proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi lauk-pauk
X = proporsi pendapatan yang digunakan untuk menkonsumsi BBM -
X' = dummy danakompensasi: 1 jika masyarakat (penduduk) mendapatkan dana kompensasi; 0
? _ Jikasebaliknya _
X = dummyakses BBM: 1 jika masyarakat (penduduk) berpendapat sulit untuk mengakses BBM,; . .
* 0jika sebaliknya .
X = Dummy profesi transportasi: 1 jika masyarakat (penduduk) bergerak di sektor transportam 0
jika'sebaliknya : '
dummy profesi nelayan: 1 jika masyarakat (penduduk) berprofesi sebagai nelayan; 0 _|1ka _
sebahknya : : -

LN w

e
S
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IV HASILANALISIS
4.1. Dampak Kenaikan Harga Mmyak Dunia
- Estimasi dari ersamaan (1) secara ringkas dapat ditunjukkan pada tabel 1:

Tabel 1: Hasil Estimasi Dampak Kehaikan ICP terhadap Besaran Makro

- VARIABEL INDEPENDEN1: | ICP

‘JHK 00157

SBI | - 0328*

' : © (1,69)

PDB 0090**'

(2,56)

Kurs ' : 0,019%*

a ' (2,24)

. Sumber: Has11 Perhitungan
Keterangan: Arigka didalam kurung adalah t-ratlo :
' * 51gn1ﬁkan secara statlstlk pada level 0, 10 *x pada level O 05; **x* pada level 0, 01 '

4. l 1 Dampak kenalkan harga mmyak dunia. terhadap mflas1

, Hasil estimasi pada persamaan (1) diketahui bahwa kenaikan harga minyak dunia memberlkan '
- pengaruh positif terhadap indeks harga konsumen. Dalam hal ini untuk setiap kenaikan ICP sebesar '
1% akan menyebabkan kenaikan THK sebesar 0,016% pada tingkat signifikansi 10% (asumsi ceteris
paribus). Namun demikian ICP tidak secara signifikan mempengaruhi inflasi. Hal ini dapat terjadi karena
pemerintah tetap memberikan subsidi BBM. Selanjutnya belajar dari pengalaman kenaikan harga BBM

- yang terakhir, laju inflasi yang terjadi ternyata tidak berlangsung secara persisten. Namun demikian
. pada penode selanjutya atau satu bulan setelah kenaikan BBM laju inflasi dapat kembali dikendalikan.
Peranan kebijakan fiskal dan moneter sangat berpengaruh besar dalam menentukan dampak kenalkan
harga minyak dunia terhadap kenaikan indeks harga konsumen. -

. '4 12 Dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Nilai Tukar Rupiah

Kenaikan harga minyak dunia akan menyebabkan nilai tukar mengalami depresiasi dapat d1bukt1kan
dari hasil analisis. Dalam hal ini jika harga minyak naik sebesar 1% maka rupiah akan mengalami
depresiasi sebesar 0,02% (asumsi ceteris paribus). Jika diperhatikan juga kenaikan harga minyak
memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar _

| - rupiah dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti semakin besarnya keperluan akan USD untuk

membeli minyak, karena sejak tahun 2002, Indonesia sudah berada dalam posisi net oil importer. -
Faktor lain yang juga dapat menyebabkan pelemahan rupiah yaitu melalui jalur inflasi.

" 4.1.3 Dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Suku Bunga (SBI) Tiga Bulan -
| Respon SBI atas kenaikan harga minyak dunia akan sangat tergantung pada penekanan arah
kebijakan yaitu apakah untuk mengendalikan laju inflasi domestik atau untuk memacu kegiatan sektor
riel yang diprediksi akan mengalami kemunduran karena kenaikan harga BBM. Dalam kasus yang
' pertama tentu saja kenaikan harga minyak dunia akan direspon dengan kenaikan suku bunga SBI,
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déngém demikian laju inflasi tetap dapat terkendali. Dalam kasus yang kedua, kenaikan harga minyak
dunia akan direspon dengan penurunan suku bunga SBI. Hal ini dapat terjadi karena pemermtah
‘menginginkan efek netral dari kenaikan harga minyak dunia.

- Hasil analisis memperlihatkan kenaikan harga minyak duniamemberikan pengaruh posmf terhadap
_ 'SBI jangka waktu tiga bulan. Dengan demikian jika harga minyak dunia naik sebesar 1% maka SBI . -
~ jangka waktu tiga bulan akan mengalami kenaikan sebesar 0,33% (asumsi cetris paribus). Jika -
diperhatikan hubungan keduanya sangat signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SBI 3

bulan_ menjadi instrumen untuk memperlunak pengaruh kenaikan harga-harga di pasar domestik -

dibandingkan dengan upaya untuk menstimulasi kegiatan perekonomian.

4.14 Dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap PDB

~ Hasil anatisis memperlihatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia membenkan pengaruh p031t1f o
terhadap kenaikan PDB. Dalam hal ini jika harga minyak dunia naik sebesar 1% maka PDB riel akan -
mengalami kenaikan sebesar 0,09% (asumsi ceteris paribus). Hubungan antara kedua variabel tersebut
juga sangat signifikan. Jika diperhatikan hasil ini berbeda dengan prediksi sebelumnya seperti yang
- dilakukan oleh Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu, bahwa kenaikan harga minyak akan'
. menurunkan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh dua alasan. E
_ Pertama ,jika diamati dari periode pengamatan yaitu tahun 2002 dan 2007 baik PDB dan harga
minyak dunia, sama-sama menunjukkan tren yang menaik. Dengan demikian, akan ditemukan pola
hubungan yang positif antara keduanya. Kedua, harga BBM dalam negeri relatif kaku (rigid) terhadap
pergerakan harga minyak dunia akibat dari kebijakan subsidi. Dengan demikian kenaikan harga minyak
dunia belum terlalu berpengaruh pada kenaikan biaya produksi yang akan berakibat pada penurunan
~ output. Dapatlah dipastikan bahwa pertumbuhan PDB lebih banyak didorong oleh sektor diluar migas. -
" Hal ini disebabkan dalam rentang waktu 2003 hingga 2006 pertumbuhan sektor pertambangan minyak
dan gas bumi mengalami laju pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar 7,2% dan sama halnya dengan
" industri pengilangan minyak bumi yang mengalami laju pertumbuhan negatif sebesar 6%. Namun demikian
“untuk waktu kedepan diperkirakan akan ditemukan pola hubungan negatif antara harga minyak dunia
- denganPDB, seiring dengan kebijakan pertamina yang akan secara adaptif mengikuti pergerakan harga :
. BBM mdustn dengan harga minyak dunia.

4-.2.-Dampak Kenalkan Harga BBM Domestik 2005 terhadap Kesejahteraan Masyarakat -

Kecuali dana kompensasi (bantuan tunai langsung) yang berpengaruh secara positif, variabel
~ independen lainnya, seperti proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi BBM, sulitnya akses.
" untuk mendapatkan BBM, dan mata pencaharian yang bersifat BBM-intensive (nelayan dan transportasi),
- berdampak secara negatif terhadap proporsi pendapatan yang bisa digunakan masyarakat untuk -
mengkonsumsi beras dan lauk-pauk. Selain itu, test Durbin-Watson yang dilakukan juga menghasilkan
angka yang cukup bisa diandalkan, mengindikasikan bahwa kemungkinan tidak ada problem oto-
korelasi diantara variabel independen yang terdapat didalam persamaan regresi.
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Tabel 2: Estimasi Regeresi untuk Fungsi Konsﬁmsi Bahan Makanan
Variabel . : Beras : Lauk Pauk
Konstan | 32,048%4* 26,548%%%

' ' (18,854) _ (27,577)
Konsumsi BBM -0,139%++ o -0,214%%%
(-3,069) - (-6,079)
Dana Kompensasi - 3282%* ' 7,034%%% -
_ (2,058) . (8,649)
. Akses terhadap BBM 0,879 : 2,82k
' - (-0,671) ' (-2,369)
Profesi: , . S
Nelayan ' -13,632%** ' _ -0,781
' | (-7,488) (-0,804)
Transportasi -19,304%%+* 1 2,191%*
' _ ' (-9,862) ) - (-2,155)
N : | 150 | 150
Degree of freedom : 144 o 144
R? | - - 0,672 0443 .
* Durbin-Watson Statistic 1969 1467

- Sumber: Hasil Perhltungan
~ Keterangan: 1. Angka didalam kurung adalah t-ratio
2. * signifikan secara statistik pada level 0,10; ** pada level 0, 05 *E* pada level 0,01

Hasil estimasi sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 2, juga menunjukkan bahwa .3 , khususnya
untuk fungsi konsumsi lauk-pauk, relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi lauk-pauk - -
dlpengaruhl oleh banyak variabel independen lainnya yang sayangnya, karena berbagal keterbatasan,
 tidak bisa dimasukan kedalam model regresi. Selain itu, hasil estimasi juga menunj jukkan terdapat dua

" (2) variabel (akses untuk mendapatkan BBM pada fungsi konsumsi beras dan mata pencaharian di

sektor transportasi pada fungsi konsumsi lauk-pauk) yang secara statistik tidak terlalu s1gmﬁkan dldalam :
mempengaruhi konsumsi beras dan lauk-pauk. ' '
- Sementara itu, perbandingan besarnya angka koefisien dari beberapa variabel yang mempunyal‘
. pengaruh negatif menunjukkan bahwa mata pencaharian merupakan variabel yang sangat dominant
didalam mempengaruhi penurunan konsumsi beras dan lauk-pauk. Sebagaimana bisa di lihat di Tabel
2, baik untuk fungsi konsumsi beras maupun untuk konsumsi lauk-pauk, variabel ‘nelayan’ dan
‘transportasi’ memiliki angka koefisien yang jauh lebih besar dibandingkan dengan koefisien variabel
 lainnya. Misalnya, untuk konsumsi beras, koefisien masyarakat yang bermata pencaharian di sektor .

. transportasi (@ =-19,394) adalah 22 kali lebih besar dari masyarakat yang mengaku mengalami kesulitan

untuk mengaf<ses BBM (a =-0,879). Hasil perbandingan itu mengindikasikan bahwa penurunan . -
~ proporsi pendapatanuntuk Konsumnsi beras dari masyarakat yang bergerak di sektor transportasi adalah
- 22Xkali lebih besar daripada masyarakat yang mengaku mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM..
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N _4 3. Dampak Kenaikan Harga BBM Oktober 2005 Terhadap Keglatan Ekonomi Masyarakat’-_ -
4.3.1 Sektor Transportasi :

Kenaikan harga BBM pada Oktober 2005 sangat berdampak terhadap sektor transportasi, dnnana
70 % responden menyatakan kenaikan tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha mereka.
Kebijakan menaikan tarif yang dilakukan pemerintah dalam usaha mengimbangi kenaikan harga BBM
tidak begitu berpengaruh, perubahan pendapatan tetap terjadi yang mana 44,6 % responden mengalami
- penurunan pendapatan lebih dari 30 %, 24,6 % responden lainnya mengalami penurunan 11-30 %dan
~ hanya 10,8 % responden yang mengalami penurunan pendapatan kurang dari 5 %. Hal ini disebabkan |
karena disatu sisi kenaikan BBM mengakibatkan biaya operasional naik termasuk harga suku cadang _
~ (spare part), tetapi disisi yang lain pengguna angkutan (penumpang) turun. Penurunan tersebut
. disebabkan banyak hal, diantaranya kenaikan tarif yang membuat masyarakat mengurangi mobilitas |
dengan angkutan dan beralih pada motor (didorong oleh mudahnya pengajuan kredit kendaraan
_ betmotor)? berubahnya perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi yang cukup pesat
(masyarakat lebih memilih sms daripada berkunjung), dan banyaknya ojeg yang beroperasi. Dengan
 kondisi tersebut diatas maka tidak mengherankan jika kondisi kegiatan usaha transporta51 sebagian
besar responden belum pulih seperti sebelum terjadi kenaikan BBM.

' 5 3 2 Dampak kenaikan harga BBM Oktober 2005 terhadap Nelayan

* Sebanyak 56,25 % menyebutkan adanya pengaruh dari kenaikan harga BBM terhadap pendapatan B
masyarakat sementara sebanyak 43,75 % menyebutkan tidak ada pengaruh dari kenaikan BBM terhadap
pendapatan mereka. Pengaruh kenaikan BBM ini banyak dialami oleh nelayan kategori kecil dan
menegah yaitu sebanyak 94,44 % dari total responden (36 responden) yang menyebutkan adanya
pengaruh dari kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM berpengaruh melalui peningkatan biaya melaut. Perubahan komponen biaya -
- melaut cenderung untuk dikurangi, karena keterbatasan modal kerja. Hal ini selanjutnya akan -
mempengaruhi kemampuan nelayan dalam menangkap ikan terutama daya jelajah kapal ke tempat
~fishing ground yang lebih baik. Selain itu juga adanya persaingan dengan nelayan lain dalam menangkap .
.ikan baik nelayan lokal mapun nelayan dari luar daerah yang bisa saja mengambil area penangkapan o
. ikan lintas daerah. : _

Lebih lanjut, adanya penlngkatan komponen biaya dalam aktifitas melaut tidak bisa dumbangl a
: dengan peningatan hasil tangkap dan juga perbaikan harga jual ikan. Hal ini dikarenakan praktik
pelelangan ikan di TPI (tempat pelelangan ikan) tidak dapat berjalan semestinya melalui mekanisme -
‘pasar yang sempurna, misalnya yang terjadi di Cilacap. Pedagang yang ikut serta dalam pelelangan
diduga sudah melakukan deal antar pedagang mengenai harga ikan yang akan diperoleh dari lelang
ikan, sehingga terdapat semacam praktik oligopoli semu antar pedagang yang tidak mampu dihadapi-
“oleh nelayan. Hasil tangkapan ikan segar hanya akan memperoleh tingkat harga tertinggi pada saat
* kondisi ikan masih segar dan dalam konsisi baik. Hal ini akan memaksa nelayan untuk menjual ikan
secepatnya sebelum harga ikan melorot jatuh karena adanya penurunan kualitas ikan. Dalam kondisi
seperti ini maka “kelompok” pedagang diduga bermain dengan tidak melakukan penawaran yang lebih
tmggl dari harga “kesepakatan antar -pedagang tadi.

4.3.3. Dampak kenaikan harga BBM Oktober 2005 terhadap usaha mikro

" Dampak langsung dari kenaikan harga adalah perubahan pada struktur biaya setiap perusahaan.
Sebelum kenaikan harga, responden yang diteliti terutama berproduksi pada kisaran biaya Rp 2,1 juta

. -3jutaper bulan dan perusahaan yang relatifbesar dengan tingkat biaya diatas Rp 4 jutaperbulan .. -

yaitu sebanyak 19 perusahaan (29,7% dari total responden).
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.- Halini menunjukkan bahwa responden yang diteliti bergerak pada usaha makanan-minuman yang
- cukup besar dengan rata-rata b1aya sekitar Rp 100 ribu — 150 ribu per hari: Akan tetapi, sejak kenaikan
_ harga BBM, perusahaan harus menanggung biaya yang jauh lebih besar. Jumlah perusahaan yang
beroperasi pada biaya dibawah Rp 3 juta menurun dari total sebesar 64,1% dari total responden
menjadi 40,6%. Sebaliknya, jumlah perusahaan yang beroperasi diatas biaya Rp 3 juta meningkat
~ - hampir 30% dari 36% menjadi 60,3% dari total responden. Artinya, perusahaan harus mengeluarkan
.. biaya yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kenaikan rata-rata biaya produksi setiap perusahaan
sebesar 38% dari rata-rata biaya perhari dari sebesar Rp 163 ribu menjadi Rp 225 ribu. -
_ Akibatnya, kenaikan harga BBM membawa pengaruh bagi penurunan keuntungan rata-rata.
- Sebelum terjadi kenaikan harga BBM, rata-rata keuntungan tiap perusahaan adalah sebesar Rp 520
' ribu per bulan, namun setelah kenaikan'harga BBM, keuntungan rata-rata menurun sebesar 9% menjadi
- Rp474ribu. Jika kita lihat lebih lanjut, perusahaan dengan tingkat keuntungan diatas Rp 750 ribu tidak
mendapatkan pengaruh atas kenaikan harga BBM dimana jumlah perusahaan tetap yaitu sebanyak 23
perusahaan (35,9% dari total perusahaan). Akan tetapi, perusahaan dengan tingkat keuntungan dibawah
- Rp750ribu mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya jumlah
. perusahaan dengan tingkat keuntungan Rp 100 ribu hingga Rp 750 ribu, yaitu dari sebanyak 31
perusahaan menjadi 23 perusahaan. Sebaliknya, jumlah perusahaan yang mendapatkan keuntungan
dibawah Rp 100 ribu justru meningkat sebesar 12,5% dari 10 perusahaan menjadi 18 perusaha'an._ '
.Artinya, terdapat 4 perusahaan yang harus mengalami penurunan keuntungan maksimal Rp 100 ribu, 1
. perusahaan yang harus mengalami penurunan keuntungan sampai dengan Rp 400 ribu dan 3 perusahaan
yang harus kehilangan keuntungan hingga Rp 650 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa kontraksi tingkat
keuntungan per bulan y yang harus diterima sangat besar. :

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak kenaikan harga BBM pada Oktober

2005 bagi perekonomian dan masyarakat baik kegiatan ekonomi maupun kondisi rumah tangga. .
- Meskipun telah lebih dari dua tahun berlalu, akan tetapi dampak dari kenaikan ini masih cukup signifikan .
** untuk diteliti. Pelajaran dari kenaikan harga BBM terakhir dapat menjadi acuan bagi pemerintah terutama
jika dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengambil kebijakan substitutif dan kenalkan harga
- BBM yang mampu ditolerir masyarakat.
Ditinjau dari sisi makro, kenaikan harga minyak dunia masih terbilang tolerable Dari empat besaran
B makro yang dianalisisis — PDB, kurs, inflasi, dan suku bunga,- hanya PDB dan kurs yang mendapat
pengaruh siginifikan dari kenaikan harga minyak internasional, Kedua variabel lainnya tidak menunjukkan.
- pengaruh signifikan karena rigiditas kebijakan subsidi dalam negeri yang t1dak mendapat pengaruh
besar pada tiga variabel lainnya.-

Akan tetapi dari sisi mikro terutama tingkat rumah tangga, kenaikan harga BBM memberlkan
~ ‘pengaruh yang cukup signifikan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen kecuali

* danakompensasi memiliki pengaruh negatif bagi tingkat kesejahteraan dimana peningkatan pengeluaran
untuk BBM, meningkatkatnya kelangkaan BBM, dan mata pencaharian yang BBM-intensive

menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan. Sebaliknya, dana kompensasi memiliki dampak positif
~ bagikesejahteraan masyarakat yang diteliti. '
' Nelayan merupakan salah satu sektor yang paling terpukul aklbat kenaikan harga BBM karena -

~ . sektor ini tergolong sektor yang BBM-intensive. Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang

terbilang rendah semakin terpuruk dengan kenaikan harga solar yang pada gilirannya mempengaruhi -
- aktivitas melautnya. Kenaikan harga solar pada kenyataannya tidak sajamempengaruhi aktivitas melalut
- nelayankecil tapi juga nelayan besar dan menurunkan tingkat pendapatan. Dampak ini tidak saja terjadi -
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dalam Jangka pendek tapi Juga dalam jangka panjang dan dirasa mas1h belum kembali pada kondisi

sebelum kenaikan harga solar. ' -

: Dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor transportasi cukup besar. Sebaga1 sektor yang:
 paling BBM-intensive, sektor transportasi mendapatkan pukulan terbesar dari kenaikan BBM. Meskipun

" hal ini diikuti dengan kenaikan tarif, namun cost-push inflation akibat harga BBM yang mempengaruhi

harga suku cadang memberikan beban yang semakin besar ditambah dengan biaya-biaya lain seperti
biaya perawatan. Lebih lanjut, persaingan moda transportasi juga semakin ketat seiring dengan semakin
banyaknya angkutan ojek yang sampai saat ini belum diatur secara legal. Akibatnya, penumpang semakm
menurun
Minyak tanah merupakan elemen penting terutama bagi usaha mikro dan usaha kecil. Pada
* kenyataannya BBM terutama minyak tanah merupakan bahan bakar utama bagi UMKM dengan skala
paling kecil dan usaha kecil. Kenaikan harga BBM jelas memberikan pukulan bagi UMKM melalui
kenaikan biaya produksi baik secara langsung yaitu kenaikan harga bahan bakar, maupun tidak langsung
melalui cost-push inflation harga bahan baku lainnya. Selain itu, keuntungan juga menurun akibat
- kenaikan harga BBM yang juga dipengaruhi oleh menurunnya omset akibat menurunnya daya beli
masyarakat. .
- Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak yang cukup _

besar bagi perekonomian dan masyarakat. Hal ini berimplikasi pada penerapan kebijakan yang tidak - -
 bisa digeneralisir bagi setiap sektor. Kebijakan yang diterapkan dapat terbagi atas dua jenis, yaitu - -
kebijakan yang terkait langsung dengan kenaikan harga BBM dan kebijakan yang terkait dengan sektor - .
itu sendiri. Kebijakan BBM diarahkan pada upaya untuk memperlunak dampak kenaikan harga BBM-
~dan upaya untuk menurunkan tingkat ketergantungan akan bahan bakar fosil. Kebijakan sektoral lebih. .
* diarahkan pada upaya untuk membangun mitigation scheme yang sesuai dan efektifbagi sektor tersebut
sehingga kebijakan tidak bisa digeneralisir tergantung pada karakteristik sektor. Kebijakan ini akan
lebih tepat sasaran dibandingkan kebij akan umum seperti subsidi BBM dalam meningkatkan
keseJ ahteraan masyarakat
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Abstract

This study aims to: (1) analyze economic sectors suitable for the bases of economic growth in
- Sleman regency, (2) analyze the hierarchy of the centers of economic activities and social service

in Sleman regency, (3) propose the guideline for the economic development of every area in the '
regency. This study was mainly based on document analysis covering data of Product Domestic
Regional Bruto in Sleman regency and in DIY province, and data from Product Domestic Bruto
Indonesia. In addition, this study was also supported by data on economic and social facilities in -
Sleman regency, which were the secondary data published by Central Bureau of Statistic 'in DIy

' province.

The economy of Sleman was developed based on two analyses, namely Location Quotient (LQ)
analysis and scalogram analysis. LQ analysis was employed to determine the economic sectors
* suitable for the bases of economic growth. Scalogram analysis was carried out to decide the
hierarchy of the centers of economic and social activities in every area. Economic sectors which
* were able to become the bases of economic growth were agricultural sector, especially in fish farm,
processing industry sector, infrastructure sector, marketing sector, covering hotels and restau-
rants, and financial sector. Areas which became the centers of economic and social activities were
kecamatan Depok with kecamatan Mlati and Ngemplak as the sub developers, Berbah and.
Cangkrgan were areas with the lowest hierarchy.
It was found out that the priority of the economic development in Sleman regency covered the
development of infrastructure, agricultural business, marketing area; and processing industry.
.The areas whose infrastructure needed to be given priority and to be developed were kecamatan
B Moyudan, Cangkringan, and Berbah. The development of agrzcultural business should be located
~in kecamatan Ngemplak and Ngaglik. Kecamatan Depok was potential for marketing area and
kecamatan Sleman could be developed into area for processing industry. -

Key-words: the bases of economic growth, hierarchy of areas, planning

I. PENDAHULUAN

. Pengembangan wilayah (regional development) secara terpadu melalui penyusunan rencanatata -
ruang pada dasarnya ditujukan pada pemecahan masalah ketimpangan kesejahteraan dan pertumbuhan

ekonomi wilayah. Adanya perbedaan antar daerah dalam suatu wilayah, baik alamiah maupun buatan,

" menyebabkan adanya perbedaan dalam peluang untuk tumbuh dan berkembang,. Perbedaan tersebut

' " Dosen Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta. Alumnus Jurusan IESP UGM dan Prodi IESP Program Paca Sarjana'
UGM. Pada saat ini sebgai Ketua Jurusan I'mu Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta. Bidang yang diminati adalah : Perdagangan -
Inte_rnasional dan Perekonomian Indonesia. : . S
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telah mendorong terciptanya kecenderungan bagi penduduk dalam aktifitas sosial-ekonomihya
mengelompok atau beraglomerasi pada daerah-daerah tertentu yang merupakan daerah-daerah pusat

’kegiatan ekonomi dan sosial pada suatu wilayah.

"~ Guna pengembangan suatu wilayah, perlu pembagian wilayah ke dalam beberapa wilayah yang

* lebih kecil (wilayah pengaruhnya), masing-masing dengan pusat pertumbuhannya. Ada beberapa alasan

mengapa konsep pengembangan wilayah melalui pusat-pusat pertumbuhan sangat menarik sebagai
suatu sarana kebijaksanaan.

1. Aglomerasi cenderung menjadi suatu cara yang sangat efisien untuk memmbuH<an perkembangan

wilayah.

2. - Dari segi anggaran belanja negara/daerah pemusatan investasi pada titiktitik pettumbuhan terténtu

- adalah lebih murah daripada pemberian bantuan besar—besaran kepada daerah-daerah yang besar.
3, -Spread effect yang ditimbulkan oleh titik pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan— . -
persoalan yang dialami oleh daerah—daerah yang sedang merosot.

' Berdasarkan uraian di atas, perlu dikaji konsep pembangunan yang tidak hanya terkonsentrasi-

. pada satu pusat pertumbuhan yang sudah ada, akan tetapi pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. -
‘yang baru. Dua hal penting yang dijadikan sebagai dasar perencanaan, yaitu potensi sektoral dan

potensi wilayah. Pada kenyataanya selalu terdapat disparitas baik secara sektoral maupun kewilayahan.

- Pengembangan perekonomian Kabupaten Sleman menarik dikaji mengingat Kabupaten Sleman
memiliki persentase kontribusi paling tinggi dalam pembentukan PDRB Provinsi yaitu sebesar 30,00%.
Disamping itu, selama beberapa tahun terakhir beberapa kecamatan di wilayah ini yang berbatasan
langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta telah mendapat imbas pekembangan Kota Yogyakarta. =

- Analisis terhadap potensi sektoral dan potensi wilayah guna menyususun perencanaan Kabupaten Sleman '

relevan untuk dilakukan.
Atas dasar latar belakang di atas, dan merujuk pada judul penelitan, maka secara rinci tujuan -
penelitian ini adalah:

1) Menganalisis potensi sektor-sektor ekonomi yang layak untuk dijadikan ba515 pertumbuhan di

- Kabupaten Sleman.

~ 2) 'Menganalisis hirarki pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sleman.

3) - Menganalisis perencanaan pengembangan ekonomi dan wilayah di Kabupaten Sleman.

II. STUDI TERKAIT
' Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan_masyarakatnya:

mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, kemudian membentuk suatu pola kemitraan antara - - |

pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).
Agar mendapat hasil yang baik, proses tersebut perlu dilakukan melalui perencanaan dan pengendahan
yang memadai.

H1rschman (1958) menyatakan karena poten51 sumberdaya yang tidak seragam dan tldak merata

- antara region satu dengan region lainnya maka region-region dalam sebuah negara akan tumbuh tidak
~ sama dan tidak seragam. Ketidak seragaman tersebut menyebabkan terjadinya disparitas wilayah,

dan apabila dibiarkan dalam jangka panjang akan memunculkan masalah sosial yang serius. .
Didalam pengembangan ekonomi terdapat Teori Spread-Backwash Effects, yaitu teori yang

- memusatkan ekspansi ekonomi di suatu daerah yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti kondisi dan

situasi yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Pengembangan wilayah melalui pembangunan di -

. daerah antara pusat pemerintah daerah tingkat I dengan tingkat II dengan kecamatan dan seterusnya

harus memperhatikan masalah dan potensi yang ada (Badrudin, 1999).
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Baiquni (1993) mengidentifikasi ada tiga pihak yang terkait dengan erat dalam perencanaan, yaitu
politisi, perencanaan, administratur yang masing-masing memiliki karakter dan argumenta51 dalam
mengelolatugas dan fungsinya.

“ The treeleading parts in planning are: the politicion, the planner, the administrator. Each
“of this trio may play his role quate reasonably, by his own light, the outcome is often
nonetheless quite irrational, because of basic difference in the ways they approach their
Jjoint task, due to differences in the education and experience which have moulded them”
(Seers, D. and Faber, M. 1972:20)

Masalah kesenjangan sosial berupa kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah berupa
keterbelakangan, masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan regional Indonesia. Masalah
 kemiskinan dan keterbelakangan menjadi kronis karena kekeliruan kebijakan pembangunan nasional
yang dipilih. “ People is poor, because of poor policy” ketika hal itu diturunkan ke perencanaan
pembangunan maka terjadi ketersesatan dalam implementasinya.
Otonomi daerah disamping lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat juga menimbulkan -
dorongan yang lebih kuat bagi daerah untuk mandiri. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya tidak
. 'lepasdari konsep dan pandangan tentang pembangunan berkelanjutan. Konsep dan implementasi
pembangunan sangat beragam atau bervariasi yang dipengaruhi kondisi pembangunan maupun
kepentingan suatu negara dan kelompok tertentu seperti jaringan bisnis dan komunitas lokal. Akan
tetapi pada dasarnya ada satu masalah lingkungan yang harus diperhatikan. Colby (1990) menegaskan
~ bahwa kegiatan pembangunan, baik itu ekonomi maupun sosial budaya, merupakan hubungan atau

- interaksi antar manusia dengan lingkungan sekitarnya.

. Padakenyataanya selalu terjadi kontradiksi, disatu sisi kebutuhan dan pemanfaatan sumberdaya
alam, selalu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan dorongan mencapai kemétjuan,
~ disisi lain terjadi kemerosotan sumberdaya dan lingkungan sebagai akibat penggunaan sumberdaya -
alam secara berlebihan ( Sutikno, 1982 ).Hubungan semacam itu terjadi pada berbagai tingkatan dalam
~ suatu ekosistem yang kompleks dan beragam, sehingga menghasilkan fenomena yang bermacam —
macam.

‘Sebagaimana keragaman hubungan dan fenomena yang d1has1]kannya, para ahli memiliki keragaman
- pandangan mengenai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam
laporan Our Common Future atau dikenal dengan Brundtland Report, sebagai pembangunan yang'
memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang _

“ Sustainable development is the development that meets the needs of the present without com-

promlsmg the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987 : §) -

Perbedaan pandangan dan praksis yang dilakukan berkaitan dengan isu pembangunan dan lingkungan
telah berlangsung lama dan melibatkan banyak orang. Dalam perkembangannya, Pembangunan
Berkelanjutan didefinisikan dalam buku Caring for the Earth sebagai : ” Upaya peningkatan mutu
kehidupan manusia sebatas kemampuan daya dukung ekosistem” (IUCN, UNEP and WWF, 1991: 10).

Purwiyanta (2007), telah melakukan kajian terhadap pengembangan Wilayah di DIY. Kesimpulan
dari kajian tersebut adalah bahwa arah pengembangan ekonomi dan wilayah di Provinsi Daerah Istimewa
~ Yogyakarta diprioritaskan pada pada penambahan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang terbelakang
gunamendukung pengembangan ekonomi dan wilayahnya. Sedangkan sektor-sektor yang diprioritéskan
~ untuk dikembangkan di daerah adalah sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang besar terhadap
PDRB dan merupakan sektor basis. Dengan demikian diharapkan sektor-sektor perekonomian yang
~‘ada dapat berkembang dan meningkatkan perekonomian daerah masing-masing kabupaten dan
kecamatan, dan selanjutnya dapat memecahkan masalah ketimpangan sektor-sektor perekonomian
. dan wilayah yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. '
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" IIL. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber diantaranya Badan
Pusat Statistik Provinsi DIY, dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. Data yang digunakan
meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, data PDRB masing-
masing kecamatan di Kabupaten Sleman, data PDRB dan Provinsi DIY, data fasilitas sosial ekonomi

yang ada di Kabupaten Sleman, dan Data PDB Indonesia.

' Indikator-indikator ekonomi dan sosial pada masing-masing kecamatan dlgunakan sebagai dasar
untuk pemetaan permasalahan pembangunan yang dihadapi pada wilayah tersebut. Alat analisis yang
digunakan untuk pemetaan permasalahan pembangunan tersebut dibatasi hanya dua alat anahs1s saja,

“yaitu analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Skalogram. '

Analisis Location Quotient (LQ) mengukur konsentrasi kegiatan ekonomi (sektoral/industri) dalam

. suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan perahan

(sektoral/industri) yang sama dalam perekonomian regional atau nasional (Widodo, 2006). Pada

penelitian ini, analisis nilai LQ sektoral Kabupaten Sleman dilakukan dengan daerah referensi Provinsi

DIY dan Nasional. Nilai LQ masing-masing kecamatan di Kabupaten Sleman dengan daerah referensi

Kabupaten Sleman Formula untuk nilai Location Qoutien adalah: '

Vik
: ' Vk
LQ =Hp

ik ‘- ///I’g
Keterangan : Fik = Nilai output sektor idi daerah k

- Vk = Nilai output seluruh sektor (PDRB) di daerah k
Vip = Nilai output sektor i di daerah referensi p

Vp = Nilai output seluruh sektor (PDRB/PDB) di daerah referensi p

- Hasil perhitungan LQ, nilainya merupakan bilangan lebih besar dari angka 1 (>1) maupun dapat
. juga suatu bilangan yang nilainya lebih kecil dari 1 (<1). Apabila hasil perhitungan didapat nilai LQ >1 -
artinya laju pertumbuhan sektoridi daerahk adalah lebih besar dengan laju pertumbuhan sektor yang -
“sama dalam perekonomian daerah referensi. Sebaliknya apabila nilai LQ <1 hal ini berarti laju - -
pertumbuhan sektor i di daerah k adalah leblh kecil dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam
* perekonomian daerah referensi. _
. Alatanalis kedua yang digunkan pada penelitian ini adalah analisis skalogram. Skalogram merupakan .
metode yang paling sederhana dalam analisis fingsi wilayah (Bratakusumah, 2004). Analisis ini bertujuan
untuk menganalisis fungsi-fingsi pelayanan yang tersebar di daerah perencanaan, dalam kaitannya dengan -
, berbaga1 aktifitas penduduk/masyarakat dalam memanfaatkan fasiliatas-fasilitas tersebut. Melalui analisis-

mlakandlketahul tmgkatkeseunbanganantarapusat—pusatpelayananyangadadengand1stnbus1 penduduk: -

“di suatu daerah. Apakah ada penumpukan fasilitas pelayanan di wilayah-wilayah tertentu atau sudah
tersebar secara merata. Hasil dari analisis skalogram adalah hirarki pusat-pusat pelayanan sosial dan
ekonomi di wilayah perencanaan. ‘

Perencanaan pengembangan ekonomi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sleman
dllakukan dengan melakukan pemetaan hasil analisis LQ dan hasil analisis skalogram, sehingga terbentuk
suatu perencanaan pengembangan ekonomi. Titik berat perencanaan atas dua hal tersebut adalah -

- pada sektor ekonomi yang perlu dikembangkan dan memberi dampak pertumbuhan, fasilitas yang '-

diperlukan agar dapat berkembang, dan aspek keadilan antar kecamatan. :

46



Analisis Location Quotient Dan Skalogram sebagai Dasar Pengembangan Perekonomian
: Purwiyanta -

" IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4 1. Analisis Location Quotien

Rangkuman terhadap analisis LQ masing-masing sektor pembentuk PDRB Kabupaten Sleman
disajikan pada Tabel 1. Dengan merujuk Provinsi DIY sebagai sebagai daerah referensi terdapat beberapa
sektor yang nilainya lebih besar satu, yaitu sektor industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel, -

" - danrestoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-saja. Apabila merujuk pada

sektor-sektor ekonomi nasional sebagai referensi, didapati sektor-sektor yang nilai LQ-nya lebih besar
dari satu, yaitu: sektor pertanian,; listrik gas & air bersih; bangunan; perdagangan hotel dan restoran;
- jasakeuangan persewaan & jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. :

Tabel 1 : Nilai Rata-Rata L.Q Sektoral Kabupaten Sleman, 2001-2006

'Lz_lpangan Usaha o Nilai LQ, dengan Referensi Nilai LQ, dengan Referensi
: Provinsi DIY Nasional
1. Pertanian ' ' | | 0.92 1.20
2. Pertambangan dan penggln 0.07 ‘ 0.04
3. Industri pengolahan 1.11 0.60
4.. Listrik, gas&air bersih _ 0.95 - - 1.27
-5. Bangunan _ 1.18 1.60
6. Perdag, hotel & restoran 1.10 1.29
7.. Pengangkutan & komunikasi ' 0.57 ' 0.97
8. Keuangan,persew&jsperush . 1.09 1.12
0. Jasajasa ' | . 104 198

* . Sumber: BPS provinsi DIY, Diolah

Sektor perekonomian di Kabupaten Sleman dengan nilai LQ lebih besar dari satu (baik dengan

" PDRB provinsi sebagai referensi maupun PDB nasional sebagai referensi) adalah sektor bangunan;

- perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, persewaan, & jasa perusahaan; dan sektorjasa-jasa.
- Sektor pertanian,; listrik, gas, & air bersih, nilai nilai LQ-nyakurang dari satu (dengan referensi PDRB

provinsi), akan tetapi apabila digunakan referensi PDB nasional nilai LQ-nya lebih besar dari satu.-

Oleh karena itu sektor-sektor tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sektor yang dlperhltungkan

sebaga1 basis pertumbuhan pada perencanaan pengembangan kabupaten ini. _

~ Sektor industri pengolahan nilai LQ-nya lebih besar satu (referensi PDRB provinsi DIY) dan LQ

. “kurang dari satu (referensi PDB nasional). Sektor pertambangan, penggalian; dan sektor pengangkutan

* dan komunikasi. Kedua sektor ini keduanya nilai LQ-nya kurang dari satu, baik dengan menggunakan

- referensi PDRB provinsi maupun dengan menggunakan referensi PDB nasional. ,

Dari perhitungan LQ masing-masing kecamatan di Kabupaten Sleman dlsaj ikan rangkuman sektor/
- sub-sektor yang nilai LQ-nya lebih besar dari satu (Tabel.2) dan merupakan pusat-pusat pertumbuhan
* padamasing-masing kecamatan. Sektor/sub-sektor tersebut diperhitungkan sebagai basis pertumbuhan

~* pada penyusunan pengembangan perekonomian pada tingkat kecamatan.

© Darianalisis Nilai LQ Kabupaten Sleman, sektor pertanian layak dipertimbangkan sebagai baSlS :
~ pertumbuhan Kabupaten Sleman. Analisis LQ pada masing-masing kecamatan diketahui basis -
- pertumbuhan dari sektor pertanian adalah sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor
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1. | Moyudan Perikanan, imdusti pengolahan, air bersih, perdaganan,
' pengangkutan, LK bukan Bank, jasa swasta.
2} Minggir Tanaman pangan, perikanan, perdagangan, industri pengalahan
' - air bersih, Lk non bank, jusa swata,
3 | Seyegan Tenaman pangan dan perikanan, industri pengolalian, air bemh
o o ' restoran, jasa keuangan.
4 | Godean - Temaman pangan, pcmmb&ng,an, industri pengolahan, air bemh
- - - air bersth, purdagangan LK, jasa swata, .
5 Gamping - Tanaman pangan, air bersih, bangunan, perdagangan, restoran,
- perdagangan, bank, jass swasta,
16 Miati Perikanan, indutri pengolahan, air bersih, perdagangan, remran,
o - komunikasi, bank dan LK, jasa perusahaan, swata
17 | Depok | LGA, hotel dan restoran, knmenikasi, LK, josa perusahaan,
2 jana-jasa,
& | Berbzah - Tanaman pangan, pertambangan, mdustn pengolaban, listrik,
_ | bangunan, restoran, swata. .
9 | Prambanan Tanaman pangan, air bersih,bangunan, perdagangan dan
o restoran, restoran, pengangkutan, bank dan LK, swata
10 ! Kalason - Tanaman pangan, air bersih, restoran, pengangkutan, bank, sewa |
‘ bangunan, jasa perusahaan swasta. :
11 | Ngemplak - Tansman pangan, perikanan, pcst.ambangﬂn, air bersih,
perdagangan dan retoran, pengangkutan, bank, swata,
12 | Ngaglik | Tanaman pangan, industri pengolahan, air bersih, bangunan,
pedagangan & rest, komunikasi, bank dan LK, jasa pcmbdhaan,
S ' dan swasta,
13 | Sleman Tanaman pangan, industri peng, air bersih, perdagngan & rest,
_ o - komunikasi, Bank dan LK, pemerintaban
14 | Tempel - Tanaman pertanian, pertambangan, industri pengolaban, air
_ ' - bersih, perdagangan, pengangkukan, bank &LK, swasta
1§ | Tun - Pertanian, air beesih, pengangkumn bank dan LK, swasta
116 | Pakem - Pertanian, pertambangan, air bersih, banguuan hotel,

1 1"7 Caﬁgkringan : ' Pertanian, periambangan, LGA, banginan, perdagangan dan

Prosiding Simposium Nasional Hasil Riset Ekonomi dan Bisnis
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) 2008

i p'erika'nan.' Pertanian tanaman pangan layak dikembangkan di kecamatan Minggir, Seyegan, Godean,’
~ Gamping, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Turi, Pakem, Tempel, dan

Cangkringan. Sub sektor perikanan layak dikembangkan di Kecamatan Moyudan Mmgglr Seyegan,
Mlati, Ngemplak, dan Cangkringan.

“Tabel 2: Basis-basis Pertumbuhan pada Masing-masing Kecamatan
Di Kabupaten Sleman, Berdasarkan Perhitungan LQ

No | Kecamatan , Sektor/sub sektor Basis Pertumbuhan

- kurmunikasi, bank dan LK, swasta

' restoran, pengangkutan, Lk non bank, swasta

Sumber : Kantor BPS Sleman, diolah

 ‘Analisis LQ Kabupaten merekomendasikan bahwa sektor pertambangan secara umum tidak

. dapat dijadikan basis pertumbuhan bagi Kabupaten Sleman. Akan tetapi pada tingkat analisis LQ. -

kecamatan, sektor pertambangan dapat dijadikan basis pertumbuhan untuk Kecamatan Godean, Tempel,
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Pekem, dan Cangkringan (Tabel 2). Demikian halnya dengan industri pengolahan, dapat dij adikaﬁ

.bas1spertumbuhanKecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean, Berbah, Ngaglik, Sleman, dan

Tempel. Air bersih juga dapat dijadikan basis pertumbuhan di hampir seluruh kecamatan di Kabupeten
Sleman, kecuali Kecamatan Depok dan kecamatan Berbah.

Sektor bangunan dapat dijadikan basis pertumbuhan Kabupaten Sleman. Kecamatan yang
merupakan basis pertumbuhan sektor bangunan adalah Kecamatan Gamping, Berbah, Prambanan,

- Ngaglik, Pakem, dan Cangkringan. Demikian halnya dengan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
. dapat dijadikan basis pertumbuhan kabupaten. Perdagangan besar dan eceran dapat dikembangkan

di hampir semua kecamatan, kecuali Kecamatan Seyegan, dan Pakem. Hotel dapat dijadikan basis
pertumbuhan pada Kecamatan Depok, Ngaglik, Pakem, dan Cangkringan. Restoran dapat dijadikan

. basis pertumbuhan Kecamatan Seyegan, Gamplng, Milati, Depok Berbah, Prambanan, Kalasan . |
Ngemplak, Sleman, dan Cangkringan.

Pengangkutan dan Komunikasi secara keseluruhan bukan merupakan sektor yang dapat dijadikan
basis pertumbuhan Kabupaten Sleman. Analisis LQ pada masing-masing kecamatan didapati sektor ini
dapat dijadikan basis pertumbuhan pada beberapa kecamatan. Sub-sektor pengangkutan dapat dijadikan

" basis pertumbuhan beberapa kecamatan di Sleman barat, seperti Kecamatan Moyudan, Godean,

Tempel. Sub-sektor Komunikasi dapat dijadikan sebagai basis pertumbuhan Kecamatan Mlati, Depok, |
Kalasan, Ngaglik, dan Sleman. _
Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan merupakan sektor basis pertumbuhan di Kabupeten

, Sleman Sub-sektor Bank dan Lembaga keuangan layak dijadikan basis pertumbuhan semua kecamatan

yang ada di kabupaten ini. Sewa bangunan dapat dijadikan basis pertumbuhan kecamatan Kalasan,
Ngemplak, dan Tempel. Jasa perusahaan dapat dijadikan basis pertumbuhan di Kecamatan Gamping,

- Mlati, Depok, Kalasan, dan Ngaglik.

Sektor jasa-jasa, khususnya sub-sektor jasa-jasa swasta juga merupakan sektor basis pertumbuhan
hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaketen Sleman, kecuali kecamatan Sleman. Secaraumum

. sub-sektor jasa-jasa swata meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, jasa

perorangan dan rumah tangga. Sub-sektor Jasapemermtahan umum dapat dijadikan basis pertumbuhan -
Kecamatan Sleman, dan Depok.

4.2, Analisis Skalogram

Fungsi-fungsi pelayanan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sleman yang diaria_lisis
pada penelitian ini meliputi : pendidikan (SD, SLTP, SLTA), keschatan (Rumah Sakit, Puskesmas,

~ Posyandu), tempat ibadah, dan fasilitas perekonomian (pasar, pertokoan, industri besar, industri keci/

menengah, dan hotel). Matrik yang menggambarkan jumlah fasilitas sosial yang dimiliki masing-masing
kecamatan di Kabupaten Sleman disajikan pada Tabel 3 (terlampir). Hirarki pusat pelayanan semata-
mata didasarkan pada jumlah fasilitas pelayanan pada masing-masing kecamatan.
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‘Dari Tabel 3 diketahui Kecamatan Depok merupakan pusat kegiatan ekonomi dan sosial di
Kabupaten Sleman, dengan sub-pengembangan di Kecamatan Gamping, Mlati, Kalasan, dan
Ngemplak. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan Hirarki I dengan jumlah fasilitas
pelayanan sosial ekonomi paling banyak. Kecamatan yang termasuk Hirarki Il dengan jumlah fasilitas
. pelayanan kategori sedang adalah Kecamatan Godean, Prambanan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman,
Tempel, dan Pakem. Sedangkan Kecamatan Moyudan, Minggir, Turi, Berbah, Seyegan, dan
Cangkringan merupakan wilayah dengan hirarki paling rendah (Hirarki III).

- 4.3. Perencanaan Pengembangan Ekonoml Kabupaten Sleman.

Berdasarkan analisis LQ, dan analisis Skalogram di atas dapat dirangkum beberapa pokok-
pokok pemikiran akan digunakan sebagai dasar perencanaan pengembangan Ekonomi Kabupaten .
Sleman. Pokok-pokok pemikiran tersebut adalah: _
- 1. Dibandingkan dengan rata-rata nasional, sektor pertanian di Kabupaten Sleman masih dapat

dijadikan basis pertumbuhan. Pertanian tanaman pangan dapat dikembangkan di Kecamatan
- Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean, Berbah, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, dan Tempel.
2. Sektor pertambangan di Kabupaten Sleman tidak dapat dijadikan basis pertumbuhan di Kabupaten
" Sleman. Analisis LQ pada masing-masing kecamatan, sub sektor penggalian dapat duadnkan ba515
pertumbuhan pada beberapakecamatan
3. -Sektor industri pengolahan bahkan dapat dijadikan prioritas pengembangan ekonomi pada beberapa
- kecamatan.
4, Sektor listrik, gas dan air bersih bukan merupakan basis pertumbuhan
5. Sektor bangunan merupakan basis pertumbuhan. Sektor bangunan dapat dlkembangkan d1
Kecamatan Gamping, Berbah, Prambanan, Ngaglik dan Cangkringan. :

_ 6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga merupakan sektor basis. Sektor ini dapat dl] adlkan
basis pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, Prambanan, Kalasan dan
Ngemplak.

7. Sektor pengangkutan dan komumkas1 bukan merupakan basis pertumbuhan

Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dapat dijadikan basis.

9. Sektor jasa-jasa dapat dijadikan basis pertumbuhan perekonomian.

o0

- Atas dasar beberapa hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan sebaran infrastruktur, .
disusun peta pengembangan perekonomian Kabupaten Sleman seperti pada Gambar 1. Peta
~ pengembangan perekonomian tersebut berupaya mewujutkan keseimbangan tata ruang serta pemerataan

pusat-pusat pertumbuhan. Pengembangan perekonomian Kabupaten Sleman akan lebih baik apabila
dilakukan melalui pusat-pusat pengembangan, yang mencakup pusat pengembangan agrlblsms pusat
* pengembangan industri pengolahan, dan pusat pengembangan perdagangan.

- Pengembangan sektor pertanian sebaiknya diupayakan pada daerah-daerah hiraki IT1 dengan pusat
bisnis pertaniannya (pusat agribisnis) berada Kecamatan Ngemplak dan Ngaglik. Sentra industri
pengolahan sebaiknya berada pada Kecamatan Sleman mengingat tingkat kelengkapan infrastruktur

.dan kemampuan masyarakatnya. Sedangkan Kecamatan Depok adalah daerah yang tepat untuk
B digunakan sebagai sentra perdagangan. :
' Atas dasar keselmbangan sarana ekonomi dan sosial terdapat tiga kecamatan yang perlu
mendapat prioritas pembangunan infrastruktur, yaitu Kecamatan Berbah, Kecamatan Moyudan, dan
~ Kecamatan Cangkringan. TigaKecamatan tersebut secara kebelulan berada di daerah perbatasan
* dengan wilayah kabupaten lainnya. :
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Atas dasar dua analisis (LQ dan skalogram) dapat pula dilakukan derifasi perencahaan

. pengembangan perekonomian sampai pada wilayah kecamatan. Rangkuman atas arah pengembangan

masing-masing kecamatan seperti yang tersaji pada Tabel 4 (Lampiran).

Tabel 4 : Perencanaan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah Kabupaten Sleman

“PDRE

- Peedagangnn, Hotel &
Restorag
- Penganphusan. & Keamcmikasi

"N Kecamatar | Jumiah Sektor Basiz Arah Pengembangan
' Penduduk { per kapita Pertumbuhan '
(Ribu
: . Fupiah)
b | Mowidan 331412 | M3 ] - Perciddan £ Porbaiban & Pagadamy Tafiastokie
) - Industri Pempgodaban 2. Prioritus pengembangan ekosvani ;
~ XA Perikanan, industi pengoluhan, st bersth,
- Bengsmphuan & Koninpikesi perdoganan, pengntpkutin, LK bukan Bark,
o8 swastn.
X | Mnggir 332 3753 | - Peaan £ Priortias peogensbasgan ekoaoni ¢
. . - Ininsiri Peagodulsan: Tanasnan. pangan, perikaam, perdogangan,
« LA sdustry pengolshan, ais bersih, Lk non bank,
Juss swaln
- 3] Seyeysn $454% 4799 | - Partaniinn ¥, Prinritas pengensisugan ehoanomi :
. - LGA Banagsait pangun dan pesikamn, indusstr
L - Keunngan, Sewd, Jm pengokshan, air bersily, restoran, jass kevangan.
Penusahunm, :
4 | Gedenis (TR AR | - Phetanidn B, Prioritas pesgennbuigan ekonint 3
- Penvamobangan Tananny pangae, perambapgan, industri
= Todustri Pengedahan peagolabian, wir beesih, air bersih,
- LiGA pordagargn, LR, jasa swied.
] - Pengrighubin & Komunikas .
¥ § Gamplog 26818 316 | - LGA 8. Pricvitns peogeybongnn chammi ;
: = Bunprmat Tamumts pangsin, ait bersdh, basgungn,
- Perdaganpan, Hotel & perdagangan, reshorag, pesdognnpan, bank,
Bestomn Jusu swnsin.
- Ponsangkuian & Kosnundkast :
f M&ﬁ W4 4513 | -LGA & Trioriias pengeabangan el ¢
» Perdigangnn, Hotel & Priikanan, indutr pengolobans, pir beesth,
Restaran pwdngnawm, retosan, kosmarikosi, bank dun.
S - Reuangais, Sews, Jasa LE., jasa perasatesar, swaa
" Progsehang
7 - | Papok 180343 4907 | «LGA. ‘ b, Prinritus pusgemsbangan chonom |
: » Perdagangan, Howel & LGa, bl das vestoran, kaonanikas, LR
Resioran joso pmnsa}mm, Jasa-gasy,
» Jasnsjusa 2. Senirn Perdagnogmn
. — . 1. Dikensbanghan pasar vang Tebil besge & bail
& ] Berbah 41536 5100 | - Pertanian b, Porbaikan & Pongadaan Infrastrukiar
» Pertambangun . Prineitay prergembangan ehenem ;
- Tndustri Peaygedalsn T agan pangat, pertambangan, industri
- LGA penzolebian, listrik, bangunun, v, swalk,
« Bongrman
~ Kynangan, Sewa, Jasg
N N R ... e e
b %} Pracokaoae 47055 4961 | « Pertaninn E. Prinritns peogemibongan ¢honomi ;
- LGA Tanamims patgan, aie hersil bangeaan,
- Bongmssn perdngnngan dor restoradt, TREODDR,
» Perdngamgun, Hurel & pengongkitng, bk dan LK, swui
: — | Resioran
10 | Kalusun 662 4863 | - Pertanian k. Prinritos pmagmbangmn kel ¢
: - LGA Tmmnnm pangnm, air bewsih, restoran,
« Perdagangae, Hotel & pengarighutar, bard, sewa binguran, gase
Beostorus perusbann swosta,
“= Pengangkstmn & Komsnibesi ’
« Kenangan, Sewa, Jasa
‘, Perusshun : -
1E T Npemphik 53102 £T70 1 - Pertaning, 1, Prioritus pengembangn choomi 3
o - Pertambangan Tareaman paigac, peeikamin, petignbengan,
~DGA alr borsily, perdnpangan don rewan,

pengangksing, bunk, swatz.
1, Rentry Pengembangan sokioe pestania
3, Dikcabengkan Agrobisais
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Purw1yanta
12 | Ngaghk 8aRar 119 | - Feraninn T ——
= Inddustri ?mgﬂinlmt Tanaman: pangan, industri pengolahon, air
» LA berath, banguoien, pedopas i & sk,
- Bupgunan kool bank dan LK, fass pc:rus&hama,
dan swasts.
Z. Seviten Pengendbangsn sekior pertazian
3. Dikerbanghan Agyobisnis
13 | Sieman L 133 | - Inclustrd Pengodalan £, Priorkias peogembangnn ckomumi s
: « Jaguxjusa Fansarenn pangie, indusia peogg, nir bersih,
- perdugngan & rest, kogsunikase, Exmk dan LE;
pesmeriniahan
2. Sentra Industrf Pengalahan
1% | Tempet S0197 5132 | - Penanion k. Pricritas pengebangan chonomi : _
« Pertambamigin Tandrmpn, perbamian, pertambamga dusi
~ bt Pragolals pengelahay, air beesih, pentapangun,
- LGA pengangkukun, baok &LK, swastn -
~ Keunnigas, Bewa, Jasn .
Perusahman
13 | Tart 331 5100 | - Pertandan k. Priorites pengeambangan chonomi ;
Pertunian, uir bersih, peoguaghstan, bank din
LX, swasta,
15 | Pokem - FE90F 7830 | - Peeianing £, Pricirits pengembang ckotmi ; :
- Pertanibamgan Bertanlan, pertarnbangan, akr bersib, bangusan,
-LGA hesbels knnoriikasi, bank don LK, swasta
» Floaarom
17 ] Cangkringus 31 365 | « Pertantan t. Perbaikan & Perygulonn Intragtrukiur
- Pertsmbaingin L, Prisweitas peogenibangin ckonoimi ©
- LGA Pertanion, peetnmbangsn, LGA, tangusin,
~ Bargpunan prerdugaogmen slan netoesat, roem_ang&ulm |14
- non bank, swasla

mmwuam |
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§
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Gambar 1.Peta Perencanaan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah Kzibupate'n Sleman
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- V.PENUTUP

Dua alat analisis sederhana, LQ dan Skalogram, telah memberikan arahan perencanan

pengembangan ekonomi Kabupaten Sleman menuju pada terwujutnya tata ruang wilayah yang mampu .~

- mendukung pembangunan perekonomian masyarakat. Penulis menyadari bahwa analisis yang lebih
komprehensip akan memberikan hasil yang lebih optimal. Bagi para peneliti yang tertarik pada
* pengembangan wilayah atau perencanaan pembangunan dapat mengembangkan analisis menggunakan
analisis pola pemukiman, analisis indek sentralitas, analisis jarak dan kesempatan. Dapat pula memasukan o
metoda—metoda lain sebagai alat anahs1s seperti metoda-metodaZOOP.
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Abstrak

Secara umum ada lima hal penting yang dapat disimpulkan dari studi ini. Pertama, daya saing :
produk ekspor Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus merosot. Kedua, membangun
- state capacity di level makro yang kuat ternyata belumlah cukup membuat kinerja perekonomian
menjadi lebih baik jika upaya membangun state capacity di level mikro tidak dilakukan. Ketiga,
hingga saat ini kerangka pembentukan state capacity masih dilakukan secara parsial dan tambal
sulam. Pendekatan ini tentu saja menjadi kontra produkif bagi upaya untuk membangun daya
saing secara utuh dan dinamis. Keempat, secara spesifik terungkap dari beberapa industri yang
diteliti menunjukkan bahwa peningkatan daya saing lebih banyak dipengaruhui oleh faktor

" eksternal yaitu meningkatnya permintaan di pasar luar negeri. Kelima, pemerintah perlu lebih

progresif di dalam memperbaiki lingkungan bisnis dimana indikasinya terjadinya inefisiensi lebih
banyak berasal dari kegagalan pemerintah baik pusat dan daer alz dalam memberikan prakondisi
untuk berkembangya sektor riel.

" Kata Kunci: Industri nasional, Daya saing, Kebijakan industri

I PENDAHULUAN

Paska krisis ekonomi | 997/98, hal utama yang menjadi permasalahan yaitu masih relatif lambatnya-
" tingkat pertumbuhan ekonomi. Rendahnya angka pertumbuhan Indone51a lebih banyak disebabkan
oleh belum bekerjanya mesin investasi dan ekspor secara opt1ma1 Selama ini pertumbuhan masih lebih
banyak dipacu oleh konsumsi baik pemerintah dan swasta . Kurangnya kegiatan investasi lebih banyak
_-disebabkan oleh iklim investasi yang kurang mendukung serta relatif lambatnya kebijakan-kebijakan di
 sektor industri (USAID and SENADA report 2006). Hal senada juga dikemukakan oleh, Wengel dan
. Rodriguez (2006), bahwa, hamb-*~n masih terdapat dari sisi iklim usaha. Hingga sekarang biaya untuk
memulai ataupun menutup usaha di Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Cina,
. Vietnam, Malaysia, dan Thailand relatiflebih tinggi. Selanjutnya, cost of time yang timbul lebih banyak
 disebabkan oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Lebih jauh Thee (2006:7- -

" Tulisan ini merupakan sebagian dari hasil studi yang bertema ‘meningkatkan daya. saing perekonomian nasional ditengah

gejala deindustrialisasi’ yang didanai oleh Program Kompetitif LIPI Bidang X Sub Program ‘Otonomi Daerah, Konflik dan
Daya Saing’ tahun anggaran 2007.
Maxensius Tri Sambodo, Latif Adam dan Purwanto adalah peneliti di Pusat Penclltlan Ekonoml —Lembaga Ilmu Pengetahuan .
Indonesia dan Ahmad Helmy Fuady adalah peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia. M. T. Sambodo menempuh pendidikan S2 di Australian National University bidang yang diminati industri, energi
dan lingkungan. Latif Adam memperoleh gelar doktor dari School of Economic — University of Queensland bidang yang
ditekuni adalah industri dan perdagangan. Purwanto memperoleh gelar S2 dari School of Economics University of Queensland
" — Australia bidang yang tengah ditekuni yaitu industri, energi dan otonomi daerah. A.H. Fuady memperoleh gelar S2 dari
Australian National University — Canberra — Australia, bidang yang diminati yaitu pembangunan daerah, industri, dan
regionalisme. .
Basri dan Patunru (2000) juga menggarisbawahi akan lemahnya pertumbuhan sektor tradeable (pertanian dalam am luas,
pertambangan penggalian, dan manufaktur) dibandingkan dengan nontradeable.

< .
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8) mengemukakan lambatnya pertumbuhan industri manufaktur disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, produksi sub-sektor migas yang berjalan lambat karena rendahnya investasi pada sektor
tersebut. Kedua, turunnya kinerja industri non-migas khususnya industri tekstil, garmen, dan alas kaki
yang kesemuannya merupakan industri berorientasi ekspor dan padat karya. Demikian juga industri
pangan, minuman dan tembakau yang tingkat produksinya terus mengalami penurunan. Ketiga, industri-
industri yang berbasis sumber daya alam dimana Indonesia mempunyai keunggulan komparatif seperti

pangan, kayu olahan, dan mebel juga mengalami banyak kemunduran.

Temuan seputar lemahnya kinerja sektor manufaktur sebetulnya sudah muncul di awal tahun 2003

 yaitu ketika beberapa ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat — Fakultas Ekonomi Uni-

versitas Indonesia (LPEM-FEUI) seperti Dr Ari Kuncoro dan Dr. Chatib Basri melontarkan istilah
deindustrialisasi di Indonesia sedang ter_]adl Deindustrialisasi dicirikan oleh turunnya output dan
kesempatan kerja sektor manufaktur gCorden dan Neary, 1982). Argumen ini semakin kuat dengan
turunnya angka elastisitas tenaga kerja . Sebelum periode krisis hingga pertengahan tahun 1990-an,

untuk setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen maka tenaga kerja yang dapat terserap yaitu

. sekitar 400.000-500.000 orang (USAID and SENADA report 2006). Namun demikian sejak tahun'

2000, angka ini mengalami penurunan menjadi sekitar 250.000 orang (USAID and SENADA report
2006). Kondisi ini dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang
oleh sektor konsumsi yang tentu saja tidak berdampak besar pada penciptaan kesempatan kerja.
Kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Manning dan Reosad (2006: 167), yaitu kondisi pasar tenaga
kerja yang cenderung kaku (rigid). Kekakuan pasar tenaga kerja lebih banyak berasal dari sisi biaya

~ untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya untuk mencari . -
* tenagakerja. Kondisi pasar tenaga kerja yang kaku akan berdampak negatif pada sektor industri

khususnya industri yang padat tenaga kerja karena dalam kondisi demikian perusahaan akan mengarmbil
sikap untuk tidak terlalu banyak merekrut tenaga kerja baru terutama untuk diangkat menjadi tenaga
kerja tetap. Tulisan ini mengkaji secara mendalam akan empat permasalah berikut yaitu: (i) Bagaimana

' petadaya saing sektor industri? (ii) Apa faktor-faktor penentu daya saing baik pada tataran ekonomi
~ makro dan mikro? (iii) Bagaimana respon kebijakan baik pusat dan daerah terhadap kondisi daya

saing? (iv) Strategi apa yang dapat ditawarkan guna mendorong daya saing industri nasional?

II. STUDI TERKAIT |
Anas dan Soejachmoen (2006) mengkaji daya saing produk Indonesia di pasar Jepang uﬁtuk_

" komoditas tekstil dan produk tekstil. Mereka menemukan bahwa pangsa ekspor tekstil antara tahun

1996 hingga 2006 telah mengalami penurunan yaitu dari 10% menjadi 6%. Hal ini terutama disebakan -
oleh turunnya daya saing Indonesia. Faktor lain yang juga mempengaruhi turunnya pangsa ekspor yaitu
mulai jenuhnya permintaan tekstil ataupun pasar Jepang untuk tekstil telah mengalami pertumbuhan
negatif. Hal senada juga diungkapkan oleh Maidir (2006) yang mengaris bawahi beberapa faktor yang
mempengaruhi daya saing yaitu: rigiditas peraturan ketenagakerjaan, limitasi kapabilitas teknologi dan
pemasaran, serta kendala pada industri pendukung. Lebih jauh Maidir juga mengungkapkan bahwa
meningkatnya nilai ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat paska kuota dihapuskan lebih banyak
disebabkan oleh dikeluarkannya safeguard measures pada beberapa negara yang menjadi pesaing

ekspor Indonesia (seperti Cina) dibandingkan dengan peningkatan daya saing produk Indonesia.

' Secara sederhana deindustrilaisasi didefinisikan sebagai turunnya kontribusi sektor industri manufaktur dalam kaitannya -

terhadap produk domestik bruto (PDB), kesempatan kerja dan pendapatan (www.tutor2u.net, 2007). Deindustrialisasi

merupakan proses jangka panjang dari suatu perubahan struktural baik dalant komposisi produksi maupun dalam pergeseran - -

struktur pasar tenaga kerja (Www.tutor2u.net, 2007). Terdapat dua ukuran yang mengekspresikan deindustrialisasi yaitu

dalam besar absolut maupun relatif.

Yang dimaksud dengan angka elatisitas tenaga kerja yaitu jumlah angkatan kerja yang dapat tercipta untuk pertumbuhan - .
: ekonoml sebesar 1 (satu) persen. ‘ ‘
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'Selanjutnya negara yang akan mendapatkan keuntungan lebih besar dan dihapuskannya kuotaadalah

negara-negara yang selama ini telah mencapai kuota impor yang ditetapkan pada produk-produk

. utamanya dan negara-negara tersebut adalah Cina, India dan Pakistan. Demikian sebaliknya untuk

negara-negara yang masih jauh dari kuota impor akan mengalami kerugian terbesar dan posisi Indone-

sia masih belum mampu memenuhi kuota impor. '
Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Mangungsong dan Narjoko (2006) pada industri elektromk |

memperlihatkan bahwa efek daya saing selalu mendominasi analisis pertumbuhan ekspor Indonesia

- dari pendekatan constant market share/ CMS. Namun demikian secara agregat industri elektronik

mengalami penurunan daya saing terutama karena turunnya daya saing pada kelompok barang konsumsi
elektronik. Beberapa kelompok industri lainnya masih mampu bertahan dan berkinerja cukup baik

“ seperti komponen elektronik, komputer, dan telekomunikasi. Beberapa faktor diyakini telah
- mempengaruhi daya saing khususnya paska krisis ekonomi 1997/98 seperti: ukuran perusahaan,

kepemilikan, dan orientasi penjualan. Kajian Mangungsong dan Narjoko (2006) menyimpulkan orientasi
pasar ekspor dan kepemilikan asing sangat menentukan daya tahan industri elektronik dari pengaruh

krisis ekonomi. Selanjutnya mereka juga menekankan bahwa orientasi pasar domestik dan rendahnya
" investasi menjadi penyebab turunnya daya saing banyak perusahaan. Studi dengan menggunakan

pendekan CMS juga dilakukan oleh Sambodo (2004) dengan menganalisis faktor-faktor penentu

" pertumbuhan ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat, Jepang dan Singapura dalam kurun waktu

1962-2003 untuk semua digit dua produk ekspor Indonesia. Sambodo menyimpulkan bahwa liberalisasi -
dan deregulasi memberikan dampak positif terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia.

* Pengaruh sisi penawaran (competitiveness effect) sangat dominan di dalam mejelaskan perubahan

ekspor Indonesia di ketiga pasar tersebut. Hal yang perlu menjadi perhatian yaitu ada indikasi tefjadi -
kejenuhan di pasar Amerika dan Jepang sebetulnya merupakan refleksi dari kurang berhasil Indonesia

. dalam melakukan diversifikasi produk, dimana ekspor Indonesia belum mampu untuk mengikuti pola.
- perubahan permintaan khususnya di pasar Amerika Serikat. Dengan demikian perlu dilakukan’
. pembenahan dari sisi penawaran (supply side). Dalam jangka pendek pemerintah perlu lebih proaktlf

di dalam mencari pasar baru untuk produk ekspor. _
* Demikian juga Kuncoro (2006) menganalisis isu daya saing dan tiga subsektor industri manufaktur

" di Indonesia yaitu komponen kendaraan bermotor, garmen dan komputer. Lokasi studi dari penelitian
. tersebut yaitu Jakarta dan sekitarnya. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kematangan teknologi,

penelitian dan pengembangan belum menjadi faktor penting dalam mempengaruhi daya saing pada
industri tersebut. Hal ini tidak terlepas dari iklim berusaha yang belum kondusif seperti masih adanya -

penyeludupan barang, kebijakan pajak yang berbeda-beda, dan kebijakan tenaga kerja. Kuncoro
- (2006) menggaris bawahi dua hal yang pertu menjadi perhatian guna meningkatkan daya saing yaitu

perlunya masuk dalam jaringan usaha yang lebih besar untuk menembus pasar ekspor dan membuka
akses terhadap sumber daya finansial

Dengan memperhatikan beberapa studi daya saing maka dapat dltank beberapa hal pentmg berikut.
Pertama, daya saing bukanlah suatu pemahaman yang statis. Dinamika daya saing akan semakin berarti

. jikapelung untuk tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha baru dalam iklim usaha yang lebih kompetitif

terus diupayakan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan sistem entry dan exit -
perusahaan yang lebih fleksibel atau tercapainya efisiensi pasar. Kedua Kedua, daya saing dapat terus

- dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan melihat pada kondisi pasar ekspor. Dalam hal ini Indonesia

tidak bisa bertahan pada pasar ekspor yang sudah jenuh. Untuk itu diperlukan strategi dalam’

: mengembangkan produk pada pasar lainnya. Ketiga, safeguard measures yang diberikan pada negara

pesaing perlu dijadikan sebagai mementum guna meningkatkan kemampuan industri domestik dalam
merebut porsi pasar (imarket share). Keempat, upaya membangun daya saing usaha juga bergantung

" padakemampuan untuk masuk dalam jaringan pemasaran global. Dengan demikian Indonesia perlu
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lebih membuka diri bagi masuknya investor asing guna lebih mempercepat berkembangnya daya saing
industri nasional. Kelima, daya saing industri perlu dibangun atas basis Iptek yang kuat. Dengan demikian
enabling environment guna menjadikan iptek sebagai motor peningkatan daya saing nasional perlu
menjadi prioritas. '

: 111 METODE PENELITIAN

Dengan mempertimbangkan segala maka penelitian dilakukan pendekatan studi kasus. Pemilihan
" industri dilakukan dengan menggunakan tiga kriteria secara simultan yaitu: (i) Dengan melakukan analisis
_atasdaya saing yang dihitung dengan metode Revealed Comparative Advantage (RCA). (i) Dengan
melakukan analisis serapan tenaga kerja di tiap industri. (iii) Dengan melakukan analisis terhadap industri- . -
_ industri' yang memiliki rasio ekspor terhadap produksi di atas rata-rata industri. Dengan telah
teridentifikasinya kelompok mengalami kenaikan dan penurunan daya saing, selanjutnya berdasarkan
data direktori industri dipilih beberapa sebagai sampel perusahaan sebagai basis untuk analsis studi
kasus. Perusahaan-perusahaan yang diambil mewakili masing-masing kelompok industri yang telah _
terpilih sebelumnya yaitu usaha besar dan sedang6 . Pemilihan sampel perusahaan akan dilakukan secara
" random dan fokus pada kelompok industri manufaktur. Studi ini difokuskan pada sektor industri
* manufaktur di wilayah Jawa yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Dengan pertimbangan bahwa pulau Jawa masih menjadi pusat kegiatan sektor industri nasional. Data
yang dibutuhkan dalam studi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer akan dikumpulkan
dengan menggunakan metode wawancara mendalam dengan semua pemangku kepentingan di sektor
mdustn

- IV HASILDAN PEMBAHASAN

Pemilihan industri dengan menggunakan dua pendekatan faktor 1nterna1 dan eksternal yang
direfleksikan dengan tiga kriteria yaitu RCA, porsi serapan kerja dan intersitas ekspor, belum banyak
 dilakukan. Hasil analisis RCA menunjukkan bahwa Indenesia tengah mengalami penurunan daya saing
" baik dalam artian mutlak dan realtif. Secara mutlak terlihat selama periode pengamatan rata-rataindeks
* RCAmenunjukkan penurunan yang sangat besar. Secara relatifterlihat dari lebih banyak komoditas
yang mengalami penurunan daya saing dibandingkan dengan yang mengalami kenaikan daya saing.
Selanjutnya antara tahun 1998 dan 2004, jumlah tenaga kerja juga menunjukkan peningkatan yang -
sangat kecil artinya angka penciptaan lapangan kerja berjalan lambat. Dari sisi intensitas ekspor hanya
terjadi sedikit peningkatan. Dengan memperhatikan ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa |
- kinerja industri manufaktur belum mampu memberikan sumbangan yang sangat berartl terhadap
pertumbuhan dan perbaikan kinerja perekonomian nasional. (lihat Tabel 1). -

’ Klasifikasi Industri merujuk pada definisi BPS pada statistik industri besar dan sedang. Industri sedang mempekerjakan 20-
99 orang dan industri besar mempekerjakan 100 orang atau lebih.
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Tabel 1 : Hasil Pemilihan Jenis Industri
Industri yang Menunjukkan Peningkatan nilai RCA

Industri yang Menunjukkan Peningkatan nilai RCA

1. Komoditas: Textile Fibres -
SITC 26

1.

Penyerapan Tenaga Kerja menunjukkan penurunan antara .
tahun 1998-2004 dari 52.207 menjadi 10.673

210 - kertas

Synthetic fibres suitable for 2. Porsi ekspor terhadap produksi menunjukkan kenaikan dari

| spinning - SITC 266 79,25 di tahun 1998 menjadi 90,68% di tahun 2004
Kelompok Industri Sumber: Indikator Industri Besar dan Sedang , BPS, 2004
243 serat buatan .

| 2. Komoditas: Pulp and waste 1. Penyerapan Tenaga Kerja menunjukkan penurunan dari

| paper - SITC 25 119.340 di tahun 1998 menjadi 117.468 di tahun 2004

2. Porsi ekspor terhadap produksi menunjukkan penurunan dari
Kelompok Industri 96,4% di tahun 1998 menjadi 51,2% di tahun 2004 .. '
Sumber: Indikator Industri Besar dan Sedang, BPS, 2004

Industri

ang Menunjukkan Penurunan nilai RCA

1. Komodltas Travel Goods,
Handbgs Etc - SITC 83

L.

Penyerapan Tenaga Kerja menunjukkan penurunan dari
63.398 di tahun 1998 menjadi 60.660 di tahun 2004 . -

Travel goods, handbags etc, of 2. Porsi ekspor terhadap produksi menunjukkan penurunan dari
| leather, plastics, textile, other - 77,58% di tahun 1998 menjadi 57,31 di tahun 2004 '
SITC 831 : Sumber: Indikator Industri Besar dan Sedang, BPS, 2004 .
Kelompok Industri- : : .
172 barang jadi tekstil dan
| permadani :
2. Komoditas: : 1. Penyerapan Tenaga Kerja menunjukkan penurunan dari 8. 508
Photo.apparat.nes; clocks - - di tahun 1998 menjadi 7.000 di tahun 2004
SITC 88 2. Porsi ekspor terhadap produksi menunjukkan penurunan dari
Photographic apparatus and " 97,7% di tahun 1998 menjadi 56% di tahun 2004
equipment, nes- SITC 881 Sumber: Indikator Industri Besar dan Sedang, BPS, 2004
.| Kelompok Industri
332 peralatan fotografi
Industri yang Daya Saingnya Tetap (Nilai RCA di atas 1)

1. Rubber manufacturer, Nes -
SITC 62

Keélompok Industri
251 Kkaret

1.

. Porsi ekspor terhadap produks1 menunjukkan kecenderungan :

Penyerapan Tenaga Kerja menunjukkan kencenderungan
meningkat dari 129.849 di tahun 1998 menjadi 154. 265 d1 .
tahun 2004

meningkat antara tahun 1998-2004 yaltu dari 49, 75% menj ad1
83,4%

* Sumber: kalkulasi penulis

Sumber: Indikator Industrl Besar dan Sedang, BPS, 2004

Selanjutnya dengan memperhatikan hasil temuan kinerja padé kelompok industri terpilih maka
- dapat ditarik kesimpulan bahwa sebetulnya baik industri yang berdaya saing maupun yang tidak berdaya
* saing menghadapi tantangan yang sama dalam hal peningkatan nilai tambah, produktivitas, efisiensi dan -

~ . tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap impor (tabel 2). Namun demikian, sangat tampak bahwa
industri yang lebih berdaya saing ditandai dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Upaya lebih nyata . -

perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal peningkatan kemampuan .
- teknologi dan kualitas SDM (sumber daya manu51a) dan penyedxaan bahan baku (raw materzal) yang.

‘murah dan berkuahtas
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Tabel 2: Perkembangan Tingkat Produktivitas dan Efisiensi Sektor Industri
di Indonesia, 1998-2004

Industri Porsi Balian Produktivitas Efisiensi

Baku _ : . '
199 | 2004 | 1998 2004 r 1998 2004 T
3 .
[ Continuing - ,
" Karet 14,91 13,49 | 10945 17912 | 8,6 0,82 - 0,74 -1,7
. 3 :
Emerging :
Serat buatan | 60,1 | 50,6 | 42873 16860 | -14,4 0,60 0,73 33
) ' 3 . , .
"~ Kertas 38,1 | 20,54 | 21659 55399 | 16,9 0,64 |0,57 -1,9 |
- 5 '
Decreasing B . _ )
| Barangjadi- | 15,8 | 34,71 | 11608 8359 -5,3 0,66 0,67 0,3
. tekstil &. 8 ‘ . 1
permadani
- Peralatan 98,2 | 80,12 | 10020 6233 -7,6 | 0,86 0,78 -1,6 .-
| fotografi 4
| TOTAL . 32,7 29,26 | 17283 22489 | 4,5 0,64 0,64 0
INDUSTRI 2 L ' .

Ke‘terhn‘gan : 1. Produktivitas total industri dalam Ribuan Rupiah, sedangkan efisiensi dalam persen

2. Untuk mendapatkan tingkat produktivitas maka nilai tambah industri untuk tahun 1998 dan 2004 dideflasi ke
~ tingkat harga tahun 1993 dengan menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar Barang-Barang Ina’ustrz,
BPS, 2005

Sumber: Dihltung dari BPS, Indikator Industri Besar dan Sedang 1998 dan 2004, Jakarta

Permasalahan utama yangdihadapi oleh industri yang mengalaml penurunan daya saing yaitu kesulitan |

L memperoleh bahan baku baik dalam pengertian kuantitas dan kualitas. Harga bahan baku yang terus |
‘naik, demikian pula harga energi membuat banyak industri telah kehilangan daya saing. Kebij akan

- pemerintah yang tidak melakukan pembatasan ekspor plastik bekas di tengah kesulitan bahan baku
dalam negeri kian memperparah kondisi serat sintetis daur ulang. Renspon yang banyak dilakukan oleh
- industri untuk menghadapi masalah kenaikan harga bahan baku yaitu dengan mengurangi kapasitas
produksi dan hal ini berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja. Kejatuhan daya saing industri juga“ -
dipengaruhi secara tidak langsung dari penetrasi produk-produk China baik yang legal dan illigal dipasar
lokal. Sebetulnya terdapat hubungan kausalitas antara membanjirnya produk-produk China di dalam
. negeri dengan kemerosotan daya saing industri nasional untuk produk-produk tersebut. Faktor utama

" yang menyebabkan keruntuhan industri nasional yaitu ketidakmampuan untuk bersaing dalam hal harga.. = -

Sebagaimana dikemukan oleh banyak pengusaha sebetulnya dalam hal kualitas produk Indonesia relatif
berimbang dengan China namun banyak diantara mereka yang tidak habis pikir mengapa harga produk
China dapat jauh lebih murah. Melihat pada kelemahan ini beberapa perusahaan mulai melakukan
product development dengan lebih fokus pada produk-produk yang spesifik dan bernilai tinggi guna
~ mengurangi persaingan. Pada sisi lain perusahaan yang berafilisasi dalam lingkup regional seperti PT.

~ Sanyo tidak banyak mengalami keluhan bahkan sebaliknya tingkat produksi selalu menunjukkan . -
~ kenaikkan. Dengan melihat pada kedua kondisi tersebut jalan yang harus dilakukan oleh banyak
pengusaha Indonesia yaitu perlunya keberanian untuk masuk dalam jaringan bisnis internasional dan
berani untuk melakukan penetrasi pasar sebagaimana saat ini banyak dilakukan oleh para pengusaha

tekstil dan garment. Beberapa perusahaan juga telah melakukan langkah inovatif untuk memacu

.60



Mendorbng‘ Ddya Saing Sektor Industri Nésién_al
Maxensius Tri Sambodo, Latif Adam, Purwanto, Ahmad Helmy Fuady :

.produkt1v1tas tenaga kerja yaitu dengan menerapkan sistem “cell” pada kegaitan produksi. Dekalan
. pula guna memangkas biaya energi banyak perusahaan telah menggunakan batu bara. .
 Hasil perhitungan pertumbuhan total faktor produktivitas untuk masing-masing industri terpilih dapat
dilihat pada Tabel 3. Industri yang mengalami penurunan daya saing yaitu barang jadi tekstil dan
permadani serta peralatan fotografi mengalami pertumbuhan TFP yang negatif yaitu masing-masing -
0,23 dan -1,04. Hal ini menunjukkan bahwa peranan peningkatan produktivitas dan efisiensi tidak .

- menunjukkan peningkatan bahkan kondisi yang terjadi yaitu penurunan. Hal serupa juga terjadi pada

industri yang mengalami kenaikan daya saing yaitu serat buatan. Jika diperhatikan penurunan pertumbuhan =~

‘TFP disebakan oleh terjadinya penurunan pertumbuhan output pada kelompok industri terpilih. Demikian

* pulahalnya pada industri-industri tersebut baik prosi modal maupun tenaga kerja terhadap output

‘menunjukkan penurunan. Pada industri kertas pertumbuhan TFP memberikan pengaruh positifterhadap

~ pertumbuhan output, dan prosi tenaga kerja terhadap pertumbuhan output memberikan pengaruh negatif.
Kondisi yang cukup baik terjadi pada industri karet dimana baik komponen modal, tenaga kerja dan -
total faktor produktivitas memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan output dan pengaruh

~ faktor yang terakhir memberikan kontribusi terbesar.

Tabel 3 : Pertumbuhan Total Faktor Produktivitas (dzilam %)

Jenis Industri OutputG | Capital G | Labor G TFPG

172 Barang jadi tekstil | -0,29 -0,06 0,00 -0,23 |
dan permadani : 4

210 Kertas 0,82 0,00 | -0,52 1,34

243 Serat buatan -2,07 0,00 - -0,06 -2,01

251 Karet ' 0,34 0,00 - 0,07 0,27

332 Peralatan -1,08 0,00 -0,04 -1,04
Fotografi '

Catatan: Output G = pertumbuhan output industri, Capital G = porsi modal dalam pertumbuhan output, Labor G="
porsi tenaga kerja dalam pertumbuhan output

Sumber: kalkulasi penulis

Hal yang cukup mengejutkan pada semua industri terpilih, porsi modal di dalam pertumbuhan
- output masing-masing industri menunjukkan nilai yang sangat kecil yaitu mendekati nol. Hal ini
- mengidikasikan bahwa dalam rentang waktu pengamatan modal tidak memberikan pengaruh yang
_ signifikan terhadap peningkatan output. Dengan demikian investasi yang ada belum memadai untuk
* mendorong peningkatan output lebih jauh. Bahkan untuk industri barang jadi tekstil dan permadani
ditemukan angkan porsi modal dalam pertubuhan output yang bernilai negatif. Dengan demikian, kondisi -
'yang terjadi pada industri tersebut yaitu berkurangnya jumlah modal. Dengan lain perkataan industri-
- 'industri tersebut masih bekerja di bawah kapasitas terpasang. Hal ini tentu dipengaruhi oleh tarikan
faktor permintaan atas produk industri tersebut yang relatiflemah. Hal lain yang penting untuk dlper_hatlkan
- juga yaitu peranan tenagakerja dalam pertumbuhan output. Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan
tenaga kerja sangat kecil atau cenderung negatif dalam hal peningkatan pertumbuhan output. Dengan
- demikian perlu diakui baliwa produktivitas tenaga kerja secara rata-rata masih sangat rendah. Hal ini
 tentu dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kualitas SDM yang kurang hingga kebij akan upah
* yang tidak memberikan insentif bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih baik. Sebagai contoh kebijakan
UMR lebih berorientasi pada pemerataan dibandingkan sebagai suatu skema untuk mendorong -
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produktivitas. Pekerja yang rajin dan yang kurang rajin akan mendapatkan upah yang sama dalaml |
- skema UMR. '

“Saat ini sebetulnya pasar menanti langkah nyata untuk melanjutkan pembenahan di sektor ekonoml'z -

rmkro._Pemenntah memiliki peranan yang sangat vital dalam proses penguatan daya saing terutama
dengan mengawasi dan mengevaluasi sejauh mana tiga hal penting berikut yaitu insentif, pasar dan
institusi dapat berjalan secara baik. Pada sisi lain tidak dipungkiri bahwa hingga sekarang masih banyak
terjadi kegagalan pemerintah (government failures) dalam memacu daya saing. Faktor utama yang
menjadi penyebab hal ini yaitu kian kompleksnya mekanisme koordinasi yang harus dilakukan baik
~ yang bersifat vertikal dan horizontal. Kondisi ini kurang didukung oleh leadership yang tangguh dan -
" masihkentalnya intervensi politik. Keberhasilan program-program pembangunan sangat ditentukan -
oleh seberapa tepat visi dan misi yang dibangun dapat dipahami oleh _selliruh stakeholders. Belajar dari
* pengalaman yang terjadi baik di pusat dan daerah sangat jelas terlihat kesatuan pandang belum sepenuhnya
“terbentuk. Kondisi ini yang menyebabkan mengapa banyak program pemerintah pusat yang berhenti di -
- tengah jalan atau sebaliknya program daerah yang tidak jalan-jalan. Hal ini 1 kemungkinan tidak terlepas .
 dari kelemahan bahwa terkadang pusat terlalu ikut campur dalam hal-hal yang terlalu teknis. Pada sisi
lain pusat melupakan untuk mendorong daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih
modern. -
~ Sejak pelaksanaan otonomi daerah sebetulnya koherensi kebijakan pusat dan daerah akan leblh .
banyak menemui benturan. Hal nyata dalam masalah implementasi kebijakan klaster dan pelaksanaan
- pelayanan satu atap. Pimpinan daerah diatas kertas akan lebih memperhatikan konstituen yang telah’
. banyak memberikan bantuan selama masa pilkada. Hal ini secara jelas terlihat dari banyaknya posisi-".
posisi penting dilevel teknis yang ditempati oleh teman-teman dekat. Kondisi ini berdampak pada
rendahnya profesionalisme kerja. Belajar dari studi kasus Propinsi Banten, dari hasil diskusi dengan
salah sorang narasumber dari HIPWIS (Himpunan Pengusaha Wilayah Serang) diketahui bahwa pada
saat ini paling tidak terdapat 10 peraturan dearah yang sangat memberatkan dan menyebabkan hzgh
cost economy beberapa diantarannya yaitu:
1. PerdaKabupaten Serang No 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
~ Perda ini merupakan perubahan atas perda sebelumnya yaitu No 8 tahun 1998. Hal yang sangat
memberikatkan pengusaha terkait dengan keluarnya perda yang terakhir yaitu PPJ untuk pengguna

tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri mengalami kenaikan dari 2,5% menjadi 6,5%. . - .

- Selanjutnya terdapat penambahan objek retribusi baru yaitu pengguna tenaga Isitrik yang berasal
bukan dari PLN, untuk industri dikenakan tarif sebesar 5%. Dengan demikian perusahaan yang -
" menggunakan genzet juga dikenai retribusi. Padasisi lain penggunaan genzet d1p111h bebagai bentuk
‘tindakan jaga-jaga jika terjadi pemadaman listrik. Sebagai bentuk protes atas perda ini maka
‘pengusaha sepakat untuk tidak membayar. Sisi yang cukup menyedihkan juga yaitu walaupun mereka -

 telah membayar PPJ namun dalam kenyataan penerangan di sekltar lokas1 pabnk tetap tidak .

~ diperhatikan oleh pemerintah.
- 2. Perda Kabupaten Serang No 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasﬂltas ,
- Kesejahteraan Pekerja/Buruh Perusahaan Swasta di Kabupaten Serang :
* Dalam Pasal 4 disebutkan akan fasilitas yang wajib diselenggarakan oleh perusahaan dan hal yang
~ dalam kondisi dan situasi tertentu cukup memberatkan yaitu sarana dan fasilitas kesehatan pekerja
dankeluarganya, area dan fasilitas peribadatan, sarana dan fasilitas olah raga, sarana dan fasilitas
jemputan, sarana dan fasilitas makan, sarana dan fasilitas pakaian seragam kerja, sarana dan fasilitas
- peristirahatan, sarana dan fasilitas koperasi, sarana dan fasilitas pertemuan, dan sarana dan fasilitas
- asuransi jaminan kecelakaan di luar j jam kerja. Dengan demikian baik perusahaan yang o
memperkerj akan mulai dari 5 hingga lebih dari 100 wajib melaksanakan perda ini. '

62



Mendorong Daya Sding Sekto_r_Indusifi Nasional
Maxensius Tri Sambodo, Latif Adam, Purwanto, Ahmad Helmy Fuady

3. Perda Kabupaten Serang No 7 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir. :
~ Dalam perda tersebut disebutkan objek parkir adalah setiap penyelenggara parkir di luar badan "

- jalanbaik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebaga1 suatu

~ usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor
(pelataran atau taman parkir dan gedung parkir). Dengan demikian setiap kendaraan yang parkir di
dalam lokasi perusahaan baik milik karyawan dan tamu dikenakan pajak parkir.

V. PENUTUP

Secara jelas terlihat bahwa faktor internal masih menjadi faktor penghambat uté.ma peningkatan
daya saing. Kenyataan ini diperkuat dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa industri-yang -

mengalami kenaikan daya saing lebih banyak disebabkan oleh kuatnya permintaan produk industri
- tersebut di pasar luar negeri. Walaupun dalam hal kinerja industri tersebut menmiliki masalah seperti
'yang dialami oleh oleh industri yang mengalami penurunan daya saing khususnya dalam hal kemampuan
-~ dalamhal peningkatan kemampuan teknologi dan kualitas SDM (sumber daya manusia), dan penyediaan

bahan baku (raw material) yang murah dan berkualitas. Dari sisi penyediaan infrastruktur, Indonesia

B memang jauh tertinggal dibandingkan dengan China. Secara prinsip penyediaan infrastruktur yang ada

saat ini belum memenuhi tiga dimensi utama yaitu kuantitas, kualitas serta basis harga yang kompetitif

- khususnya dalam lingkup kewilayahan baik dalam negara maupun lintas negara. Demikian pula halnya

dengan ancaman bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini telah banyak melumpuhkan daya
dukung infrastruktur katakanlah kasus Lapindo. Langkah-langkah strategis yang perlu d11akukan oleh

~ -pemerintah guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional diantaranya yaitu:
- 1. Stabilitas makro.ekonomi yang kuat perlu didukung oleh sisi pengeluaran fiskal yang Juga sehat, = -
2. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih serius terutama pada instansi

yang akan mempengaruhi secara langsung aktivitas ekspor yaitu bea dan cukai.

3. Pemerintah perlu secepatnya melakukan penilaian atas perda-perda yang ada (regulatory zmpact -

assesment) serta mencabut dan mensosialisasikan perda-perda yang menimbukan ekonomi biaya -
4. Gunameningkatkan kinerja aparat baik pusat dan daerah, serta menyelesaikan permasalahan . -
- kegiatan usaha, pemerintah perlu lebih banyak melibatkan partisipasi kelompok profesional ataupun
~ asosiasi dalam evaluasi kinerja.

5. Permasalahan serius yang dihadapi industri nasmnal yaltu lémahnya keterkaitan hulu dan h111r
* - Beberapakebijakan pemerintah seperti pajak/pembatasan ekspor ataupun tarif sebetulnya dapat

menjadi alat untuk membangun ketahanan industri.

- . 6. Keterbatasan pasokan energi akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan keglatan produk51

Pengenaan perda atas genzet yang berbahan baku batu bara sebetulnya tidak rasional.

- 7. Kekuatan pasar luar negeri memberikan pengaruh berarti terhadap penguatan dan perkembé.ngan

ekspor. Pemerintah bersama-sama dengan dunia swasta perlu lebih beram untuk bisa menembus
pasar ekspor di luar pasar ekspor tradisional yang ada.

h ~ :8. Peningkatan kualitas tenaga kerja harus masuk dalam bagian tidak terpisahkan dalam grand de51gn

~ kebijakanindustri nasional sebab sebagaimana telah tertulis dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pemermtah turut bertanggung jawab dalam meningkatkan produktivitas pekerja.
Selama ini peranan asosiasi nampaknya belum banyak diperhatikan dalam membangun kualitas | '
pekerja ' :

9. Pemerintah pusat perlu lebih berani dalam memberikan kewenangan yang lebih besar serta -

memberikan dukungan yang kuat kepada daerah untuk membangun infranstruktur
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Abstrak

- Jumlah pulau kecil di Indonesia mencapai 17.493 pulau dengan ciri khas masing-masing. Pulau-

- pulau kecil secara ekologis terpisah dari pulau induknya mempunyai batasan yang jelas serta

mempunyai keanekaragaman hayati yang khas, termasuk sosial, budaya dan ekonomi
masyarakatnya (pidato rektor IPB, 2006). Karakteristik pulau kecil memberikan beberapa prob-
. lem dan memerlukan penanganan berbeda jika dibandingka daratan utamanya (maind land).
Ketiadaan sarana publik yang vital menyebabkan masyarakat di pulau kecil harus mengambil
~ inisiatif untuk mengatasinya melalui metode-metode swadaya yang khas. Hal ini memberikan bahan
studi yang menarik dan dapat digunakan sebagai solusi alternatif bagi pengembangan
pembangunan sosial, budaya dan ekonomi pulau kecil di Indonesia. Penelitian ini-mercoba
~ membahas metode yang digunakan oleh masyarakat di pulau kecil yaitu Pulau Sapudi di Jawa
 Timur, Indonesia dalam mengatasi ketiadaan lembaga keuangan di pulau tersebut. Penelitian:
' dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat
menghadapl ketidakpastian kondisi ekonomi di masa depan. Untuk mengatasinya, masyarakat
Pulau Sapudi membuat sistem pengelolaan uang yang berfungsi sebagai tabungan untuk
‘menghadapi resiko di masa depan. Metode yang digunakan memanfaatkan jaringan kekerabatan
" antar masyarakat. Hukuman bagi pelanggar sistem ini adalah sanksi sosial yang ternyata dapat
- berjalan efektif pada masyarakat tersebut.Rata-rata pengeluaran sosial dari responden yang
disurvey mencapai 62939 rupzah per bulannya :

Kata kunci: pulau kecil, lembaga keuangan, jawa timur

I. PENDAHULUAN '

- Indonesiamerupakan negara kepulauan terbesar, yang memiliki panjang pantai pesisir sekitar 18000
’km dan pulau-pulau sejumlah 17500-an. Dari jumlah tersebut hanya 2149 pulau yang berpenghuni

* (Direktur Jenderal Pengembangan Desa, 1997). Dari sekian banyak pulau tersebut, terdapat lima pulau
utama (pulau besar) yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Namun demikian -
B pembangunan di Indonesia lebih terkonsentrasi di dua pulau utama di wilayah barat yaitu Jawa dan
Sumatera. Pola pembangunan seperti ini sedikit mengabaikan pembangunan di kawasan tlmur Indone-.
sia sekaligus pengembangan pulau-pulau kecil (pulau dengan luas kurang dari 10.000 km’ ).:

~ Jumlah pulau kecil di Indonesia mencapai 17.493 pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indone-
sia. Beberapa wilayah dengan konsentrasi pulau kecil cukup banyak antara lain: Kepulauan Maluku
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dengan dua pulau besar yaitu Pulau Halmahera (18. 000 km?2) dan Pulau Seram (171 151 km’ ),
- Kepulauan Nusa Tenggara dengan pulau besar antara lain adalah Pulau Flores (14.300 km’ ) dan Pulau . -
‘Sumbawa (15.414,45 km’ ) serta Kepulauan Riau dengan pulau utama Pulau Batam (415 km’ ). Tiap-
- tiap pulau kecil memiliki ciri khas masing-masing. Pulau-pulau kecil secara ekologis terpisah dari pulau
induknya mempunyai batasan yang jelas serta mempunyai keanekaragaman hayati yang khas, termasuk
- sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya (Pidato Rektor IPB, 2006). Karakteristik pulau kecil
memberikan beberapa problem memerlukan penanganan berbeda jika dibandingka daratan utamanya -
(mainland). Salah satu problem yang sering timbul adalah luasnya kecil yang jauh dari daratanutama . -
menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana publik menjadi mahal. Termasuk di antaranya institusi -
pelayanan kesehatan seperti rumah sakit maupun institusi keuangan seperti perbankan (Bengen 2003).:
- Kesukaran atau ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi (economies of scale) yang optimal
" dan menguntungkan dalam hal administrasi, usaha produksi, dan transportasi, sebagai faktor yang turiat
menghambat pembangunan hampir semua pulau-pulau kecil di dunia (Brookﬁeld (1990) dan Hem
(1990)).

Ketiadaan sarana publik yang‘ vital menyebabkan masyarakat di pulau kecil harus mengambil inisiatif
untuk mengatasinya melalui metode-metode swadaya yang khas. Keterisolasian pulau kecil menyebabkan
masing-masing pulau kecil mengembangkan berbagai macam metode-metode yang sama secara substansi _
" namun memiliki corak dan ragam yang berbeda. Wilayah daratan yang tidak luas menyebabkan hampir -

semua pulau kecil mengandalkan transportasi air, selain itu mahalnya biaya pengadaan energi
menyebabkan pengadaan sumber energi berbeda dengan pengadaan energi di pulau besar yang biasanya --
menggunakan tenaga air (PLTA). Kesukaran mencapai skala ekonomi juga menyebabkan sarana
 pelayanan publik tidak tersedia secara formal. Masing-masing penduduk pulau kecil berupaya memenuhi -
kebutuhan dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan ini memberikan bahan studi yang menarikdan =~
- dapat digunakan sebagai solusi altematlfbagl pengembangan pembangunan s051a1 budaya dan ekonoml :
pulau kecil di Indonesia. B

Karakteristik pulau kecil yang berbeda dengan pulau besar menyebabkan timbulnya perbedaan
kondisi dua masyarakat di kedua pulau tersebut. Masyarakat pulau kecil seringkali menghadapi
- keterbatasan akibat tidak tercapainya skala ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan'

- masyarakat pulau kecil berupaya mengatasi keterbatasan guna memenuhi kebutuhannya dengan cara: . -

‘spesifik tergantung kondisi sosial masyarakat. Pulau Sapudi sebagai salah satu pulau kecil di Kabupaten
Sumenep Provinsi Jawa Timur juga memiliki metode-metode unik dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat khususnya dibidang ekonomi. _
Studi ini bertujuan untuk mengkajl perilaku masyarakat di salah satu kecamatan di Pulau Sapudi
_ dalam mengatasi kebutuhan akan lembaga keuangan.Studi dilakukan hanya pada salah satu kecamatan
~ dari duakecamatan di Pulau Sapudi. Kecamatan yang menjadi wilayah kajian adalah Kecamatan . -
' Gayam Permasalahan yang menjadi obyek kajian dibatasi hanya pada ketiadaan lembaga keuangan. -

- IL LANDASAN TEORI

_ Teori lembaga keuangan sebenarnya berangkat dan ide sederhana tentang ketidakcocokan antara
o pendapatan dan pengeluaran masing-masing agen dalam perekonomian. Sebagai ilustrasi, seorang -

~ pengusaha otomotif membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan pabrik perakitan mobilnya,
seorang petani memerlukan uang untuk membeli benih padi dan pupuk untuk masa tanam berikutnya,
pemerintah mungkin membutuhkan dana untuk menutup defisit anggaran, atau bahkan mungkinada -

' satu individu yang membutuhkan dana untuk mengangsur KPR rumahnya. Di sisi lain, ada anggota -

masyarakat yang mempunyai dana berlebih, pendapatan mereka lebih besar daripada pengeluaran.
- Sebagai contoh, orangtua yang menyimpan sebagian pendapatannya untuk biaya pendidikan anaknya
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di masa depan atau untuk dana pensiun mereka. Perusahaan yang mendapatkan laba bersi_hAyang '

- sangatbesar dan tidak berniat membelanjakannya dalam waktu dekat, ataupun ada pemerintah daerah

yang mempunyai surplus pendapatan pajak. Mereka yang mempunyai surplus dana mungkin saja’

~menginginkan orang lain untuk menggunakan uang mereka daripada menyimpannya di bawah bantal

dan tentu saja jika ada kompensasi yang menguntungkan untuk mereka melakukan itu.
- ‘Sistem keuangan menciptakan satu sarana atau transmisi untuk mentransfer dana dari perseorangan

- dan grup yang menyimpan uangnya ke individu atau grup yang membutuhkan dana dalam suatu
. perekonomian (Hubbard, 2002) Gambar dibawah ini i mengilustrasikan mekanisme aliran dana dan '

penabung (savers) kepada pemmJ am (borrowers) dalam suatu sistem keuangan.

Ratiirns Raturns

Returns
Funds

Funds

Gambar 1 Transmisi Dana dalam Sistem Keuangan

- Sumber Hubbard, Glenn R., Money, the Financial System, and the Economy, 4th edltlon Addison Wesley, USA

Dari gambar di atas terlihat bahwa aliran dana mengalir dari agen-agen ekonomi di rhasyarakat |

‘menuju pasar keuangan (financial market) ataupun lembaga keuangan (financial intermediaries) dan

sebaliknya. Agen-agen ekonomi yang dimaksud adalah rumah tangga perusahaan, dan pemerintah,

sedangkan pasar keuangan dapat berupa pasar saham atau pasar obligasi, dan lembaga keuangan

adalah bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan sekuritas. -
Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah mengapa orang lebih memilih menyalurkan

" instrumen-instrumen keuangan berlebih mereka secara tidak langsung yaitu melalui lembaga keuangan. -
- Paraekonom percaya bahwa alasan penting eksistensi lembaga keuangan sebagai penghubung antara
savers dan borrowers adalah karena adanya informasi asimetris (asymmetric information) dalam pasar -

keuangan (Miller & VanHoose, 1997). Masalah informasi asimetris disini sebagaimana yang terjadi

- padakegiatan ekonomi lainnya juga dapat berupa adverse selection atau moral hazard. Khusus pada
kasus ini, adverse selection berarti kemungkinan para peminjam (borrowers) untuk menggunakan dana
~ yang mereka peroleh untuk proyek yang beresiko tinggi dan tidak menguntungkan, informasi asimetris

ini terjadi sebelum transaksi pinjam-meminjam terjadi. Sedangkan moral hazard adalah kemungkinan si

o peminjam (borrowers) untuk meningkatkan resiko proyek mereka setelah transaksi tambahan dana

diperoleh, dari perspektif si yang meminjamkan (lender) tentunya kelakuan ini tidak dapat diterima.
(immoral). Jalan yang harus ditempuh oleh si yang meminjamkan (lender)-untuk mengurangi kemungkinan
terjadi informasi asimetris adalah menilai dan menaksir sendiri resiko yang harus mereka tanggung jika
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 merekamau meminjamkan dana yang mereka punya kepada calon peminjam. Permasalahannya adalah -

" tidak sedikit biaya yang harus mereka keluarkan untuk melakukan prosedur penilaian dan penaksiran A
tersebut (assessment procedures), baik biaya langsung maupun tidak langsung berupa opportunity cost
~ karena mengorbankan kegiatan lain yang mungkin lebih produktif. 4 4 -
Alasan lain dari keberadaan lembaga keuangan adalah skala ekonomi (economies of scale).
.- Lembaga keuangan mempunyai kemampuan menghimpun dana yang besar dari masyarakat dan -
menyalurkannya dengan optimal karena rata-rata biaya manajemen pembiayaan (average management
~ fund cost) akan semakin berkurang dengan semakin banyaknya penabung (savers). Akan menjadi
sangat tidak efisien bagi setiap individu jika mereka mengelola dana mereka sendiri, biaya yang L
dikeluarkan akan menjadi sangat besar. Lembaga keuangan menjadi penting karena mempunyal
kemampuan untuk meminimalisasi blaya pengelolaan dana dari sekian banyak penabung (savers).

' ILMETODEPENELITIAN
3.1. Data dan Alat Analisis Data

Studi ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder sebagian besar berasal dari
Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain Provinsi Jawa Timur Dalam Angka dan Kabupaten Sumenep
'Dalam Angka. Data Primer dikumpulkan melalui survei lapangan di Pulau Sapudi yang dilakukan pada
Bulan Agustus 2005. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi berupa kuesioner
- dan wawancara mendalam (in depth interview). Responden yang dilibatkan sejumlah 80 responden -
" dengan pekerjaan nelayan dan petani tembakau. Hampir semua responden adalah laki-laki (72
résponden) dan sisanya adalah perempuan. Rata-rata usia respondenl adalah 41 tahun dan hampir
- semuanya berasal dari keluarga yang berbeda sehingga survei ini melibatkan lebih dari 77 keluarga.
' Data dan informasi yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptifkualitatif.

~ 3.2.Desain Studi

T Pulau Kecu Kendala : Ketiadaan "Perilaku
. R R Skala SRS [ -+ 1 <11t G S———
Ekonomi PLbliK Masyarskat
" IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Obyek Studi

‘Pulau Sapudi termasuk dalam gugusan Kepulauan Kangean dan masuk wilayah administrasi
Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Luas Pulau Sapudi sekitar 126 km2 terbagi menjadi 2
kecamatan yaitu Kecamatan Gayam dan Kecamatan Nonggunong, Kota Kabupaten terdekat adalah
. Kota Sumenep yang merupakan ibukota kabupaten Sumenep berada di Pulau Madura yang ditempuh -
~ selama tigajam menggunakan kapal kecil dengan kapasitas 30 orang, Alternatif transportasi lainnya

adalah kapal feri yang dioperasikan oleh PT Dharma Lautan yang melayani jalur Kalianget — Sapudi— .
Situbondo namun hanyaberlayar pada hari Senin, Rabu dan Sabtu sehingga kapal kecil menjadi tumpuan
_utama transportasi laut masyarakat Pulau Sapudi. Pulau ini terkenal karena tempat asal permainan
karapan sapi yang sangat populer di pulau madura. Hampir tiap minggu pulau Sapudi memasok 400 .
- ekor sapi ke Pulau Madura, Jawa dan Kalimantan (Kompas, 2005). :
~ Sebagian besar masyarakat adalah nelayan, sebagian lagi bertani tembakau, sisanya pegawai .
* pemerintah dan pedagang. Aliran listrik di pulau ini disuplai oleh PT PLN yang berasal dari Pembangkit = .
Listrik Tenaga Minyak Bumi. Kendala skala ekonomi menyebabkan aliran listrik tidak dapat melayani
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- selama 24 jam namun hanya pada pukul 17.00 hingga pukul 06.00. Angkutan masyarakat didominasi
. kapalbermotor milik pribadi. Angkutan darat hanya berupa kendaraan bermotor roda dua milik pribadi.

Lembaga pelayanan publik yang tersedia hanyalah pasar termasuk pangkalan ikan, sarana ibadah berupa
‘masjid, kantor pemerintah kecamatan, puskesmas dan kantor kep011s1an Lembaga Keuangan tidak

. tersedia di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi.

4.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gayam Pulau Sapudi

Masyarakat di Pulau Sapudi sebagian besar merupakan nelayan, petani, pedagangan dan pegawai
pemerintah. Hasil survei menunjukkan bahwa 43 kepala keluarga dari 77 kepala keluarga merupakan

- nelayan, 25 merupakan petani dan sisanya adalah pegawai dan wiraswasta. Di samping itu, beberapa
. iburumah tangga juga bekerja di berbagai lapangan antara lain petani (17 responden), nelayan (5

responden), pedagang (13 responden) dan sisanya adalah pegawai pemerintah dan wiraswasta. Sebagian
dari responden mempunyai pekerjaan sampingan (29 responden) antara lain sebagai pedagang, beternak

.danbekerja di sektor jasa. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menempuh
E pendldlkan padaberbagai tingkat pendidikan. Kepala keluarga yang pernah menempuh pendidikan

paling tidak di tingkat sekolah dasar sebanyak 77 responden sedangkan untuk istri sebanyak 74

 responden. Temuan menarik dari kajian ini adalah bahwa sebanyak 51 responden baik kepala keluarga

maupun istri telah menyelesaikan pendidikan dasar. Rata-rata responden merupakan keluarga kecil

- dengan jumlah tanggungan 4 orang.

Studi ini juga mengobservasi tingkat kesejahteraan masyarakat me1a1u1 beberapa pertanyaan
menyangkut pengeluaran rumah tangga. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran utuh
pendapatan masing-masing rumah tangga dengan asumsi pengeluaran sama dengan pendapatan.

o Pertanyaan yang diajukan adalah pengeluaran primer yaitu untuk pangan, kesehatan, pendidikan, sosial
dan pengeluaran lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran responden sebesar
- Rp 190.924 tiap bulannya. Sebagian besar pengeluaran masyarakat digunakan untuk biaya pendidikan

sebesar Rp 120.286 tiap bulan. Sedangkan pengeluaran terkecil adalah untuk kebutuhan pangan.
" Beberapa hal menarik dari kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah bahwa total pengeluaran

- antararumah tangga nelayan dan petani berkisar antara Rp 191.000 dan Rp 177.000 tiap bulannya.
*. Namun terdapat perbedaan yang mencolok antara bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga di

antara kedua tipe tersebut. Sebagian besar pengeluaran pada rumah tangga nelayan adalah untuk
pendidikan sekitar Rp 125.000 sedangkan pada rumah tangga petani masih di bidang pendldlkan )

‘namun dengan besaran yang jauh lebih kecil yaitu Rp 87.000.

Proporsi responden yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan lebih banyak. Tidak adanya
pekerjaan menunjukkan bahwa responden tidak memiliki alternatif pemasukan keuangan selain dari
pekerjaan utama. Oleh karena sebagian besar masyarakat adalah nelayan maka kondisi ini menimbulkan
beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh masing-masing kepala keluarga. Ketergantungan nelayan -

~ terhadap kondisi alam khususnya kondisi arus laut menyebabkan masyarakat nelayan mengalami
- kerentanan pada arus keuangan rumah tangga. Masyarakat yang bekerja sebagai petani seharusnya

mempunyai peluang lebih besar untuk mengatur arus keuanganrumahtangga karena masa panen tanaman o
lebih teratur. ‘ .
Studi ini menggunakan ketahanan pangan sebagai pendekatan terhadap kondisi keuangan maupun

kesejahteraan masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan fenomena menarik bahwa proporsi antara
- rumah tangga yang pernah mengalami kekurangan pangan dengan yang tidak pernah relatif sama baik

pada rumah tangga nelayan maupun petani. Pada keluarga nelayan responden yang pernah mengalami
kekurangan pangan sebanyak 20 dibanding 22 sedangkan pada keluarga petani 11 responden

~ berbanding 13. Begitu juga dengan kondisi kekurangan pangan pada anak-anak tidak jauh berbeda di
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antara kedua jenis rumah tangga tersebut yaitu pada rumah tangga nelayan 19 responden menyatakan

‘anak-anak mereka pernah kekurangan pangan berbanding 23 yang tidak pernah sedangkan pada

rumah tangga nelayan 10 responden berbanding 14 responden. Hasil survei ini menunjukkan masalah

~ ketahanan pangan yang digunakan sebagai proxy dari kesejahteraan merupakan masalah umum di

* sebagian masyarakat Pulau Sapudi. _ '

Penjelasan di atas sekaligus memberikan indikasi bahwa masyarakat di wilayah studi mengalami

kesulitan keuangan pada masa-masa tertentu. Sementara pada masa-masa selainnya, masyarakat
“mengalami surplus keuangan. Polaini terlihat jelas pada masyarakat petani pada masa panen, sementara

. masyarakat nelayan memiliki pola yang relatif tidak teratur tergantung pada kondisi cuaca. Sedangkan -

~ masyarakat pedagang dan pegawai memiliki arus keuangan rumah tangga yang lebih teratur, o

~ Kondisi kesulitan keuangan yang terjadi seringkali dihadapi oleh masyarakat terutama karena hasil -

- sumber daya alam seperti ikan dan produk pertanian tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Masyarakat '

melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kebutuhan keuangan dengan berbagai cara. Hasil survey -

menunjukkan pemenuhan kebutuhan dana dilakukan melalui dukungan tetangga. Alternatiflainnya melalui
- - dukungan kerabat keluarga yang mempunyai kelebihan dana. Sistem peminjamannya dilakukan secara
. infbrmal tanpa dilengkapi dokumen pendukung seperti kuintansi. Sistem pinjaman berbunga tidak™ -
dlterapkan dan pengembalian hanya berupa pinjaman pokok saja. Upaya pemenuhan kebutuhan dana
dengan sistem lain sulit dilakukan. :

4.3. Perilaku Masyarakat Mengatasn Kebutuhan Lembaga Keuangan

- Ketiadaan lembaga keuangan formal akibat kendala skala ekonomi seperti yang dlsebutkan diatas

. menuntut masyarakat lokal untuk memenuhi fungsi-fungsi lembaga keuangan dengan swadaya masyarakat. -

* Peran lembaga keuangan sebagai jembatan penghubung antara peminta dana dengan pihak yang kelebihan
keuangan dapat diatasi dengan beberapa keterbatasan masyarakat. Ketiadaan jembatan pen ghubung

~ menyebabkan masyarakat memilih alternatif terbaik yaitu menghubungi orang-orang terdekat. Orang .
terdekat dapat didefinisikan menjadi dua hal. Pertama, tetangga sebagai orang terdekat dalam pengertian
- mempunyai jarak terdekat dengan rumah. Kedua, keluarga sebagai orang terdekat dalam hubungan -

. darah. - - : . Co
Kedua tipe orang terdekat ini merupakan pihak yang dapat menutup kesenjangan permintaandan .~
penawaran sumber dana. Kedua pihak ini merupakan cara yang paling efisien dalam menggantikan = . .
lembaga keuangan sebagai jembatan penghubung. Hasil survey tidak menunjukkan perbedaan manakah

3 ~ yang lebih berperan dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Hal ini disebabkan oleh terkelompoknya. |
. rumah-rumah anggota keluarga sehingga sulit dibedakan peran kedua pihak tersebut. o
- Fungsi penting lembaga keuangan dalam menghadapi kendala informasi asimetris dan kecenderungan -

individu untuk berbuat curang (moral hazard) diatasi dengan beberapa perilaku lokal masyarakat.
Informasi asimetris yang kemungkinan timbul melalui penggunaan dana pinjaman pada upaya-upaya
yang berisiko tinggi diminisasi dengan kondisi sosial dan letak geografis sebaran masyarakat. Sebagai
anggota suatu sistem kekeluargaan yang lebih luas (bukan hanya keluarga inti) menyebabkan pertukaran
informasi relatif tidak menghadapi kendala. Masing-masing anggota keluarga mengetahui aktifitas
- keseharian anggota keluarga lainnya. Sebagai penduduk pulau kecil yang tidak memiliki banyak alternatif -
usaha selain nelayan dan pertanian menyebabkan aktivitas anggotamasyarakat mudah diketahui. ‘
'Adat lokal mempunyai mekanisme efektif yang mampu mengendalikan insentif moral hazardpada

- masyarakat. Carok, berkelahi satu lawan satu efektif dalam menyelesaikan persengketaan di kalangan -

- masyarakat termasuk permasalahan moral hazard. Penyelesaian masalah tanpa melalui lembaga for-
mal seperti kepolisian juga dipengaruhi oleh kenyataan luas wilayah daratan yang tidak luas. Anggota -
- kepolisian sebagian besar juga merupakan warga masyarakat sekitar yang sudah saling mengenal satu
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sama lain. Sehingga penyelesaian masalah dengan carok merupakan metode yang paling sering digmlakan
olehmasalah. Hasil wawancara dengan penduduk menunjukkan bahwa carok dapat mengambil peran
- efektif dalam menjaga moral masyarakat. inimisasi permasalahan informasi asimetris dan moral hazard -

- melalui nilai-nilai adat tradisional menyebabkan biaya transaksi hampir mendekati nol. Masyarakat

tidak perlu lagi melakukan penaksiran resiko maupun penetapan premi yang sesuai. Prosedur penilaian
dan penaksiran (assesment procedures) yang memerlukan banyak biaya dapat dihilangkan. Oleh karena
* itu pinjaman tanpa bunga tidak terlalu memberatkan pemilik dana. | ' .
Lembaga keuangan juga dibutuhkan untuk menjaga dan melindungi nilai uang di masa datang '
- Fungsi yang lebih luas adalah sebagai alat investasi bagi pemilik dana. Ketiadaan lembaga keuangan

memaksa masyarakat Pulau Sapudi melakukan alternatif solusi dalam memenuhi kedua fungsi di atas.

" Beberapa metode dapat dilakukan oleh masyarakat Pulau Sapudi. Salah satu metode yang dapat
 dilakukan adalah melalui pembelian hewan ternak seperti sapi. Pulau Sapudi terkenal sebagai pemasok .

- sapi-sapi untuk acara karapan sapi (pacuan sapi khas Madura) sehingga sapi yang diusahakan oleh

penduduk setempat adalah sapi untuk keperluan acara tersebut yang berkulit coklat. Bibit sapi diambil
dari gugusan pulau lainnya di Kepulauan Kangean untuk kemudian dipelihara hingga usia yang dapat
~ -digunakan dalam karapan sapi. Apabila sapi ini sering menjuarai berbaga1 lomba maka harganya akan
* semakin meningkat. Penjagaan akan sapi ini begltu ketat hingga penjaga harus tidur bersama sapi { untuk
mencegah pencurian sapi.
Langkah kedua adalah melalui aturan adat tradisional yang disertai kontrol sosial dari masyarakat
- Metode yang dilakukan adalah melalui sumbangan wajib sebesar 10 kilogram beras dari masing-masing
- rumah tangga kepada salah satu rumah tangga lainnya pada saat upacara selamatan (biasanya acara -

- pernikahan). Sumbangan wajib ini memiliki konsekuensi adanya hukuman (disinsentif) apabila suatu

rumah tangga tidak membayarnya. Bentuk disinsentif yang diterima tidak berupa denda maupun hukuman
fisik tetapi lebih kepada konsekuensi sosial yang harus diterima rumah tangga tersebut. Metode yang .
* dilakukan adalah dengan cara pengumuman melalui pengeras suara kepada anggota masyarakat sehingga.
‘menimbulkan efek malu terhadap rumah tangga yang menerima disinsentif tersebut. Has11 Wwawancara
~ dengan warga setempat menunjukkan efektifitas bentuk disinsentif seperti ini.
Metode ini efektif untuk menjaga kepastian dukungan modal ketika akan mengadakan sebuah
~ upacara pernikahan, Pernikahan sebagai upacara sakral bagi masyarakat setempat mendorong upaya
untuk menjamin dukungan modal bagi terlaksanannya upacara tersebut. Kepastian ini menggantikan.
- fungsi lembaga keuangan sebagai institusi penyimpan dan pelindung nilai uang di masa datang. Pilihan
sumbangan dalam bentuk barang dan bukan uang menunjukkan kemampuan masyarakat lokal dalam
mengantisipasi penurunan nilai uang dari waktu ke waktu. Upaya ini sekaligus mengantisipasi inflasi
~yangberpengaruh dalam penurunan nilai mata uang. Besaran sumbangan beras sebesar 10 kilogram
 tidak akan terpengaruh perubahan harga beras. Oleh karena itu masyarakat tidak harus menyimpan
uangnya di bank yang berada di pulau utama. Masyarakat yang menabung di Bank di pulau utama
biasanya adalah pegawai negeri yang menerima gaji bulanannya dalam bentuk rekening bank. _
_ Dana yang terhimpun dalam sistem ini relatif besar karena berupa 10 kg beras dikalikan dengan
" jumlah seluruh kepala keluarga di Kecamatan Gayam. Jumlah ini cukup sebagai penyangga kebutuhan -

- . pelaksanaan upacara yang membutuhkan dukungan modal yang tidak sedikit. Sehingga pelaksanaan
metode ini berada dibawah pengawasan sosial masyarakat untuk menjamin kelancaranan berj alannya -

metode ini.
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V. KESIMPULAN

“Pulau Sapudi merupakan pulau kecil yang memiliki permasalahan khas beruipa kendala skala ekonomi
sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat termasuk ketersediaan lembaga
‘keuangan. Jumlah penabung yang relatif sedikit menyebabkan tidak adanya lembaga keuangan milik
negaramaupun swasta yang berinisiatif membuka kantor pelayanan nasabah di Pulau Sapudi. Fungsi
- lembagakeuangan sebagai jembatan penyambung antara permintaan dana dan penawaran dana terpaksa
diatasi secara swadaya masyarakat melalui keterikatan sosial yang erat di masyarakat sekaligus mengatasi
persoalan informasi asimetrik dan moral hazard. Peran lain dari lembaga keuangan berupa tempat -
menyimpan dan melindungi nilai uang digantikan oleh pembelian hewan peliharaan dan metode sumbangan . -

-~ wajib yang dilakukan dengan kontrol masyarakat. Metode-metode alternatif ini dapat digunakan sebagal -
upayapemenuhan kebutuhan akan lembaga keuangan di pulau terpencil. - '
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Abstrdct

Balance of international trade happen when in applied price of good, number of exporter supply
is'same as one of importer demand. Objective of the research was to estimate variables that influ-

" encing supply and demand function in the manufacturing industry sector of Indonesia.

- Data use based on Standard International Trade Classification (SITC) consisting of SITC-0 to
SITC-9 incviuding export classification of the manufacturing industry during 1980-2006. Second-
ary data source was obtained from International Financial Statistics (IFS) and data of Badan
Pusat Statistik (BPS)

Method of analysis used was simultaneous miltiple regression equation model involving ind_epen-.
dent and dependent variables. To estimate variables that influencing either in supply and demand

" of the manufacturing industry sector it was used Two Stage Least Squares (TSLS) considering that
model is so identified so that estimation obtained had no bias. Result of research indicated that .

- price index in manufacturing industry export significantly had positive effect (though in different

significant level between variables) on volume supply of manufacturing industry export aﬁd sig-

" nificantly had negative effect on volume demand. Result of estimation for each variable could be

known as follows: if export price index increase (1 percent), volume supply of export increasé too

 (0.83 percent), but depreciated by Rupiah (1 percent) it would cause increased volume supply

export (2.84 percent). When it happened increased Consumer Price Index (I percent) it would:
cause decreased volume supply of export (7.26 percent) while increase domestic credit of manu-
" facturing industry just would increase a little bit of volume supply of manufacturmg_ industry
~ export (0.15 percent). However if it happened increased production outcome of manufacturing

_industry (1 percent) it would increase volume supply of export (1.78 percent). If it happened Wholesale
Price Index (I percent) it would cause increased volume supply of export (0.85 percent).

Keywords: Manufacturing Export, Supply Side and Demand Side.

- I. PENDAHULUAN _ . .

' Peningkatan sektor non migas sudah saatnya diperhatikan melalui perkembangan industrialisasi.
Dalam sistem keseimbangan (ekuilibrium) umum, ciri dan pengaturan waktu dari proses industrialisasi
dipengaruhi oleh perubahan permintaan domestik, pergeseran keunggulan komparatif, pertumbuhan
produktivitas sektoral dan akumulasi barang modal (Chenery, 1992:54-90). Perkembangan ekspor

 sektor industri manufaktur bukan berasal dari sumber daya alamnya, tetapi justru dari produk yang -

- padat sumber daya manusianya dan dibantu oleh tehnologi . Ini berarti keunggulan komparatif yang

' Dosen Jurusan llmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UPN “Veteran” Yogyakarta. Alumnus Prodi llmu Ekonomi dan Akuntansi :
Program Pascasarjana UNPAD Bandung. Bidang yang diminati adalah : Ekonomi Internasional dan Ekonomi Makro.
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semulaberasal dari alam sebagai bahan mentah kini telah bergeser oleh hasil olahan daya kreasi manusia '
. dantehnologi yang tepat guna. '
. Padakurun waktu tersebut, pemerintah mengubah kebijakan industrialisasi dari subsidi impor ke'.

' onentas1 ekspor, yang memiliki hasil positiftidak hanya dalam laju pertumbuhan yang tinggi tapi juga
kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor. Industrialisasi yang dijalankan memungkinkan
menjadi sumber devisa dengan mengekspor hasil industri seperti tekstil, pakaian jadi, rokok kretek,
'makanan kaleng, kayu lapis, dll. Karena besarnya peranan ekspor migas sebagai sumber devisa negara
_ kita, maka kita terbiasa memisahkan antara ekspor sektor migas dan ekspor sektor non migas. Pada

~ awalnya, pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari sektor non migas paling besar dihasilkan oleh sektor -

* pertanian hingga tahun 1991. Pola perekonomian mengalami perubahan stuktural yang mencolok. Sektor
pertanian mulai mengalami penurunan. Penurunan sektor pertanian tcrsebut kemudian digantikan oleh
~ sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur. Sektor manufaktur sangat menguntungkan, karena

sektor ini banyak menyerap tenaga kelja yang kemudian dapat membantu mengurangi tlngkat ‘
'penganggurandl Indonesia. : _
. Peranan sektor manufaktur telah memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomlan nasional.
Sejak tahun1991 peranan sektor manufaktur telah melampaui sektor pertanian. Pada kurun waktu

1980-2006, sektor industri manufaktur telah banyak mengalami perkembangan aktivitas yang tadinya -
- padat karya kemudian menjadi padat modal dan padat teknologi (BPS, 2005:140). Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui estimasi variabel-variabel yang mempengaruhi volume ekspor -
- sektor manufaktur Indonesia melalui pendekatan sisi penawaran dan permmtaan pada periode 1980

- sampai dengan 2006. :

IL. STUDI TERKAIT

Di dalam perekonomian terbuka ada dua variabel yang perlu dikaji lebih dalam, yakni ekspor dan
.impor barang dan jasa. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ke
negara lain. Ekspor dilakukan ketika seluruh permintaan dalam negeri telah terpenuhi dan kelebihan
produksi tersebut perlu dipasarkan keluar negeri melalui ekspor.
' Model analisis perdagangan internasional dengan rhenggunakan konsep kurva penawarandan
permhintaan pasar keberhasilannya sangat ditentukan dari tinggi-rendahnya elastisitas permintaan ekspor
* dan elastisitas penawaran ekspor (Soedijono R, 2004:77 ). Setiap pasangan kurva penawaran dan
_permintaan pasarnya dapat diturunkan sebuah kurva penawaran ekspor maupun permintaan ekspor
' sepert1 di bawah ini: Ekspor dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawarannya. o
Gambar diatas adalah gambar dari permintaan ekspor dan penawaran ekspor negaraA. DD
adalah kurva permintaan pasar negara A dan SS adalah kurva penawaran pasar negara tersebut .
terhadap barang X. Dari keduakurva ini dapat dituruiikan kurva permintaan ekspor dan kurva penawaran -

ekspor negara A terhadap barang X. Kurva permintaan ekspor adalah kurva yang menunjukkan kuantitas -

~ barang X tersebut yang oleh masyarakat Negara A ingin dan sanggup untuk mengimpornya dari Negara:
- lain pada berbagai kemungkinan harga . Dalam gambar diatas kurva permintaan ekspor barang X

negaraAadalah kurva P HD Sedangkan kurva penawaran ekspor menunjukkan jumlah barang X

masyarakat negara A yang lngln dan sanggup untuk mengekspor ke negara lain pada berbagai
kemungkinan harga barang X. Dalam gambar kurva penawaran barang X adalah P AS dengan asumsi
yang digunakan adalah barang X yang dihasilkan oleh negara A identik dengan barang Xxyang dihasilkan
negara lain, bila harga barang X buatan negara lain setinggi OP ,tidak ada barang X yang diekspor dan
diimpor. Harga barang X di dalam negeri sama dengan harga barang X di luar negeri. Pada harga
tersebut jumlah barang X yang dihasilkan produsen dalam negeri adalah P E sama dengan jumlah -
- barang X yang diinginkan oleh konsumen dalam negeri. Ketika harga luart negeri naik sebesar OC
menyebabkan tendensi harga barang dalam negeri akan naik maka produsen dalam negeri sanggup
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menghasilkan dan menjual barang sebanyak CB. Padahal konsumen dalam negeri hanya mengkonsumsi
 sebanyak Cf'saja sehingga ada kelebihan produksi sebanyak fB, kelebihan tersebut yang kemudian
- diekspor ke luar negeri. Jika harga barang X > OD menyebabkan konsumen dalam negeri tidak
sanggup lagi untuk membeli barang X tersebut, sehingga barang X itu harus diekspor sebagai penawaran
ekspor dalam negeri ke luar negeri. Ketika harga barang X luar negeri turun menjadi 'OK akan
menyebabkan tendensi harga barang X dalam negeri akan turun, makakonsumsi dalam negeri menjadi
" KPpadahal yang dijual produsen dalam negeri hanya Km akibatnya perlu impor sebesar mP. Dengan
harga barang X yang rendah akan menyebabkan produsen dalam negeri tidak sanggup lagi memproduks1

barang X karena harga jualnya relatif rendah, artinya semua barang X yang dibutuhkan lebih baik beh
dari luar negeri. : ,

Q-

‘Gambar 1 : Kurva Penawaran dan Permintaan Ekspor

Ekspor dalam téori perdagangan internasional dapat dijeiaskan dari sisi permintaan dan sisi
penawaran akibat adanya perbedaan nilai mata uang dan elastisitasnya (Soedijono R, 2004:75).

Sebelum ada perdagangan internasional, harga keseimbangan di Negara A sebesar Rp. q, yang
" mempunyai ekuivalen dengan $ g, di Negara B.

Rp A ' Kurs

.$us T .

€ -

)
!
!
!
!
!
!
!
!
[

A Y

Sus Negara B - Qx

Gambar 2 : Hubungan harga dengan volume ekspor/impor dalam
Perdagangan Internasional
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_ Mehhat harga yang lebih tinggi di Negara A, para produsen di Negara B tertarik untuk menJual
produknya di Negara A. Sebaliknya konsumen di Negara A melihat bahwa harga barang tersebut lebih
murah Rp.r,- ; sebagai akibatnya terjadilah perdagangan internasional dimana di Negara B harga -
cenderung naik dan di Negara A harga cenderung turun. Selama masih terjadi keinginan Negara A
untuk mengimpor lebih banyak dari kesanggupan Negara B untuk mengekspornya hargabarang di.
- NegaraB bertendensi naik dan harga di Negara A bertendensi turun. Keseimbangan dalam perdagangan

internasional akan tercapai pada keadaan dimana pada harga yang berlaku (Rp.p,- atau $ 3 ), Jumlah'- -

kesediaan negara B atas barangnya untuk diekspor (mn) samadengan Jumlah kesediaan negaraA atas
- barang yang sama untuk mengipornya (k7). Apabila output luar negeri meningkat atau nilai tukar valuta
asing menurun maka volume nilai ekspor akan cenderung meningkat. Selain itu, pilihan antara barang
dalam negeri dan luar negeri berkaitan dengan harga relatif kedua barang tersebut. Bila harga barang di
dalam negeri meningkat secara relatif terhadap harga barang di luar negeri maka akan banyak barang
didatangkan dari luar negeri yang harganya relatif lebih murah, sehingga jumlah dan nilai impor akan g
- dipengaruhi oleh tingkat harga di dalam negeri dan nilai tukar (kurs) valuta asing. .
" Penelitian yang dilakukan oleh Valerie Cerra dan Sweta Chaman Saxena dengan judul An Empiri-
cal Analysis of China s Export Behavior (Cerra dan Saxena, 2002), diperoleh hasil bahwa : Harga
“dan volume ekspor konsisten dengan teori ekonomi. Begitu juga dengan variabel nilai tukar nominal
- danIndeks Harga Konsumen selalu konstan. Kredit domestik memiliki koefisien yang diharapkandi - -
~ setiap periode. Semua komoditi sektor manufaktur pada periode yang diteliti memiliki hasil yang baik
dan sesuai dengan yang diharapkan. Koefisien dari tiap variabel signifikan pada tingkat 1 persen. Akan .~
tetapi koefisien pada harga ekspor, nilai tukar nominal, dan THK memiliki tanda yang berlainan dengan
~ teorinya (ada penyimpangan dengan teori ekonomi makro yang berlaku). Pada persamaan permintaan
' terjadi spurious regression (regresi lancung) hal ini disebabkan karena variabel yang digunakan tidak stabil.

1IL. METODE PENELITIAN

- Data yang digunakan berdasarkan pada Standard International Trade Clasification (SITC)
" dari SITC-0 sampai dengan SITC-9 yang termasuk dalam klasifikasi ekspor industri manufaktur selama
kurun waktu 1980-2006. Sumber data sekunder yang berasal/diambil dari International Fi inancial
Statzstzcs (IFS) dan data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Metode / model analisis yang digunakan adalah model persamaan regresi berganda sunultan (sz- -

- multaneous equation) diantara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Untuk mengestimasi variabel- N
variabel yang mempengaruhi baik penawaran maupun permintaan ekspor industri manufaktur
menggunakan metode Two Stage Least Squares (TSLS) mengingat model ini terlalu teridentifikasi .
sehingga estimasi yang diperoleh menjadi tidak konsisten (bias). Model perdagangan internasional di

.- atas yang penulis adopsi dalam menentukan model penawaran maupunpermmtaan ekspor sektor industri . .
* manufaktur, -

Model persamaan yang dimaksud : -
1. Sisi penawaran ekspor: Sx =0 +0 P +a R +0L CPI +0. CD +0. QPM +0 (1)

- Variabel - variabel yang dlgunakan darl sisi penawaran ekspor adalah'volume ekspor industri -
- manufaktur (Sx =Dx), nilai kurs Rp. /$ (R) indeks harga ekspor industri manufaktur (P), produk hasil:
industri manufaktur (QPM) kredit domestlk industri manufaktur (CD) dan indeks harga konsumen
(CPI). -
‘ Perdagangan dengan negara lain sering timbul karena adanya pelbedaan harga komoditi dlberbagal
" negara. Pada umumnya perdagangan intemasional menggunakan alat pembayaraan standar intemnasional
yaitu DollarUS ($ ). Begitupula dengan Indonesia, menggunakan Dollar US sebagai alat tukarnya.
Kurs adalah tlngkats harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk melakukan perdagangan.
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Kurs dibedakan menjadi dua, yaitu kurs riil dan kurs nominal. Kurs riil adalah harga relatif dari barang-
barang diantara dua negara. Kurs riil mengatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-
- barang dari suatu negara ke negara lain. Kurs riil diantara dua negara dihitung dari kurs nominal dan
tingkat harga dikedua negara. Jika kurs riil tinggi, barang-barang luar negeri relatif lebih murah dan
barang-barang domestik relatif lebih mahal. Jika kurs riil rendah, barang-barang luar negerirelatiflebih
mahal dan barang-barang domestik relatif lebih murah, Kurs riil terkait dengan ekspor neto, bila kurs
il turun maka barang-barang domestik lebih murah dibanding dengan barang luar negeri dan ekspor
" neto lebih besar. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang kedua negara. Kurs nominal tergantung
pada kurs riil dan tingkat harga kedua negara. Jika tingkat harga domestik meningkat maka kurs nomi-
nal akan turun karena dollar berkurang nilainya, maka dengan satu dollar akan membeli sedikit rupiah
(Mankiw, 2003). ,

Penawaran volume ekspor sektor manufaktur sangat berkaitan dengan nilai tukar ruplah terhadap .

- Dollar US, jika nilai tukar rupiah terhadap Dollar US terdepresiasi maka menyebabkan penawaran

. volume ekspor sektor industri manufaktur menjadi lebih banyak, sehingga nilai tukar (kurs) Rupiah
terhadap Dollar US berpengaruh positif terhadap penawaran volume ekspor sektor industri manufaktur.
" Kredit domestik adalah jumlah kredit yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan untuk sektor
cekonomi. Kredit domestik yang diberikan berhubungan dengan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat
" bunga maka semakin sedikit produsen dan konsumen yang akan mengambil kredit, jika tingkat bunga
menurun akan mengakibatkan produsen sektor industri manufaktur yang mengambil kredit bertambah.
_ Hal tersebut juga dapat mempengaruhi penawaran volume ekspor sektor industri manufaktur. Semakin
banyak kredit yang diambil, maka penawaran volume ekspor sektor industri manufaktur juga akan.
mengala:m kenaikkan, maka kredit domestik berpengaruh positif terhadap penawaran volume ekspor
sektor industri manufaktur. : ’
~ Indeks Harga Konsumen (CPI) adalah ukuran dari seluruh tingkat harga yang menun]ukkan bahwa
. biaya sekumpulan barang -barang yang sama dalam negeri terhadap biaya kumpulan barang yang
sama dalam tahun dasar 2000. CPI menjelaskan harga sekelompok barang dan jasa relatif te_rhadap
harga sekelompok barang dan jasa yang sama pada tahun dasar (Mankiw:2003). CPI mengukur harga
barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen baik barang dan jasa yang ada di dalam negeri maupun
~ barang impor (Mankiw, 2003). CPI memiliki hubungan negatif terhadap penawaran volume ekspor
sektor industri manufaktur, kenaikkan CPI mengakibatkan konsumen dalam mengkonsumsi produksi
- dari sektor manufaktur akan berkurang. Namun, ketika CPI mengalami penurunan maka akan
mengakibatkan konsumen menambah jumlah barang manufaktur yang mereka konsumsi. o
Produk hasil sektor industri manufaktur (QPM) adalah jumlah produk atau barang yang dihasilkan
oleh sektor manufaktur. Produk hasil sektor manufaktur memiliki hubungan positif terhadap volume
_ekspor sektor manufaktur yang ditawarkan, ketika produk hasil sektor industri manufaktur mengalami
kenaikkan maka akan menyebabkan penawaran volume ekspor sektor industri manufaktur bertambah.
* Indeks harga sektor industri manufaktur merupakan variabel endogen didalam kedua persamaan,
- sehingga indeks harga sektor industri manufaktur berpengaruh terhadap penawaran volume ekspor
sektor industri manufaktur dan permintaan volume ekspor sektor industri manufaktur. Ketika ihd_éks'
harga sektor industri manufaktur mengalami penurunan maka penawaran volume ekspor sektor industri
manufaktur mengalami penurunan dan permintaan volume ekspor sektor industri manufaktur mengalami
’kenaikkan menyebabkan konsumen akan menambah konsumsinya terhadap sektor industri manufaktur
a ini. Sehingga indeks harga tersebut berhubungan positif terthadap penawaran volume ekspor sektor
industri manufaktur dan berpengaruh negatif terhadap permirita_an volume ekspor sektor industri
manufaktur. Secara skematis hubungan dan pengaruhnya dapat dijelaskan dengan menggunakan
mekanisme kejelasan pasar (market-clearing mechanism) sebagai berikut:
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'Gambar 3 : Mekanisme kejelasan pasar antara Penawaran dan Permintaan Ekspor

2 ‘Sisi Permintaan Ekspor Permintaan ekspor pada perekonomian kecil terbuka (small open
~economy) seperti Indonesia bertindak sebagai penerima harga dalam pasar dunia (price taker)
* untuk sejumlah komoditi, berarti permintaan ckspor dispesifikasikan scbagai fungsi dari indeks
| harga ekspor industri manufaktur dan indeks harga perdagangan besar industri manufaktur yang. -
. dirumuskan sebagai berikut : _
DX=FB+B P+ WPLHU i e _.(2) :
-t 0 1 t. 2 t 2t ’

Diniana WPImerupakan Indeks Harga Perdagangan Besar yang merupakan ukuran dari seluruh
tingkat harga yang menunjukkan bahwa biaya sekumpulan barang-barang luar negeri terhadap biaya

~ kumpulan barang-barang dalam negeri yang sama dalam tahun dasar 2000. Jika angka indeks
perdagangan besar sektor industri manufaktur tinggi mengakibatkan permintaan volume ekspor sektor

industri manufaktur jugamengalami peningkatan, sehingga WPIberdampak positif terhadap permmtaan
Volume ekspor sektor industri manufaktur. '

- _IV HASIL DAN PEMBAHASAN |

_ Dalam penelitian ini menggunakan model persamaan simultan. Setelah d11akukan indentifikasi texhadap
model melalui uji order and rank condition identification, maka fungsi penawaran ekspor merupakan
persamaan yang exactly identified (tepat teridentifikasi) karena persyaratan order diperoleh K-k
=M-1, sedangkan pada fungsi permintaan ekspor merupakan persamaan yang over identified (terlalu
teridentifikasi) karena persyaratan order diperoleh K-k > M-1. Sehingga penulis menggunakan

. pendekatan Two Stages Least Squares (TSLS) karena kedua persamaan diatas tepat tendentlﬁka51 o

danterlalu teridentifikasi.
Sesuai dengan namanya maka metode ini melalui dua tahap/ langkah dari OLS dengan prosedur _
sebagai berikut (Guj arat1 2003): -

Tahap 1 (stage 1) :

Untuk menghilangkan unsur korelasi antara P dengand , maka dibuatregresi P terhadap semua .

. vanabel eksogen yang ditetapkan terlebih dahulu (predetermmed variable) diluar moael namun masih

berada dalam seluruh sistem persamaan (reduced form) yang hasilnya :

P =a,+aR, +a,CPL, +a,CD, + AQ0PM, 4V, cooeeveorereeomeremseeesimnesesivnsssesmssesiessssssesssneses 3)

Dari persamaan reduced form di atas, dapat diperoleh hasil estimasi sebagai berikut_ :

B= @y + @R, +GCPI, +a,CD, +QOPM reovvvsscvesivsssvsssvssssssssssssisssss s s 4)
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. schingga persamaan (3) di atas dapat disederhanakan menjadi:
P = P +V,
yang menjelaskan bahwa P terdiri atas P yang merupakan kombinasi linear dari R , CPI CD
" QPM serta kesalahan pengganggu v sehmgga antara P danv tidak lagi berkorelasi, hal ini sesuai .
dengan teori OLS yang menyatakan bahwa satu atau lebih vanabel mdependen tidak berkorela31 dengan
- variabel residual sehmgga estimator yang didapat konsisten (t1dak bias).

' Q 2 (stage2): :
' Menggantlkan pada persamaan struktural dengan nilai P dari persamaan rea’uced form dan
kemudian melakukan regresi ulang dengan metode OLS, sehmgga persamaan permintaan ekspor dapat

ditulis sebagai berikut:

- Dx, =, B V) WFI, +wv,,
- Dx, =h, +51P: +& 1, + 5, FPL +v,

D =by +b,B +BHPH(v, +hY;,)
=by + By by VP w vy dimana oy g,

4, 1 Hasil Analisis
Setelah melakukan pengujian terhadap persamaan penawaran dan permmtaan ekspor sektor mdustn '
manufaktur Indonesia dengan menggunakan variabel-variabel seperti: volume ekspor sektor industri -
- manufaktur, produk hasil sektor industri manufaktur, kredit domestik sektor industri manufaktur, nilai
tukar (kurs) nominal, indeks harga konsumen (CPI), indeks harga sektor industri manufaktur dan angka
indeks perdagangan besar (WPI) dengan menggunakan alat analisis TSLS (Zwo Stages Least Squares)
- makadiperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Estimasi Persamaan Penawaran dan Permintaan Ekspor

Sektar Indusiri Manutakoor
Iudependont variabel Fenawaran volume Poomintaan wolume
ckaspor . Cckspor
C 49640 F0. 229w
R (O.B7%) (39.539)
g T RIRT ’ :
Lalk {1.99%)
, 7286
LaCPI (-1 817
. {151
Lu €D (0:247)
. : LTr6*
Ln OQPM (1. 76%)
F 1y 0. 540"
Ln WPl ] » 3 .687)
; . 0,831 =0 103
. Ln Pffitted (1.482) (-LOLE) -
F- ' 13.528 ‘ 14275
Adj Ra2 . 0.715 - 0515
W - 1.694 A )
_ Keterangan: tanda ***dan* tanda untuk signifikan pada tingkat ...... = 1% dan tingkat ...... =10%.

83



: Prosidihg Simposium Nasional Hasil Riset Ekonomi dan Bisnis
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) 2008

_ Secara umum hasil parameter persamaan penawaran dan persamaan permintaan ekspor masuk - |
akal secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tanda koefisien yang arah dan besarannya sesuai dengan

teori ekonomi. Jika dilihat dari kriteria statistik uji t dan F, signifikan secara statistik pada tingkat o= -

1% dano=10%. Kecuah untuk variabel kredit domestik dan indeks harga tidak si ignifikan. Nilai:

' koeﬁ51en determinasi (R ) nilainya cukup tinggi untuk persamaan penawaran ekspor yaitu sebesar 71.5.
persen, sedangkan nilai koefisien determinasi (R ) persamaan permintaan ekspor sangat kecil yaitu '
sebesar 51.5 persen, hal ini menyebabkan persamaan mengandung masalah spurios regression (regres1
lancung) mungkin disebabkan karena jumlah observa81 (N) yang relatifkecil.

Tabel 2 : Uji Autokorelasi Dan Heterokedastisitas Persamaan
Tahap Pertama dan Tahap Ke dua

Stage 1 _ Stage 2

Uji Lagrange Probability Uji Lagrange Probability
Multiplier (LM) ' Multiplier (LM)
F-statistic - 8.809237 0.460750 3347167 | 0.054727
Obs* R-square 2.144933 0.342163 6.284777 0.043180.
o o Ui _ Ui :

o . Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas _
F-statistic 1.302013 0.312020 0413067 . 0.797171
Obs* R-square 12.08143 0.279643 1.896878 0.754718

- Padauji Lagrange Multiplier (LM),'persamaan penawaran memiliki nilai R-square hitung sebesar |
2,144933 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,342163 pada tingkat kelambanan 2, maka model ini
tidak mengandung autokorelasi. Karena nilai obs*R-square < R-square tabel yaitu sebesar 2.144933
<5.99147 (dengan . =5% dan df =2) . Pada uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa persamaan
ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas karena nilai obs*R-squared < R- square tabel yaitu
sebesar 12.08143 <18.3070 (dengan &.=5% dan df=10). Sedangkan untuk uji normalitas residualnya -
berdlstnbu51 normal karena nilai Jargue-Bera > nilai R-square tabel yaitu sebesar 76.51910>5.99147. )
Dan nilai R’ yang digunakan untuk melihat seberapa besar model dapat men; elaskazp pennasalahan
~ yang sedang diteliti setelah melakukan estimasi model , maka pada model ini nilai R yang diperoleh -

adalah sebesar 0.715 yang berarti bahwa 71.5 persen variasi perubahan variabel dipenden dapat .
'dljelaskan oleh perubahan variabel independen. ,
- Padauji Lagrange Multiplier (LM), persamaan permintaan memiliki nilai R-squarehitung sebesar B
* 6.284777, dan nilai probabilitasnya sebesar 0.043180 pada tingkat kelambanan 2, makamodelini
juga tidak mengandung autokorelasi. Karena nilai obs*R-square < R-square tabel yaitu sebesar 6.284777 - -
- <9.2103 (dengan 0=1% dan df =2). Pada uji heteroskedastisitas persamaan ini menunjukkan bahwa
. persamaan ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas karena nilai obs*R-squared < chi square - .
tabel yaitu sebesar 1.896878 <9.43773 (dengan & =1% dan df=4). Sedangkan untuk uji normalitas:
residualnya berdistribusiznonnal karena nilai Jarque-Bera>nilai R- square tabel yaitu sebesar 7.976658.
>5.99147. Dan nilai R yang digunakan untuk melihat seberapa besar model dapat menjelaskan
permasalahan yang sedang diteliti setelah melakukan estimasi model, maka pada model ini nilaiR yang
diperoleh adalah sebesar 0.5150 yang berarti bahwa 51.50 persen variasi perubahan variabel dependen
dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen.
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4.2, Pémbahasan

Pada persamaan penawaran ekspor sektor industri manufaktur (Sx), variabel kredit donies'tik-

(CD)dan indeks harga sektor industri manufaktur tidak signifikan. Pada nilai tukar (kurs) nilai koeﬁsie_nnya

adalah sebesar 2.838, yang menunjukkan bahwa ketika nilai tukar Rupiah terhadap Dollar terdepresiasi

sebesar 1 persen maka menyebabkan penawaran volume ekspor sektor industri manufaktur meningkat
- sebesar 2.838 persen. Secara teoritis, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai tukar dapat dipandang

sebagai harga nominal barang-barang dalam mata uang domestik. Dengan demikian maka hubungan
antara nilai tukar dengan ekspor dapat dilihat sebagai hubungan harga dengan penawaran ekspor yang
berslope positif. Depresiasi nilai tukar domestik dapat pula dipandang sebagai turunnya harga ekspor
secara relatif terhadap harga luar negeri, sehingga turunnya harga akan direspon dengan naiknya .

~ permintaan barang-barang impor oleh luar negeri (Nuryadin dan Sodik: 2004).

~ Nilai koefisien dari hasil produk sektor industri manufaktur sebesar 1.77 yang berarti bahwa ketika '
terjadi kenaikkan jumlah hasil sektor manufaktur sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan

- penawaran volume ekspor sektor manufaktur sebesar 1.77 persen. Hal ini sesuai dengan teori permintaan _
‘impor dan penawaran ekspor yang dijelaskan pada gambar: 2 yaitu ketika harga dalam negeri mengalami
- peningkatan maka produsen dalam negeri sanggup menghasilkan dan menjual barang lebih banyak.

Dan jika barang yang dihasilkan tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maka kelebihan
produksi tersebut diekspor ke negara lain sebagai penawaran ekspor. Semakin banyak hasil yang

- diproduksi maka akan semakin banyak pula penawaran ekspor.

Nilai koefisien CPI sebesar -7.256 yang berarti bahwa ketika terjadi kenaikkan CPI sebesar 1 '
persen, maka akan menyebabkan penurunan penawaran volume ekspor sektor manufaktur sebesar
7.256 persen. CPI adalah harga sekelompok barang dan jasa relatif terhadap harga sekelompok barang

.dan jasa yang sama pada tahun dasar (Mankiw:2003). Indeks harga ini hanya mengukur harga barang
- danjasa yang dibeli konsumen. Ketika harga barang dan jasa meningkat akan mengakibatkan konsumen

mengurangi jumlah barang dan jasa yang dibeli. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penawaran
volume ekspor.

Sedangkan untuk hasil estimasi persamaan permintaan ekspor, vanabel indeks harga tlda.k 51gmﬁkan '
dan pada persamaan ini terjadi spurios regression (regresi lancung), hal ini mungkin d_1sebabkan karena .
jumlah observasi relatif kecil. Nilai koefisien dari Indeks Perdagangan Besar (WPI) sebesar 0.849
yang memiliki arti bahwa ketika terjadi kenaikkan WPI sebesar 1 persen maka akan terjadi kenaikkan
pula pada variabel permintaan volume ekspor sektor industri manufaktur sebesar 0.849 persen. WPI

- merupakan indeks harga yang menghitung jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen.
Ketika produksi mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan harga barang relatif lebih murah
- sehingga ]umlahpermmtaan atas barang tersebut mengalami pemngkatan

V. PENUTUP

Setelah dilakukan pengujian terhadap model penawaran dan permintaan ekspor sektor industri
manufaktur pada periode 1980 sampai dengan 2006 dengan menggunakan alat analisis TSLS (Two
Stages Least Squares), maka dapat disimpulkan bahwa indeks harga sektor industri manufaktur
berpengaruh positif pada penawaran volume ekspor sektor industri manufaktur dan berpengaruh negatlf )

-pada permintaan volume ekspor sektor industri manufaktur.

~ Begitu pula dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhl penawaran volume ekspor industri
manufaktur yaitu nilai tukar (kurs) nominal, kredit domestik sektor industri manufaktur, dan juga hasil
produk sektor industri manufaktur memiliki pengaruh positif, kecuali Indeks Harga Konsumen (CPI)
memiliki pengaruh negatif terhadap penawaran volume ekspor industri manufaktur. Sedangkan WPI

" memiliki hubungan positif terhadap permintaan volume ekspor sektor industri manufaktur. Untuk -
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persamaan permintaan volume ekspor industri manufaktur memiliki nilai DW-stat yang rendah sehmgga
' terjadi regresi yang lancung pada persamaan ini. Hal ini disebabkan karena persamaan permmtaan ini
tidak menghasilkan persamaan yang stabil. : N
- Berdasarkan kesimpulkan di atas, bahwa saran yang mungkin dapat dlpertlmbangkan adalah: (1)
Diharapkan otoritas moneter dapat menjaga kestabilan nilai tukar, agar harga sektor industri manufaktur -
_ tidak mengalami kenaikan yang sangat besar. Harga yang murah akan mengakibatkan produksi sektor:

industti manufaktur dapat meningkat dan permintaan sektor industri manufaktur juga dapatbertambah.. -

(2) D1harapkan pemerintah dapat mengupayakan kebijakan bagi kebutuhan kredit domestik sektor
industri manufaktur, karenajika dilihat dari volume ekspor sektor industri manufaktur yang ditawarkan
semakin lama mengalami peningkatan. '
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Abstract

Survey in several countries indicate that industrial process geographically as selective process

" ((Hayter, 1997; Kuncoro, 2002 : 56). It means that acceleration of industrial development driven .
© . by structural transformational process does not happen in all regions of the countries. ‘Generally,

manufacturing industry majority concentrate in spatial cluster in a certain location, especzally in
East Java, what is the same pattern happened ?

- This research focused in East Java, and its objectives are: (1) identify the dominant manufacturing

industry base on amount of firms, level of labor absorption, and value added; (2) analyze special-

. ization of manufacturing industry as potential sector in every kabupaten/kota in East Java which

have comparative advantage compared with the same industry in province based on labor and
value added; (3) map primary location of spatial cluster for manufacturing industry; (4) formulate

- strategy for the growth of manufacturing industry; and (5) formulate local government policy to
. drive acceleration of manufacturing industry in East Java. The research method includes spécial—

ization index and Hirschman Herfindahl index (IHH). And, it uses secondary data avatlable in
BPS and other publications. :
This research shows that dominant manufacturing mdustry which is based on the amount of “firms,

- level of labor absorption, and value added are food & drink and tobacco manufacturing industry.

Manufacturing industry is a potential sector in East Java which has comparative advantage com-

- pare with the same industry in Indonesia base on labor and value added. Primary locations of

manufacturing industry in East Java concentrate in four kabulaten/kota, which are: Surabaya,

 Sidoarjo, Pasuruan, and Gresik (almost 45 percent). Moreover, six others as second location are

kabupaten Tulungagung, Malang, Banyuwangi, Mojokerto, Lamongan, and kota Malang.

" Strategy for manufacturing industry development in East Java has priority to the specialization for

every sub-sector of manufacturing industry. Local government policy has adopted development

- global. However, development in Indonesia, especially in East Java, tend to global era suppose

economy development sustainable. Government policy has driven acceleration on manufacturing
industry in industrial cluster (regional dimensional approach), that is facilitate accessibility infra-

* structure and accelerate production & distribution of goods. Inﬁast:ucture development in spa-

tial cluster is a primary.

‘ Key words: manufacturmg zndustry, spatial cluster, speczalzzatton index, Htrschman Herfi na’ahl

index.

I. PENDAHULUAN

Industri manufaktur sebagai subsektor industri yang paling dominan dan merupakan _sub'sektor:

industri yang memberi kontribusi nilai tambah sangat besar terhadap sektor industri di Indonesia

merupakan sektor yang perlu mendapatkan perhatian berkenaan dengan dimensi lokasi dan keuntungan
komparatifnya. Industri manufaktur mampu memberikan nilai tambah yang paling besar terhadap Produk
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Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di Jawa Timur, industri manufaktur juga memberi kontribusi yéng _
paling besar terhadap pembentukan PDRB Jawa Timur. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk

" mengoptimalkan sektor ini akan dapat berpengaruh besar pada perekonomian secara keseluruhan.

- Survei di banyak negara menunj ukkan bahwa proses industrialisasi secara 'geograﬁs merupakan -
merupakan proses yang selektif (Hayter, 1997; Kuncoro, 2002 : 56). Arti_nya perkembangan industri
yang cepat dan menjadi pemicu transformasi struktural ternyata tidak terjadi secara merata di semua
daerah dalam suatu negara, tidak terkecuali di provinsi Jawa Timur. Di beberapa negara, mayoritas
industri manufaktur terkonsentrasi secara spasial (spatial clustering) pada suatu lokasi. Apakah pola
demikian juga terdapat di provinsi Jawa Timur?

- Di Jawa Timur, terdapat beberapa daerah saja yang menjadi kantong-kantong (kluster) industridi
wilayah provinsi Jawa Timur. Sehingga untuk mengembangkan industri manufaktur di Jawa Timur,
perlu terlebih dulu mengetahui lokasi pemusatan (kluster) industri manufakturnya melalui pendekatan
regional. Namun demikian, untuk menyempurnakan formulasi strategi pengembangan tersebut, perlu

 juga melakukan pendekatan sektoral untuk mendorong percepatan pertumbuhan industri manufaktur

dengan melalui pendekatan spesialisasi sektoral. Dengan demikian, mengkaji dimensi spasial dan sektoral

- dalam konteks industri manufaktur di Jawa Timur menjadi sangat penting mengingat besarnya peranan
sektor industri manufaktur terhadap total perekonomian Jawa Timur, ditambah dengan adanya' -

keanekaragaman sumber daya alam, kepadatan populasi, luas wilayah, infrastruktur, maupun poten81
dacrah pada masing-masing kabupaten / kota di Jawa Timur.

AL -POLA KLASIFIKASI INDUSTRI MANUFAKTUR BERDASARKAN JUMLAH

- PERUSAHAAN, JUMLAH TENAGA KERJA, DAN NILAI TAMBAH DI '
- KABUPATEN/KOTA DIJAWATIMUR

Pola klasifikasi industri manufaktur di masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Timur dilakukan
dengan mengelompokkan semua jenis industri manufaktur ke dalam industri besar dan sedang.
Pengelompokan jenis industri ini didasarkan pada jumlah tenaga kerja. Setelah itu kemudian
m_engidentiﬁkasi industri yang dominan dengan menggolongkannya berdasar jumlah perusahaan, tenaga
kerja dan nilai tambah yang dihasilkan. Industri besar adalah perusahaan industri yang mempunyai -
tenagakerja 100 orang atau lebih. Industri sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga
kerja antara 20 sampai dengan 99 orang. _

Dari Tabel 1 di bawah ini terlihat bahwa industri manufaktur besar dan sedang di Jawa Tlmur

“berdasar jumlah perusahaannya terkonsentrasi di kabupaten/kota Surabaya—Sidoarjo-Pasuruan-

Gresik. Beberapa kabupaten/kota lain yang mempunyai konsentrasi jumlah industri besar dan sedang

* diatas rata-rata adalah kabupaten Pasuruan, kabupaten Lamongan, kabupaten/kota Malang, kabupaten

Mojokerto, kabupaten Tulungagung, dan kabupaten Banyuwangi.
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' Identifikasi industri yang dominan menurut indikator jumlah perusahaan berdasarkan kode ISIC 'k
dua digit di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 2. Jenis mdustn berdasar kode ISIC dua digit tersebut
duden’uﬁkam sebagal berikut: : - _ .

' Kode _ ' ' Jenis Industri
ISIC | .
15 * Industri Makanan dan Minuman
16 - - Industri Pengolahan Tembakau
17 - Industri tekstil
18 . Industri Pakaian Jadi
1119 .| IndustriKulitdan Barang Dari Kulit
20 | Industri Kayu dan Barang-barang dari Kayu
21 Industri Kertas dan Barang dari Kertas
22 Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman
23 Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumu dan BB Nukhr
24 * Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia
25- | Industri Karet dan Barang dari Karet
26 Industri Barang Galian Bukan Logam
27 Industri Logam Dasar
28 Industri Barang-barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya
29 - Industri Mesin dan Perlengkapannya '
130 Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data
31 | IndustriMesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya
32 . Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi dan Perlengkapannya
33 Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navi ga51 Optik, Jam
34 . Industri Kendaraan Bermotor
35 Industri Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
36 Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya
37. | DaurUlang
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